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ABSTRAK

Nama : Waki Sulistyaning R.
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul • Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Bekas Hak Milik Adat

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.108/ Pdt.G/
2001/ Jkt. Bar, Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta No.372/ Pdt/ 2003/ PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 1089 K/ Pdt/ 2005).

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak lama atas tanah demi 
hukum dikonversi menjadi hak-hak atas tanah baru yang diatur dalam Undang- 
Undang Pokok Agraria. Perolehan hak-hak atas tanah disertai kewajiban pemilik 
tanah mendaftarkan hak atas tanahnya. Untuk tanah yang belum didaftarkan disebut 
tanah bekas hak milik adat. Pendaftaran tanah tersebut diselenggarakan demi 
menjamin kepastian hukum pertanahan. Namun, pada kenyataannya sampai dengan 
saat ini bidang-bidang tanah yang belum terdaftar masih banyak jumlahnya. Pemilik 
tanah yang belum mendaftarkan haknya tersebut menggunakan tanda bukti 
pembayaran pajak sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang bersangkutan. 
Sementara dalam salah satu sumber hukum kita yaitu yurisprudensi nomor 
34/K/Sip/1960 menyebutkan bahwa surat pembayaran pajak bukan merupakan 
petunjuk siapa yang harus membayar pajak atas suatu bidang tanah tertentu. 
Ketentuan hukum ini seringkali digunakan oleh para hakim dalam menyelesaikan 
suatu perkara tanpa melihat latar belakang dari kasus mereka, sehingga bagi pemilik 
tanah bekas hak milik adat hal ini sangat merugikan. Permasalahan pokok yang 
dianalisis adalah bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara 
kepada pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik, pandangan 
pengadilan dalam perlindungan hukum pemilik tanah bekas hak milik adat dan 
penyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas hak milik adat berdasarkan kasus 
dalam Putusan No.l08/Pdt.G/2001/ Jkt.Bar, Putusan No.372/Pd^2003/PT.DK1 dan 
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089K/Pdt/2005.. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat 
yuridis normatif, dengan menghimpun dan menganalisis data sekunder, berupa 
literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum agraria. 
Hasilnya, dituangkan dalam kesimpulan bahwa negara memberikan perlindungan 
hukum bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik yaitu 
menggunakan bukti pajak sebagai petunjuk kepemilikan tanah dengan didukung alat 
bukti lain untuk tanah hak lama dan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H1R.
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Abstract

After the effective application of Agrarian Principles Law, former rights over 
land are by the operation of law converted into new rights over land stipulated in the 
Agrarian Principles Law. Acquirement of rights over land is supported by obligation 
on the part of the land owners to register their rights over land. For lands which have 
not yet been registered, they will be referred to as former customary right of 
ownership lands. Such land registration is conducted in order to ensure legal 
certainty in land affairs. However, in reality, up to the present time, the total numbers 
of parcels of lands which are not yet registered are quite a few. This fact gives rise to 
problems and disputes among the Parties claiming as the real owners. Land owners 
who have not yet registered their rights use tax payment slip as the evidence of their 
ownership over the relevant lands. Meanwhile, in one of our legal sources, which is, 
jurisprudence number 34/K/Sip/1960, it states that tax payment slip is only an 
indication on who must pay the tax over a certain parcel of land. This legal provision 
is often used by judges in settling a case without observing the background of their 
cases; therefore, for the owners of former customary right of ownership lands, this is 
very detrimental. Therefore, it is necessary to be studied regarding the legal 
protection for the owners of former customary right of ownership lands based on the 
national land law and other related statutory regulations.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai peruntukan tanah baik untuk perumahan, usaha, investasi, 

sarana perhubungan, dan kebutuhan lain untuk kepentingan umum berimplikasi 

pada melambungnya harga tanah sehingga tanah merupakan asset berharga. Hal 

ini mendorong kebutuhan perlindungan hukum bagi pemilik tanah dari pihak- 

pihak yang tidak berhak untuk turut memakai atau mendapatkan manfaat dari 

tanahnya.

Kebutuhan tersebut direspon dengan mencantumkan tujuan pokok 

dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok 

Agraria atau disingkat dengan UUPA yang diundangkan pada tanggal 24 

September 1960, dalam Penjelasan Umum 1 yaitu :

1. meletakkan dasar-dasar penyusunan hukum agraria nasional, yang akan 

merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan 

keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat .tani, dalam rangka 

masyarakat yang adil dan makmur;

2. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan 

dalam hukum pertanahan;

3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak- 

hak atas tanah bagi seluruh rakyatnya.
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Sehubungan dengan kebutuhan akan kepastian hukum m engenai hak- 

hak atas tanah tersebut diperlukan tersedianya perangkat hukum tertulis, yang 

lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten dan penyelenggaraan 

pendaftaran tanah yang efektif.1

Dengan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, siapapun yang 

berkepentingan akan dengan mudah dapat mengetahui kem ungkinan apa yang 

tersedia baginya untuk menguasai dan menggunakan tanah yang diperlukannya, 

bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan 

apa yang ada dalam menguasai tanah dengan hak-hak tertentu, sanksi apa yang 

dihadapinya jika  diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal 

lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyai 

seseorang.2

Di bidang pertanahan, pada kasus-kasus konkret, pem berian jam inan  

kepastian hukum belum dapat diwujudkan hanya dengan tersedianya perangkat 

hukum yang memenuhi persyaratan. Untuk itu diperlukan penyelenggaraan 

kegiatan yang disebut pendaftaran tanah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

19 ayat (1) UUPA yang merupakan suatu legal ccidastre. Dengan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah tersebut:

1. mereka yang mempunyai tanah dengan mudah akan dapat m em buktikan 

haknya atas tanah yang dikuasai dan dipunyainya. Kepada m ereka 

masing-masing diberikan surat tanda bukti hak oleh Pem erintah;

1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria. Isi 
Dan Pelaksanannya jilid  I Hukum Tanah Nasional, Cct. X, (Jakarta : Djambatan, 2005), hal. 69.

2 Ib id
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2. mereka yang memerlukan keterangan mengenai data fisik dan yuridis 

mengenai suatu tanah, yaitu calon pembeli dan calon kreditor yang akan 

menerima tanah sebagai jaminan, akan dengan mudah memperolehnya, 

karena keterangan-keterangan tersebut yang disimpan di Kantor 

Penyelenggara Pendaftaran Tanah, terbuka bagi umum. Dalam arti umum 

boleh mengetahui, dengan melihat sendiri daftar dan dokumen yang 

bersangkutan atau meminta keterangan tertulis mengenai data yang
o

diperlukannya dari Kantor tersebut.

Sebagai wujud nyata dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut, maka 

bagi pihak yang berhak atas suatu tanah yang telah mendaftarkan tanahnya 

sesuai peraturan pemerintah yang berlaku diberikan suatu sertipikat hak atas 

tanahnya. Dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah diharapkan dapat 

menjadi bukti otentik bahwa orang yang tercantum namanya dalam sertipikat 

tersebut adalah pemegang hak sesungguhnya, dan untuk memberikan kepastian 

mengenai subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut.4

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah 

seseorang atau suatu masyarakat hukum adat, maka negara wajib memberi 

jaminan kepastian hukum terhadap gangguan pihak lain. Karena dalam 

kenyatannya sampai dengan saat ini baru kurang lebih 20% (dua puluh persen) 

bidang tanah yang terdaftar, seyogyanya tetap dipertahankan asas bahwa 

ketiadaan alat bukti tak tertulis tidak menjadi penghalang bagi seseorang yang 

mempunyai alas hak yang sah untuk membuktikan hak atas tanahnya melalui

3 ¡bid., hal. 70-71.
4 Benny Bosu, Perkembangan Terbaru Sertipikat (Tanah, Tanggungan, dan Condomimum) 

(Jakarta : PT. Medisa, 1997), hal. 3.
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tata cara pengakuan hak berdasarkan penguasaan secara de fa c to  selam a ja  g

waktu tertentu dan diperkuat dengan kesaksian m asyarakat serta lem baga yang

berwenang. Selain pemberian jaminan kepastian hukum tersebut, negara ju g a

berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas tanah  yang

dipunyai perseorangan atau masyarakat hukum adat.

Bidang-bidang tanah yang belum terdaftar sejak diundang

UUPA statusnya menjadi tanah bekas hak milik adat dan menggu 

pembayaran pajak tanah sebagai bukti kepem ilikannya atas tanah. Hal ini

berkaitan dengan pada masa Hindia Belanda sebelum berlakunya U 

selain dilakukan dilakukan pendaftaran tanah dalam rangka legal cad  

diadakan pendaftaran tanah dalam rangka ß sc a l cadastie. P 

ada 3 macam pemungutan pajak tanah yaitu :

1. Untuk tanah-tanah Hak B ara t: Verponding Eropa;

2. Untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di w ilayah

Verponding Indonesia;

3. Untuk tanah-tanah Hak Milik Adat luar w ilayah G em cntee : L a n d r e n t e  ata

Pa\ak'ö>\vm\.

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengen P j 

pemilik tanah, yang dikalangan rakyat dikenal dengan sebut 

Pipil, Girik, Petok dan lain-lainya. Surat pengenaan pajak in" y 

digunakan bagi pemegang tanah adat untuk membuktikan ha y 

pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, petuk pajak y g

5 Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implem  
(Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001), hal. 159-160.
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sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat 

dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti pemilikan tanah yang 

bersangkutan. Pengenaan dan penerimaan pembayaran pajaknya oleh 

Pemerintah pun oleh rakyat diartikan sebagai pengakuan hak pembayar pajak 

atas tanah yang bersangkutan oleh Pemerintah. Jika ada gangguan , pembayar 

pajak mengharapkan memperoleh perlindungan dari Pemerintah. Dengan 

berlakunya UUPA mulai tanggal 24 September 1960 tidak ada lagi tanah-tanah 

Hak Barat dan tanah-tanah hak milik adat. Lembaganya sudah tidak ada lagi, 

sedang hak-hak yang ada pun telah dikonversi oleh UUPA menjadi salah satu 

hak yang baru.6

Berdasarkan uraian-uraian di atas diketahui bahwa pendaftaran tanah 

sangat penting fungsinya demi menjamin kepastian hukum. Selain itu diketahui 

pula bidang-bidang tanah yang belum terdaftar masih banyak jumlahnya. 

Bidang-bidang tanah hak milik adat yang belum terdaftar disebut tanah bekas 

hak milik adat. Hukum Tanah Nasional negara kita, mengakui adanya 

kepemilikan tanah bekas hak milik adat. Hal ini diatur dalam Pasal II Ketentuan- 

Ketentuan Konversi UUPA. Adapun kepemilikan tanah bekas hak milik adat ini 

dikonversi menjadi hak milik sejak tanggal 24 September 1960 atau sejak 

lahirnya UUPA dengan memenuhi beberapa persyaratan yaitu pemegang hak 

atas tanah harus berkewarganegaraan Indonesia atau badan hukum yang 

memenuhi persyaratan dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963

6 Boedi Harsono, op. Cit., hal. 83-84
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tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak M ilik 

A tas Tanah.

Kepem ilikan tanah bekas hak milik adat secara hukum yang jik a  tidak 

dilakukan pendaftaran tanah akan sangat lemah pembuktian kepem ilikannya. 

Hal ini disebabkan karena di Indonesia, sertipikat adalah satu-satunya alat bukti 

kepemilikan tanah yang diakui. Oleh sebab itu, bagi m asyarakat yang tidak 

memiliki sertipikat, walaupun telah membayar pajak atas hasil bumi setiap 

tahunnya dan mempunyai bukti pembayaran pajaknya tidak memiliki arti apa- 

apa. Hal ini berlaku setelah adanya Peraturan Pemerintah Nom or 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10/1961) dan Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 34/ K/ Sip/ 1960, yang menyatakan bahwa bukti 

pembayaran pajak bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah.

Tanah bekas hak milik adat seringkali mengalami sengketa. 

Berdasarkan pengamatan penulis melalui situs putusan M ahkamah Agung yang 

hanya memuat putusan Mahkamah Agung sejak tahun 2001 sampai dengan 

2006 saja telah diputus 21 kasus serupa.7 Tentu saja ini merupakan jum lah  yang 

cukup besar mengingat belum memperhitungkan sengketa tanah bekas hak m ilik 

adat yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pengadilan 

negeri maupun tinggi, sengketa tanah bekas hak milik adat sebelum tahun 2001 

dan kasus-kasus serupa didaerah lain yang Penulis ketahui melalui media cetak 

maupun elektronik yang belum disidangkan maupun sedang dalam proses di 

Pengadilan. Pakar hukum Peradilan Tata Usaha N egara, Prof. Dr. Paulus

7 "Direktori Putusan MaVikamah Agung Republik Indonesia,” < http://\v\v\v. putusan.net/app- 
mari/putusan/index.php >, diakses 20 April 2008.
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Effendie Lotulung, SH, pernah dikutip suatu gambaran hasil studi dari Saudara 

Endang Suhendar dalam pemetaan pola-pola konflik tanah di Jawa Barat pada 

tahun 1994 oleh Yayasan Akatiga Bandung, dan cuplikn Saudara Dicky Haryadi 

di Hukum Bisnis Indonesia pada tanggal 18 Nopember 1995, sebagai berikut:8 

1. Jenis konflik pertanahan yang sering timbul adalah mengenai:

a. status pemilikan tanah : 22,6%

b. status penguasaan tanah : 31,5%

c. ganti rugi pembebasan : 34,7%

d. status penggunaan : 11,3%

2. Pihak-pihak yang saling bersengketa yang sering timbul adalah mengenai:

57%

30%

11%

a. masyarakat vis a vis pemerintah

b. masyarakat vis a vis pengusaha

c. sesama masyarakat 

Sistem pembuktian kepemilikan tanah sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

(selanjutnya disebut PP No. 24/1997) menjelaskan, bahwa bukti kepemilikan 

tanah yang didaftarkan mendapat kekuatan dan kepastian hukum setelah 

diterbitkannya sertipikat sebagai tanda bukti hak. Dalam rangka memberi 

kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan 

Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian 

sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat bukan mutlak. 

Hal ini sesuai dengan sistem publikasi yang dianut di Indonesia yaitu sistem

8Sebagaimana dikutip oleh Arie Hutagalung, dalam buku Tebaran Pemikiran Seputar Masalah 
Hukum Tanah, Cet. I, (Jakarta : Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005), hal. 371.
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publikasi negatif yang berunsur positif. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa 

selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang 

dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai datu yang bc/iar, baik

dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam seneketa d\ pengadWan, 

sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan 

buku tanah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 

dimungkinkan bagi pemilik tanah bekas hak milik adat yang tanahnya diakui 

oleh pihak lain dengan bukti sertipikat dapat menuntut haknya secara hukum 

sebagai pemegang hak satu-satunya atas tanah sengketa. Lebih lanjut dalam 

Pasal 32 ayat (2) PP No. 24/1997 mengatur bahwa apabila suatu bidang tanah 

sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, 

maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi 

menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun terhitung sejak 

diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada 

pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan setempat yang bersangkutan 

ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.9

Meskipun pemegang tanah bekas hak milik adat secara hukuift 

kedudukannya lemah karena tidak mermViki alat bukti yang sall yaitu sertipikat, 

uamvm bukan berarti pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik 

tidak diberikan suatu perlindungan hukum atas tanah yang merupakan haknya.

9 Indonesia (b), Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 tahun 1997, ps. 32 
ayat (2).
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Hal ini mengingat sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia 

yaitu sistem publikasi pendaftaran tanah negatif berunsur positif. Karenanya 

Penulis sangat tertarik dan antusias untuk mambahas dan menganalisa 

permasalahan tersebut. Kasus yang Penulis analisa ini tidak kalah menarik yaitu 

kasus yang teijadi di Jakarta Barat antara Hindarto Hovert Tantular melawan PT. 

Metropolitan Development dan 6 ahli waris almarhum Muasim Bin Loyo. Kasus 

ini telah disidangkan di pengadilan sampai pada tingkat kasasi dan telah 

berkekuatan hukum tetap. Hindarto Hovert Tantular selaku penggugat memiliki 

dan menguasai sebidang tanah bekas hak milik adat sejak 20 Januari 1988 yang 

kemudian diakui milik dari PT. Metropolitan Development yaitu pemegang 

sertipikat Hak Guna Bangunan' atas tanah sengketa. PT. Metropolitan 

Development berdalih bahwa tanah sengketa tersebut telah dilakukan pelepasan

hak atas tanahnya pada 8 Agustus 1975.

Dalam tesis ini akan diketahui sejauh mana kekuatan pembuktian 

sertipikat dibandingkan surat pengenaan pajak apabila dihadapkan pada suatu 

kasus dimana obyeknya sama berdasarkan sistem publikasi pendaftaran tanah 

yang berlaku di Indonesia. Tindakan hukum dan bukti apa saja yang dapat 

menentukan seseorang beritikad baik atau tidak dalam sengketa semacam ini 

dan apakah sertipikat sebagai alat bukti yang sah dan satu-satunya yang diakui 

dan dikeluarkan oleh negara/Pemerintah sebagai bukti kepemilikan atas tanah 

dapat diingkari kebenaran data fisik dan/atau data yuridisnya mengingat dalam 

surat pengenaan pajak tidak disebutkan status hukum tanah dan lokasi tanahnya 

dengan jelas.
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B. Pokok Perm asalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada 

pemegang tanah bekas hak milik adat yang beritikad baik berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku?

2. Bagaimana pandangan pengadilan dalam perlindungan hukum pemlik tanah 

bekas hak milik adat dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar, Putusan 

No.372/ Pdt/ 2003/ PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1089 K /P d t/2005?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas hak milik adat 

berdasarkan kasus dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar, Putusan 

No.372/ Pdt/ 2003/ PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1089 K/  Pdt/ 2005?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode penelitian yang 

bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data 

kepustakaan dan mencari kebenaran ilmiah ysng teoritis.

Tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut sifatnya, salah satunya 

adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

memberikan gambaran tentang suatu gejala atau keadaan, sehingga dapat 

dipeoleh data mengenai hubungan hukum antara satu gejala hukum dengan gejala
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lainnya. Sedangkan ditinjau dari sudut bentuknya adalah penelitian preskriptif, 

yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk 

mengatasi permasalahan.10 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yaitu studi yang dipergunakan untuk mendapatkan data

sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu hukum positif seperti Undang-Undang dan 

Peraturan Perundangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan

tesis ini seperti:

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah;

e) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah;

'°Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986), hal. 9-
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f) Peraturan M enteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nom or 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian 

Dan Pembatalan H ak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum;

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 tentang 

Tata Cara Pembebasan Tanah.

2. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku- 

buku, makalah, artikel-artikel pada internet dan majalah hukum yang 

terkait dengan masalah tanah bekas hak milik adat dan kekuatan 

hukumnya. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan dibaca serta diseleksi 

sesuai dengan pokok permasalahan.

Untuk mendukung sumber atau bahan hukum yang diperoleh melalui 

studi kepustakaan, seluruh data-data yang dikumpulkan diolah dan dianalisa 

lalui metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

preskriptif evaluatif.

D. Sistematika Penulisan

Agar dalam penulisan tesis ini terfokus, maka Penulis membagi 

tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai beriku t:
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BAB n
PERLINDUNGAN HUKUM 

BAGI PEMILIK TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT

A. Tata Cara Memperoleh Tanah

Yang dimaksud dengan tata cara memperoleh tanah ini ialah prosedur sesuai 

ketentuan hukum yang harus ditempuh dengan tujuan untuk menumbulkan suatu 

hubungan hukum antara subyek tertentu dengan tanah tertentu. Secara garis besar 

menurut Hukum Tanah Nasional dikenal 3 (tiga) macam status tanah:M

1. Tanah Negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;

- 2. Tanah hak, yaitu tanah yang dipunyai oleh perorangan atau badan hukum;

artinya sudah terdapat hubungan hukum yang konkrit antara subyek tertentu 

dengan tanahnya.

3. Tanah Ulayat, yaitu tanah dalam penguasaan suatu masyarakat hukum adat.

Yang dipermasahkan disini ialah bagaimana caranya seorang subyek hukum 

untuk memperoleh hak atas tanah yang sesuai dengan peruntukan penggunaan dan 

syaratnya. Tata cara memperoleh tanah menurut hukum tanah nasional adalah
i *ysebagai berikut:

1. Permohonan dan pemberian hak atas tanah, jika tanah yang diperlukan 

berstatus Tanah Negara.

2. Pemindahan hak, jika:

a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

11 Arie Hutagalung, op. c i t hal. 174.
12 lbid., hal 174-175.

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



b. Pihak yang memerlukan tanah boleh memiliki hak yang sudah ada;

c. Pem ilik bersedia menyerahkahn tanahnya.

3. Pelepasan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas 

tanah, jika:

a. Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak atau tanah hak ulayat suatu 

masyarakat hukum adat;

b. Pihak yang memerlukan tanah tidak boleh memiliki hak yang sudah ada;

c. Pemilik bersedia menyerahkan tanahnya.

4. Pencabutan hak yang dilanjutkan dengan permohonan dan pemberian hak atas 

tanah, jika:

a- Tanah yang diperlukan berstatus tanah hak;

b. Pemilik tanah tidak bersedia melepaskan haknya;

c- Tanah tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentngan umum.

Selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut:

!• Pemohonan Hak

Adalah proses perolehan hak atas tanah yang merupakan Tanah Negara. 

Proses ini merupakan satu-satunya cara untuk memperoleh Tanah Negara. Hak-hak 

yang dapat diperoleh atas Tanah Negara ini adalah hak milik. Hak guna usaha 

(HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak pengelolaan (HPL). Adapun yang 

menjadi dasar hukum dari proses ini adalah PP No. 24/ 1997, Peraturan M enteri 

Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
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Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah 

Negara (selanjutnya disebut PMNA/ Kepala BPN No. 3

2. Pemindahan Hak

Pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang tujuannya untuk 

memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). Dalam UUPA dan 

peraturan lainnya, antara lain PP No. 24/ 1997 perbuatan hukum pemindahan hak 

disebut “Peralihan Hak”.

Peralihan hak dirumuskan dalam pasal 20 ayat (2) UUPA, yaitu disebutkan 

bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih kepada pihak 

lain berarti peralihan hak karena hukum, yaitu karena pewarisan menurut hukum 

sedang dialihkan berarti peralihan hak karena perbuatan hukum pemindahan hak, 

antara lain jual beli, hibah, tukar-menukar, hibah wasiat dan pemasukan harta dalam 

perusahaan (inbreng).

a. Jual Beli

Pemindahan hak ini terjadi seketika itu juga secara langsung dari penjual 

kepada pembeli sebagaimana telah diatur dalam pasal 37 PP No. 24/ 1997, bahwa 

jual beli selain harus dilakukan di hadapan PPAT dan dibuatkan Akta Jual Beli, juga 

harus diikuti dengan pendaftaran jual belinya pada Kantor Pertanahan Seksi 

Pendaftaran tanah,

b. Tukar Menukar

Dalam hal ini hak atas tanah tertentu ditukar dengan hak atas tanah lain yang

sejenis.
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c. Hibah

Yang dimaksud dengan hibah adalah pemindahan hak secara cuma-cuma dan 

tidak ada imbalan prestasinya.13

d. Hibah wasiat

Proses pemindahan hak yang terjadi secara langsung, yang merupakan 

kehendak terakhir dari si pemberi wasiat dengan syarat si pemberi wasiat meninggal 

dunia terlebih dahulu.

e. pemasukan/ Inbreng

Proses pemindahan hak secara langsung dari pemegang saham langsung 

kepada perseroan sebagai bukti pembayaran sahamnya.

3. Pembebasan/ Pelepasan Hak

Pembebasan/pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan 

hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan 

memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Bentuk ganti kerugian trsebut dapat 

berupa:

a. uang;

b. tanah pengganti;

c. pemukiman yeuo'gaviU.

Jika pemegang hak tidak menghendaki bentuk ganti rugi seperti tersebut di atas maka 

dapat diberikan kompensasi berupa penyertaan modal (saham) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.14

1 Ny. Arie S. Hutagalung (b), Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu 
Kumpulan Karangan), Cct. II, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
2002), hal. 139.
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Sementara untuk tanah hak ulayat ganti kerugiannya dalam bentuk 

pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat 

setempat. Timbulnya proses ini didahului dengan proses musyawarah. Adapun 

ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum proses ini adalah Pasal 27, 34, 40 

UUPA, Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 (yang menggantikan Keputusan 

Presiden Nomor 5 Tahun 1993) tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Untuk 

Kepentingan Umum.

4. Pencabutan Hak

Pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan pihak lain oleh 

pemerintah secara paksa untuk keperluan penyelengggaraan kepentingan umum 

dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyai tanah. Terjadinya 

proses ini jika proses pemindahan hak tidak tercapai karena masyarakat (pemegang 

hak) masih mempertahankan haknya.15 Dalam proses ini, pemilik tanah tidak 

melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajibannya, sehingga pengambilan 

tanahnya wajib disertai dengan ganti rugi yang layak.16

Adapun langkah yang dilakukan adalah dengan cara Gubernur 

menyampaikan usul pencabutan hak kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional 

melalui Menteri Dalam Negeri yang kemudian Menteri Negara Agraria berkonsultasi 

dengan Menteri Kehakiman dan menteri terkait yang memerlukan tanah. Setelah itu 

disampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan keputusan Pencabutan hak yang 

ditandatangani oleh ketiga menteri tersebut.

l4Indonesia (g), Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum. Perpres No. 36 Tahun 2005, Ps. 13

15 Harsono, Op. Cit., hal. 341.
16 fbid.
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Agar terlaksananya suatu pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan 

umum harus dipenuhi beberapa persyaratan yaitu:17

1. Pencabutan dilakukan bilamana kepentingan umum benar-benar 

menghendakinya.

2. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang menurut 

tata cara yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ( 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1960 tentang Pencabutan hak).

3. Pencabutan hak harus disertai ganti kerugian yang layak (pantas).

Bilamana pencabutan hak tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut di 

atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dinilai sebagai suatu 

perbuatan yang melanggar hukum.18 Oleh sebab itu jika ganti rugi yang diberikan 

tidak memuaskan maka dapat mengajukan bending ke Pengadilan Tinggi. Jaminan 

ganti rugi bagi pemilik tanah harus diberikan secara tunai dan dibayarkan langsung.
v

Mengenai definisi kepentingan umum, Peraturan Presiden Republik Indonsia 

nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum pasal 1 angka 5 adalah kepentingan seluruh lapisan 

masyarakat. Sedangkan pasal 1 angka 3 menyebutkan pengadaan tanah adalah setiap 

kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada 

yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Pada umumnya 

istilah kepentingan umum selalu dihadapkan dengan kepentingan individu atau 

perorangan sebagai 2 (dua) hal yang bertolak belakang, yang tidak mudah untuk

17 Abdurrahman, Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam pembangunan di Indonesia Seri Hukum 
Agraria //„ (Bandung : Alumni, 1978), hal. 61.

18 Ibid, hal. 82.
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mencari garis pemisahnya.19 Menurut Prof. Krannenburg bahwa kita tidak mungkin 

untuk mengadakan batas-batas yang tepat antara kepentingan umum dan kepentingan 

perseorangan dan 2 (dua) macam perkataan itu adalah pernyataan-pernyataan yang 

agak kabur.20 Pada kasus pembebasan tanah rakyat yang telah dibebaskan tanahnya 

ternyata proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka seharusnya dalam hal ini 

seyogyanya dikembalikan lagi kepada bekas pemiliknya semula bilamana masih 

menghendaki, justru sebaliknya dijual kepada pihak ketiga dengan harga tinggi.21 

Keadaan seperti ini selalu menimbulkan sengketa antara pemilik tanah yang lama 

dengan pemilik tanah yang baru.

B. Pendaftaran Tanah

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fiik dan data yuridis, 

dalam bentuk peta daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 

susun, termasuk pemberian surat tanda buktti haknya bagi bidang-bidang tanah yang 

sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

memebeban inya.22

Kata-kata “suatu rangkaian kegiatan” menunjuk kepada adanya berbagai 

kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang

19 Abdurrahman, Op. cil., hal. 84.
20Ibid.
2' Ibid.. hal. 87.
22 Indonesia (b), op. Cit., ps. I angka l.
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lain, berurutan m enjadi satu kesatuan rangkaian yang bermuara pada tersedianya data 

yang diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 

pertanahan bagi rakyat.23

Kta-kata “terus-menerus” menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang 

sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia 

harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

Kata “teratur” menunjukkan, bahwa semua kegiatan harus berlandaskan 

peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data 

bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya selalu sama dalam

25
hukum negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Data yang dihimpun pada dasarnya meliputi 2 (dua) bidang, yaitu.

1. data fisik mengenai tanahnya: lokasinya, batas-batasnya, luasnya bangunan dan

tanaman yang ada di atasnya;

2. data yuridis mengenai haknya: haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau

tidak adanya hak pihak lain.

Kata-kata “ tanah tertentu” menunjuk kepada obyek pendaftaran tanah. Ada 

kemungkinan, bahwa yang didaftar hanya sebagian tanah yang dipunyai dengan hak 

yang ditunjuk. Dalam PP No. 10/1961 yang semula ditunjuk untuk didaftar adalah 

hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, tetapi kemudian diperluas juga

23 Boedi Harsono, Op. cit.. Hal. 71.
24 /bid. hal. 71.
25 /bid. hal. 72.
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mengenai hak pakai yang diperlukan oleh Negara, hak pengelolaan, wakaf dan hak 

milik atas satuan rumah susun.26

Pendaftaran tanah berbeda dengan pendaftaran biasa, yang dimaksud 

pendaftaran biasa adalah pencatatan atau pembukuan mengenai suatu hal yang 

dilakukan oleh seseorag baik pejabat maupun bukan pejabat, dengan maksud agar 

suatu hal yang dicatat atau dibukukan itu dapat dipakai sebagai alat pembuktian 

dikemudian hari. Perbedaannya ditinjau dari hal yang dibukukan dengan subyek 

pelakunya. Pada pendaftaran biasa, pembukuan dapat dilakukan oleh setiap orang 

sedangkan pendaftaran tanah hanya boleh dilakukan oleh pejabat yang berwenang 

yang ada hubungannya dengan masalah tanah dan ditunjuk khusus untuk melakukan

- tugasnya. Pada pendaftaran biasa, hak yang dibukukan bisa berbagai macam 

sedangkan pada pendaftaran tanah hanyalah atas tanah.

Data-data yang diinventarisir oleh pemeritah dalam rangka pendaftaran 

tanah meliputi subyek maupun obyek pada hak atas tanah itu dengan cara yang 

seteliti mungkin, karena bila teijadi kesalahan sedikit saja akan berakibat fatal 

selama-lamanya, hal ini akan merugikan si pemegang hak tersebut. Data-data yang 

ada di Kantor Pendaftaran Tanah dikelompokkan menjadi 2(dua), yaitu:

1. Kelompok yuridis; menghimpun data-data tentang:

a. nama hak atas tanah;

b. nama pemegang hak atas tanah;

c. peralihan dan pembebanannya.

Data-data ini dihimpun dalam Buku Tanah.

26 ibid.
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2. Kelompok teknis; menghimpun data-data tentang:

a. letak tanah;

b. panjang dan lebar tanah;

c. batas-batas tanah.

Data-data ini dihimpun dalam Surat Ukur.

Dengan adanya pendaftaran tanah ini diharapkan masyarakat dapat 

mendaftarkan tanahnya agar tanah tersebut terjamin kepemilikannya secara 

hukum.

2. Kegiatan Pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya ialah kegiatan mendaftar untuk 

atas sebidang tanah yang semula belum didaftar menurut ketentuan peraturan

pendaftaran tanah yang berlaku.

Pendaftaran tanah menggunakan dasar obyek satuan-satuan bidane tanah 

yang disebut persil (parcel) yang merupakan bagian-bagian permukaan bumi tertentu 

yang berbatas dan berdimensi dua dengan ukuran luas yang umumnya dinyatakan

dalam meter persegi.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial tegistiation) meliputi 3 (tiga)

bidang kegiatan, yaitu:27

I. Bidang fisik (teknik kadastral), yakni untuk memperoleh data tentang letak 

tanah, batas, luasnya, ada atau tidak bangunan dan tanaman di atasnya. Setelah 

diketahui letaknya ditetapkan batas-batasnya serta pemberian tanda-tanda batas 

di setiap sudut tanahnya. Lalu diikuti dengan kegiatan pengukuran dan

27 Boedi harsono, Ibid., hal. 74.
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pembuatan petanya. Penetapan batas dilakukan oleh pejabat pendaftaran tanah 

berdasarkan informasi dari pemegang hak atas tanah disetujui olehpemegang 

atas tanah berbatasan (contracdictoire delimitatie). Kegiatan ini menghasilkan 

peta pendaftaran, yang melukiskan semua tanah yang ada di wilayah 

pendaftaran yang sudah diukur. Untuk bidang tanah yang telah didaftar tersebut 

dibuatkan surat ukur.

2. Bidang yuridis, bertujuan untuk memperoleh data mengenai haknya, siapa 

pemegang haknya, ada atau tidaknya pihak lain yang membebaninya. Untuk hal 

ini dipakai alat pembuktian dokumen dan lain-lainnya.

3. Penerbitan surat tanda bukti haknya.

Kegiatan ini tergantung dari sistem pendaftaran yang digunakan dalam 

penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara-negara yang bersangkutan.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration)

dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Secara sistematik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah tanah untuk pertama kali 

yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah 

yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau 

kelurahan.

2. Secara sporadik, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai 

satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah 

suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal yang dilakukan atas 

permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan.
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3. Sistem Pendaftaran Tanah

• 28Ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran tanah, yaitu:

7.Sistem pendaftaran akta (registration o f  deeds).

2.Sistem pendaftaran hak (registration o f  titles, title dalam arti hak).

Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran hak, tiap 

pemberian atau menciptakan hak baru serta pemindahan hak dan pembebanannya 

dengan hak lain kemudian, harus dibuktikan dengan suatu akta. Dalam akta tersebut 

dengan sendirinya dimuat data yuridis tanah hak yang bersangkutan, perbuatan 

hukumnya, haknya, penerima haknya, hak apa yang dibebankan.

Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat 

Pendaftaran Tanah (PPT). Dalam system pendaftaran akta PPT bersifat pasif. Ia tidak 

melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. Tiap 

kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya. M aka dalam sistem ini 

data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan. Cacat 

hukum pada suatu akta dapat mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum 

dibuktikan dengan dengan akta yang dibuat kemudian. Untuk memeperoleh data

yuridis harus dilakukan apa yang disebut “title search  , yang bisa memakan w*.ktu

. 29
dan biaya karena untuk title search diperlukan bantuan anu.

Dalam sistem pendaftaran hakpun setiap penciptaan hak baru dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus 

dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan 

aktanya yang didaftarkan, melainkan haknyayang diciptakan dan perubahan-

28 Boedi l larsono, op. cit.. hal. 75.
29 Ibid, hal. 76.

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



perubahannya kemudian. Akta merupakan sumber datanya. Untuk pendaftaran hak 

dan perubahan-perubahannya yang terjadi kemudian disediakan suatu isian-isian, 

yang dalam bahasa inggris disebut register. Dalam penyelenggaraan pendaftaran 

tanah di Indonesia disebut buku tanah.

Berbeda dengan PPT dalam sistem pendaftaran akta, dalam sistem 

pendaftaran hak PPT bersikap aktif. Karena disini PPT melakukan pengujian 

kebenaran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan jika teijadi perubahan- 

perubahan pada haknya.

Sistem pendaftaran yang digunakan adalah, sistem pendaftaran hak. Hal 

tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data 

yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertipikat 

sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.30

4. Pemeliharaan Data

Pemeliharaan data adalah kegiatan menyimpan atau menyajikan data, baik 

data fisik maupun data yuridis, perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi kemudian, agar selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun yang 

dimaksud perubahan-perubahan yang terjadi adalah :31

a. Perubahan data fisik

Terjadi jika luasnya berubah, yaitu jika terjadi pemisahan atau pemecahan 

bidang tanah yang bersangkutan menjadi satuan-satuan baru atau 

penggabungan bidang-bidang tanah yang berbatasan menjadi 1 (satu) persil.

30 Ibid., hal. 430.
31 Ibid., hal. 79.
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Perubaha tersebut diikuti dengan pencatatannya pada peta pendaftaran dan 

pembuatan surat atau surat ukur baru.

b. Perubahan data yuridis

dalam hal ini bisa mengenai haknya, yaitu berakhir jangka waktu berlakunya, 

dibatalkan, dicabut atau dibebani hak lain.

c. Perubahan pemegang haknya

yaitu jika teijadi pewarisan, pemindahan hak atau penggantian nama.

5. Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah

Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ada 2 (dua), yaitu :

1. Sistem publikasi positif

Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem pendaftaran hak. Meskipun 

ada buku tanah sebagai bentuk-bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis 

dan sertipikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Pendaftaran atau pencatatan 

nama seseorang dalam registrasi sebagai pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. Dalam 

sistem publikasi positif orang yang beritikad baik dan dengan pembayaran, 

memeperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai pemegang hak 

dalam register, memperoleh hak dari orang yang namanya terdaftar sebagai 

pemegang hak dalam register, memperoleh apa yang disebut suatu indefeasible 

title (hak yang tidak dapat diganggu gugat) dengan didaftarkan namanya 

sebagai pemegang hak dalam Register. Data yang dimuat dalam register atau

32buku tanah itu, mempunyai daya pembuktian yang mutlak.

32 Ibid., hal. 79-80.

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



2. Sistem publikasi negatif

Dalam sistem publikasi negatif bukan pendaftaran, tapi sahnya perbuatan 

hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. 

Pendaftaran tidak membuat orang yang memperoleh tanah dari pihak yang 

tidak berhak, menjadi pemegang hak yang baru. Dalam sistem ini berlaku asas 

yang dikenal nemo plus juris, yang artinya orang tidak dapat menyerahkan atau 

memindahkan hak melebihi apa yang dia punyai. Maka data yang disajikan 

dalam pendaftaran dengan system publikasi negatif tidak boleh begitu saja 

dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang 

disajikan.33

Sistem publikasi yang digunakan dalam PP No. 24/ 1997 adalah sisiem 

negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Hal ini seperti yang 

tercantum dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan 

pasal 38 ayat (2) UUPA. Bukan sistem publikasi positif yang mumi.

Sistem publikasi yang negatif murni tidak akan menggunakan sistem 

pendaftaran hak. Juga tidak akan ada pernyataan seperti dalam pasal UUPA tersebut. 

Sebagaimana akan kita lihat pada ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur 

pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta 

pemeliharaannya dan penerbitan sertipikat haknya, biarpun sistem publikasinya 

negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan secara seksama, 

agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggungjawaban kebenarannya

33 Ibid, hal. 80.
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6. Tujuan Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah bertujuan :34

1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 

lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 

pemegang hak yang bersangkutan.

Tujuan ini merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan 

oleh pasal 19 UUPA.

2. Untuk meyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hu!:i:m mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.

Dengan adanya pendaftaran tanah maka terbentuk suatu pusat informasi 

mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan 

termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang 

diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 

tanah yang sudah didaftar.

3. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan. 

Tersenggarakannya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan 

pewujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.

Untuk memberikan kepastian hukuca perlindungan hukum kepada 

'pfc'rr&g&Tig hak atas tanah/ hak milik atas satuan rumah susun oleh pemerintah

31 Indonesia (b), op. Cil., ps. 3.

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



diberikan sertipikat hak atas tanah/ sertipikat hak milik atas satuan rumah susun. 

Untuk melaksanakan fungsi informasi maka data fisik dan data yuridis dari bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum dan untuk 

mencapai tertib administrasi maka setiap bidang tanah/ satuan rumah susun termasuk 

peralihan, pembebanan dan hapusnya wajib didaftar.35

Dari tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh pemerintah itu 

dapat diketahui bahwa penyelenggaraannya adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, seperti pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 

tanah berupa penerbitan suatu surat bukti hak atas tanah dan untuk memenuhi 

kebutuhan pemerintah sendiri, seperti keperluan akan data penguasaan tanah untuk 

perep.canaan pembangunan dan pelaksanaannya terutama yang melibatkan para 

pemilik atanh, juga untuk kepentingan pengawasan/ perencanaan tata guna tanah, 

pembebasan tanah dan perpajakan.

Kepastian hukum yang diberikan oleh pendaftaran tanah meliputi :

a. Kepastian hukum mengenai orang/ badan hukum yang menjadi pemegang hak 

(subyek hak);

b. Kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak 

(obyek hak) dan

c. Kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya.

3S Ibid., ps. 4.
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7. Obvek Pendaftaran Tanah

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1966 disebutkan bahwa 

selain hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan maka harus pula 

didaftarkan menurut ketentuan PP No. 10/ 1961:

a. semua hak pakai termasuk yang diperoleh departemen-departemen, direktorat- 

direktorat dan daerah-daerah swatantra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965;

b. semua hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria 

Nomor 9 tahun 1965.

Obyek pendaftaran tanah meliputi bidang-bidang tanah:

a. yang dimiliki dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak 

pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

c. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. hak tanggungan;;

f. tanah negara, merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, yaitu tanah

36yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah.

Semua obyek pendaftaran tanah dibukukan dalam buku tanah dan dapt diterbitkan 

sertipikatnya, kecuali tanah negara. Pada tanah negara pendaftarannyadilakukan 

dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertipikat. Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan informasi pertama kepada yang memerlukan.

36 Ibid, ps. 9.
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8. Pendaftaran Tanah Yang Merupakan Fiscal Cadastre

Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah namun bukan 

untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan negara seperti untuk 

kepentingan pemungutan pajak tanah yang disebut dengan fiscal cadastre.

Sampai tahun 1961 ada 3 (tiga) macam pungutan pajak tanah, yaitu:37

1. untuk tanah-tanah Hak Barat: Verponding Eropa;

2. untuk tanah-tanah hak milik adat yang ada di wilayah Gementee : Verponding 

Indonesia dan

3. untuk tanah-tanah hak milik adat di luar wilayah Gementee : Landrente atau 

pajak bumi.

Dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagai hak Baiai 

dan tanah hak milik adat. Sedang wajib pajak adalah pemegang hak/ pemiliknya.

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas 

nama pemilik tanah, yang dikalangan masyarakat dikenal dengan sebutan: petuk 

pajak, girik dan lain-lainnya. Pajak dikenakan hanya kepada yang memiliki tanahnya, 

petuk pajak yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, 

maka di kalangan masyarakat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti 

kepemilikan tanah.

Pengenaan dan penerimaan pajaknya oleh pemerintah, pun oleh masyarakat 

diartikan sebagai pemerintah mengakui hak pembayar pajak atas tanah tersebut.

Sering dengan ketentuan bahwa hanya tanah yang berstatus hak milik adat 

saja yang dikenakan landrente dan verponding Indonesia, serta adanya keinginan dan

37 Indonesia (b) op. cit., Ps. 29-30 jo. Permen agrarian/Ka-BPN No. 3 tahun 1997, Ps. 89-90,141- 
177.
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usaha orang untuk mempunyai petuk pajak atas nama dirinya semdiri sebagai wajib 

pajak, dalam praktek dibenarkan untuk menggunakan data yang tercantum dalam 

petuk pajak sebagai petunjuk yang kuat mengenai status tanahnya sebagai tanah hak 

milik adat dan wajib pajak sebagai pemiliknya. Kenyataan itu dapat dipakai sebagai 

unsur pembantu dalam penegasan konversi hak milik adat menjadi hak milik 

menurut UUPA mengenai tanah-tanah yang dimintakan pendaftarannya oleh PP Mo. 

10/1961 dan sekarang digantikan oleh PP No 24/ 1997.

Sejak tahun 1961 tidak ada lagi pengenaan verponding indonesia, verponding 

eropa, dan pajak bumi. Ketika hal tersebut diganti dengan pungutan baru yang 

disebut: Iuran Pembangunan daerah (IPEDA). IPEDA pun lalu diganti lagi dengan 

pajak baru yang disebut dengan pajak Bumi dan bangunan (PBB) yang diatur dalam 

Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 (LN 1985-68) (selanjutnya disebut UU No. 

12/ 1985).

Pasal 4 ayat (1) UU No. 12/1985 menyatakan : “Yang menjadi subyek pajak 

adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi 

dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau 

memperoleh manfaat atas bangunan.”

Jadi setiap orang/ badan yang memperoleh manfaat dari suatu bidang tanah 

dapat menjadi obyek PBB, bukan hanya mereka yang menjadi pemegang hak atas 

tanah yang bersangkutan.
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C. Pembuktian Hak Atas Tanah

Pembuktian adalah satu tahap terpenting dalam hukum acara dan termasuk ke 

dalam hukum acara yang terdiri dari unsur materiil maupun formil, pembuktian 

materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian degan alat-alat bukti 

tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan pembuktian formil 

mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

Pembuktian pada umumnya diperlukan jika teijadi sengketa di Pengadilan 

atau di muka Hakim. Di dalam perselisihan Hakim bertugas untuk menetapkan 

hubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang bersengketa, ia harus 

menetapkan hubungan hukum atau menerapkan undang-undang bagi suatu keadaan 

tertentu. Di pengadilan masing-masing pihak mengajukan dalil yang saling 

bertentangan di mana hakim akan memeriksa dan menetapkan dalil-dalil yang benar 

dan dalil-dalil yang tidak benar berdasarkan aturan-aturan tentang pembuktian.

Kemudian berdasarkan duduk perkara yang sebenarnya ditetapkan hakim 

dalam amar putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah 

yang dikalahkan.

Dengan demikian pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran 

dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.38

Dalam Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur 

perihal pembuktian, yaitu pasal 1865 menyatakan:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak 
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 
lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak 
atau peristiwa tersebut.

38 R. subekti, Hukum Pembuktian, Cet. 12, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), hal. 10.
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Jelaslah bahwa yang dapat dibuktikan di depan Pengadilan tidak hanya 

peristiwa saja, tetapi juga suatu hak.

1. Pembuktian Menurut Hukum Perdata

Hukum pembuktian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur 

dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa yang terdapat dalam pasal 1865 

sampai dengan pasal 1945 dan dalam HIR/ Rbg.

Menurut pasal 164 HIR, pasal 284 Rbg dan pasal 1866 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas :

a. Alat bukti tertulis atau surat

b. Pembuktian dengan saksi

c. Persangkaan-persangkaan

d. Pengakuan

e. Sumpah.

2. Pembuktian dalam Hukum Tanah Nasional

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian 

hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas sebidang tanah, satuan 

rumah susu dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak tersebut maka kepada pemegang hak kemudian 

diberikan sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya.

Pasal 32 ayat (1) PP no. 24/1997 menyatakan bahwa sertpikat sebagai surat 

tanda bukti hak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan 

data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 

sesuai dengan data-data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang
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bersangkutan. Artinya selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan 

data yuridis yang tercantum dalam sertipikat tersebut haruslah diterima sebagai data 

yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun di dalam berperkara di 

pengadilan sepanjang data-data itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat 

ukur dan buku tanah tersebut.

Dengan demikian sertipikat tanah bukan alat bukti yang mutlak sehingga

masih dimungkinkan untuk dibatalkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya yang

menyatakan ketidakabsahan sertipikat tersebut.

Sedangkan untuk membuktikan hak-hak atas tanah yang sudah ada dan 

berasal dari konversi hak lama data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti 

berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang 

kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi/Kepala pertanahan cukup sebagai dasar 

mendaftar hak, pemegang hak dan pihak-pihak lain yang membebaninya. Alat-alat 

bukti tersebut adalah bukti-bukti pemilikan. 39 Adapun yang menjadi alat bukti 

tertulis yang dimaksud adalah :40

a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Iverschrijvings

Ordonantie (Staatblad 1834-27) yang telah dibubuhi catatan bahwa hak 

eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;

b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan overschrijvings

Ordonantie (Staatblad 1834-27);

c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja;

39 Boedi harsono, op. CH„ hal 496.
40 Pasal 24
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d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 

nomor 9 tahun 1959;

e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang yang tidak 

disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah 

dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;

f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda 

kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum 

berlakuknya PPNo. 24/ 1997;

g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum 

dibukukan;

h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum dilaksanakannya PP 

Nomor 28 tahun 1977;

i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang yang tanahnya 

belum dibukukan;

j. Surat openunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang 

diambil oleh Pemerintah;

k. Petuk Pajak BumVLandrente, girik, pipil, kekitir dan verponding Indonesia 

sebelum berlakunya PP nomor 10/ 1961 tentang Pendaftaran Tanah; Dengan 

adanya Putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1960 nomor 

34/K/Sip/1960 dinyatakan bahwa Surat Petuk Pajak Bumi bukan tanda bukti 

pemilikan atas tanah;

1. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan bangunan;
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m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal II, Pasal IV dan Pasal VII Ketentuan Konversi UUPA.

D. Putusan Pengadilan Yang Menjadi Obyek Penelitian

1. Kasus Posisi Sengketa Tanah Bekas Hak Milik Adat 

P ara  Pihak

a. Penggugat

HINDARTO HOVERT TANTULAR, bertempat tinggal di Cempaka Putih Barat 

RT 05/07, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta 

Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ 

Pembanding.

b. Tergugat

1) PT METROPOLITAN DEVELOPMENT, berkedudukan di Wisma 

Metropolitan Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, selanjutnya disebut 

sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Terbanding;

2) HAJI DETJENG;

3) HAJI SEBEH;

4) HAJI AMSAR;

5) HAJI MASENIN;

6) HAJI ASMIR;

7) HAJI ATJAD, ke-2 sampai dengan 7 bertempat tinggal di Kampung Guji 

RT 001/02, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat,

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, 

V, VI, VII/ Para Terbanding.

Majelis Hakim Pada Tingkat Pengadilan Negeri:

1. M. Tuchfatul Anam, SH;

2. Yahya Syam, SH;

3. Januarso Rahardjo, SH.

Majelis Hakim Pada Tingkat Banding :

1. M. Ridwan Nasution, SH;

2. Nyonya Hj. Hartati, SH;

3. Nyonya Hj. R. Rr. Sri Sumartinah, SH.

Majelis Hakim Pada Tingkat K asasi:

1. Drs. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum;

2. DR. H. Abdul Manan, SH., S.IP-, M.Hum;

3. H. Imam Soebechi, SH., M.H.

Kasus Posisi

1. Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta 

Bara« dengan register perkara nomor I08/PD T.G /200I/PN .JK T .B A R , 

kemudian banding di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan 

register perkara nomor 372/PDTC003/PT.DKI. Selanjutnya ditempuh kasasi di 

Mahkamah Agung dengan nomor register perkara ) 089 K/Pdt/2005.

2. Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang tanah (tanah kosong) Tanah hak 

Milik Adat Nomor C.3I62 seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang
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berasal dari pembelian sebidang Tanah Hak Milik Adat Nomor C. 434, terletak 

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon 

Jeruk,.Desa Duri Kepa Persil 33 b.S.III Kohir C.434 yang berbatasan dengan: 

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Haji Detjeng;

Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Haji Detjeng/ Kimin;

Sebelah Selatan : Tanah jalan tol;

Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Nando Oteng. 

selanjutnya disebut obyek sengketa.

3. Bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa berasal dari 

pembelian Penggugat dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII (ahli waris 

Almarhum Muasim Bin Loyo) seluas 3.000 m2, atas sebagian tanah milik adat 

C. 434 atas nama Almarhum Muasin Bin Loyo (Pewaris Tergugat II, III, IV, V, 

VI, VII) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Januari 1988 Nomor 

045/KBJ/JB/1988, yang dibuat dihadapan Drs. Mohammad Wisman, Camat 

Kebon Jeruk Jakarta Barat antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, 

VII (Para ahli waris Almarhum Muasim Bin Loyo) sesuai dengan Surat 

Ketetapan/Fatwa Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 

149/C/1982, tertanggal 17 Mei 1982, yang dikuatkan berdasarkan Surat 

Keterangan Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat nomor 

RIS 325.../WPJ.10/K13106/1988, tertanggal 24 Maret 1988, atas nama Wajib 

Pajak Penggugat.

4. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2000, terhadap tanah milik Penggugat 

tersebut telah dilakukan pemagaran oleh Penggugat, akan tetapi oleh Tergugat I
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pagar tersebut telah dibongkar dan secara tanpa hak Tergugat I telah 

menyerobot dan telah memasang fondasi keliling dan akan memagar tanah 

sengketa tersebut, yang atas perbuatan Tergugat I tersebut, Penggugat telah 

melaporkan secara resmi kepada pihak Kelurahan Duri Kepa yang dalam hal 

ini berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa nomor 44/1.711.01, 

tertanggal 27 Februari 2001 kepada Tergugat 1 telah dilarang dan atau 

diperintahkan untuk menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran 

tersebut sebelum ada izin dari instansi terkait (Pemerintah Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta)

5. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot tanah milik penggugat dan 

telah melakukan pemasangan pondasi/pemagaran atas tanah sengketa secara 

tanpa hak (yang secara jelas tanah sengketa adalah milik Penggugat) adalah 

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana 

dimaksud pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah 

merugikan Penggugat.

6. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam melakukan pemasangan 

pondasi/pemagaran atas tanah sengketa adalah secara melawan hukum, maka 

Tergugat I atau siapapun yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus 

menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Pengugat sebagai satu- 

satunya yang paling berhak dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala 

beban yang ada padanya;

7. Bahwa karena Tergugat 1 melakukan pemasangan pondasi/pagar atas tanah 

sengketa secara melawan hukum, maka Tergugat I atau siapapun yang
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kemudian memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan/mengembalikan 

tanah sengketa kepada Penggugat serta harus segera menghentikan kegiatan 

pemasangan pondasi/pemagaran yang dilakukan Tergugat I serta membongkar 

pondasi/pagar tersebut dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan;

Petitum  :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta Pengadilan Negeri Jakarta Barat

memutus:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari tanah

sengketa, sebidang tanah (tanah kosong) hak milik adat nomor C.3162 terletak 

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon 

Jeruk, Desa Duri Kepa Persil 33 B kelas III S Kohir nomor C.3162 seluas 

±3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari pemebelian sebagian 

tanah hak milik adat nomor C.434;

3. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah obyek sengketa.

4. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang

dibangun diatas tanah sengketa segera setelah dibacakan putusan dalam perkara 

ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan; yang tetap 

(inkracht);
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7. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang telah memperoleh hak dari 

padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik 

dan bebas dari segala beban yang ada padanya,

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa 

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ perhari setiap Tergugat I lalai 

memenuhi putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah

putusan ini dibacakan secara tunai;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi moril

dan materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),

10. Menghukum Tergugat 11, IH. IV, V, VI, VII untuk menerima dan mentaati

putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat I membayar ongkos perkara,

I Hanat diialankan lebih dahulu walaupun12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dap J

ada bantahan, banding maupun kasasi, 

atau memberikan putusan yang seadil-adilnya oequo e, bono) dalam

perkara ini.

Alat Bukti 

Surat :
, • o,: 1088 nomor 045/KBJ/JB/l 988 (bukti P-1 );1. Akta jual beli tanggal 20 januari 1988

2. Surat Keterangan .nspeksi iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Bara« 

nomor RIS 3 2 5 . . . / W P J .1 0 / K I 3 1 0 6 / I 9 8 8 ,  tertanggal 24 Maret 1988, atas nama

wajib pajak Penggugat (bukti P-2);
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3. Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa nomor 44/1.711.01, tertanggal 27 Februari 

2001 kepada Tergugat I telah dilarang dan atau diperintahkan untuk 

menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran tersebut sebelum ada 

izin dari instansi terkait yaitu Pemerintah daerah DKI Jakarta (bukti P-3);

4. Surat pernyataan Ir. Amiliushamid jabatan Kepala Bagian Bidang Tanah PT 

Metropolitan Developmen tanggal 6 Februari 1981 (bukti P-4);

5. Salinan surat penetapan/ fatwa nomor 149/C/1982 tertanggal 30 November 

1982 dari almarhum Muasim bin loyo (bukti P-5)

6. Surat pernyataan tertanggal 14 Desember 1987 dari H. Detjeng, H. Sebeh, H. 

Amsar, H. Masenin, H. Amsir, H. Atjad (bukti P-6);

7. Surat keterangan Lurah/kepala Desa Duri Kepa Kecamatan kebon Jeruk 

wilayah jakarta Barat nomor 03/1.711.1 tanggal 15 Januari 1988 (bukti P-7);

8. Daftar keterangan obyek sengketa untuk ketetapan 1PEDA sektor perkotaan 

khusus DKI Jakarta nomor C.3162 nomor B. 14092 tanggal 24 maret 1988 atas 

nama Hindarto hovert Tantular (bukti P-8);

9. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461 Kelurahan Duri (bukti T. 1 -1);

10. Sertipikat hak Guna Bangunan nomor 3965 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan 

Kebon Jeruk Jakarta Barat (bukti T.l-2a);

11. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta nomor 028/23-550.2-09.03-2001 (bukti T.l-2b);

12. Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah tanggal 29 september 1975 (bukti 

T .1-3);
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13. Turunan Putusan nomor 659K/PDT/jo nomor 381/PDT/G/1993/ PN.JKT.BAR 

tanggal 10 Juni 1998 (bukti T.1.4).

Saksi:

a. Keterangan saksi H. Nasir;

b. Keterangan saksi Satiri Bin H. Jobor.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.108/ Pdt.G/2001 /Jkt.Bar.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.372/Pdt/2003/PT.DKI dan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089 K/Pdt/2005

PENGADILAN NEGERI

a. Majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini, memberikan
a

putusan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas 

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa sertipikat Hak Guna Bangunan 

nomor 461 Kelurahan Duri telah ternyata tanah milik adat C 434 telah 

menjadi hak milik Tergugat I sejak tanggal 7 Juli 1977, sehingga dalil 

Penggugat yang menyatakan Penggugat pada tanggal 20 januari 1988 

telah membeli tanah milik adat nomor C 434 dari Tergugat II, III, IV, V,

VI dan VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, 

seharusnya apabila Penggugat membeli pada tanggal 20 januari 1988 

adalah membeli dari Tergugat I dan bukan membeli dari Tergugat II, III, 

IV, V, VI dan VII, karena pada tanggal 7 juli 1977 tanah milik adat
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nomor C 434 adalah telah menjadi milik Tergugat I (sertipikat Hak Guna 

Bangunan nomor 461 Duri tanggal 7 Juli 1977);

2. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan 

berdasarkan bukti akta jual beli tanggal 20 Januari 1988 nomor 

045/KBJ/JB/1988 Penggugat tidak berhasil membuktikan obyek tanah 

sengketa tanah milik adat nomor C 434 adalah milik Penggugat, oleh 

karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil 

membuktikan dalil tersebut dan petitum gugatan yang ada hubungannya 

dengan hal ini haruslah ditolak dan bukti surat berupa akta jual beli 

tanggal 20 Januari 1988 nomor 045/KBJ/JB/1988 harus dinyatakan tidak 

sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga alat bukti surat 

lainnya yaitu P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 merupakan surat-surat yang 

dikeluarkan pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2001 dan bulan 

November bukti pemilikan juga tidak dapat membuktikan bahwa 

Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yaitu tanah milik adat C 

434;

3. Bahwa disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadapkan 

saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi H. 

Nasir dan saksi satiri B. H. Jobor yang pada pokoknya menerangkan pada 

tahun 1988 Penggugat telah membeli tanah obyek sengketa yaitu tanah 

milik adat nomor c 434 dari tergugat 11,111, IV, V, VI, VII, padahal telah 

terbukti pada tanggal 7 Juli 1977 tanah obyek sengketa, tanah milik adat 

nomor C 434 adalah milik Tergugat 1 berdasarkan sertipikat Hak Guna

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



Bangunan nomor 461/Duri, sehingga apabila penggugat membeli tanah 

obyek sengketa tersebut pada tahun 1988, seharusnya membeli dari 

Tergugat I;

4. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, 

Penggugat juga tidak berhasil membuktikan dalilnya, dimana Penggugat 

adalah pemilik tanah obyek sengketa yaitu tanah milik adat nomor C 434;

5. Bahwa berdasarkan bukti surat P -l, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 

serta saksi-saksi H. Nasir dan saksi H. Satiri Bin Jobor, Penggugat tidak 

berhasil membuktikan dalilnya dimana Penggugat adalah pemilik tanah 

obyek sengketa tanah milik adat nomor 434 dan karenanya Majelis 

Hakim berpendapat petitum gugatan penggugat yang ada hubungannya 

dengan dalail tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa oleh karena petitum gugatan selain dan selebihnya adalah sangat 

tergantung dan berhubungan dengan dalail yang tidak berhasil dibuktikan 

oleh penggugat tersebut di atas, maka petitum gugatan selain dan 

selebihnya juga harus ditolak;

7. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan sita jam inan sah dan 

berharga haruslah ditolak karena dalam perkara ini tidak 

diletakkan/dilakukan sita jaminan;

8. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah 

melakukan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak, karena je las 

terbukti tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I 

dan bukan milik Penggugat;
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9. Bahwa petitum gugatan penggugat yang menghukum Tergugat untuk 

membongkar bangunan fondasi/ pagar yang dibangun di atas tanah 

sengketa haruslah ditolah, karena tanah obyek sengketa adalah milik 

tergugat I sendiri;

10. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I untuk 

menyerahkan kepada Penggugat obyek tanah sengketa dalam keadaan 

kosong juga harus ditolak, karena dalam perkara ini tidak ada yang 

diserahkan, dimana obyek tanah sengketa adalah milik Tergugat I;

11. Bahwa petitum gugatan penggugat yang menghukum Tergugat I untuk 

membayar uang paksa kepada Penggugat haruslah ditolak, karena dalam 

perkara ini tidak ada sesuatu yang diserahkan, demikian juga petitum 

gugatan penggugat yang menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti 

rugi kepada Penggugat haruslah ditolak, karena Tergugat I tidak 

melakukan perbuatan melawan hukum;

12. bahwa petitum gugatan penggugat yang menyatakan putusan dalam

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan,

banding, kasasi haruslah haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan 

pasal 180 H1R;

13. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 

penggugat tidak berhasil mambuktikan dalail-dalailnya oleh karenanya 

Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak untuk 

seluruhnya;

>
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14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka berdasarkan pasal 

181 HIR, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini.

b. Dengan alasan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memutuskan:

Konpensi

Dalam Eksepsi:

a.Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat 1 tidak beralasan,

b.Menolak eksepsi-eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Rekonpensi

a. Mengabulkan gugatan Penggugat RekonpensiATergugat Konpensi untuk 

sebagian;

b. Menyatakan Penggugat RekonpensUTergugat l Konpensi adalah pemilik 

atas tanah sengketa sesuai sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461/Duri 

dan sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 3965/Duri Kepa,

c. Menyatakan ak,a Jual beli nomor 045/KBJ/JB/.988 .anggai 20 Januari

1988 yang dibua. dihadapan Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk 

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

d. Menyatakan Girik C nomor 3162 atas nama Tergugat

Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

e. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.
*
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Dalam Konpensi dan Rekonoensi

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya 

perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 

419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

PENGADILAN TINGGI

a. Penggugat menolak putusan majelis Hakim pada Pengadilan negeri tersebut di 

atas dengan mengajukan pemeriksaan banding.

b. Majelis Hakim menimbang:

1. Bahwa permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang 

diajukan oleh Pembanding semula Pengugat adalah dalam tenggang 

waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut

t  Undang undang maka permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding 

tersebut dapat diterima;

2. Bahwa setelah Majelis Hakini Tingkat banding memerikasa dan meneliti 

denganseksama Berita Acara yang bersangkutan yang etrdiri dari Berita 

Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, surat-surat bukti dan 

surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian pula 

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama seperti tertera dalam 

salinan putusan Pengadilan Negeri jakarta Barat tanggal 21 Agustus 2001 

nomor 108/PDT.G/2001/ PN.JKT.BAR serta memori banding yang 

diajukan oleh pembanding semula Penggugat dari kontra memori banding 

yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I maka Pengadilan 

tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum majelis
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Hakim pertama sudah tepat dan benar menurut hukum. Oleh karenanya 

segala alasan dan pertimbangan hukum hakim Pertama tersebut diambil 

alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan 

mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

3. Bahwa mengenai memori banding diajukan oleh pembanding semula 

penggugat tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan 

putusan pengadilan negeri jakarta barat tanggal 21 agustus 2001 nomor 

108/PDT.G/2001/PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding. Oleh 

karenanya putusan -  quo tersebut harus dikuatkan;

4. Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang 

kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam 

kedua tingkat peradilan.

c. Dengan alasan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula penggugat

2. Menguatkan putusan Pengadilan negeri jakarta Barat tanggal 21 Agustus 

2001 nomor 108/PDT.G/2001/ PN.JKT.BAR yang dimohonkan banding 

tersebut;

3. Menghukum pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya 

perkara dalam kedua tingakat peradilan yang dalam tinfkat banding 

ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

a. Penggugat tetap menolak putusan hakim banding tersebut di atas dan 

mengajukan permohonan kasasi.
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b. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penggugat tersebut Mahkamah

Agung berpendapat:

1. Bahwa keberatan-keberatan Penggugat tersebut dapat dibenarkan, karena 

dasar perolehan hak termohon Kasasi/Tergugat 1 terhadap tanah sengketa. 

Tanah hak Milik Girik C 434 Persil 33 b S. III berupa surat pernyataan 

pelepasan hak atas tanah antara 5 (lima) ahli waris dari 6 9enam) ahli 

waris Muasim Bin Loyo, merupakan pelepasan sepihak yang tidak 

disaksikan atau dikuatkan oleh kepala sub. Direktorat Agraria setempat 

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang mengenai pelepasan hak 

atas tanah hak milik adat dari yang bersangkutan yang seharusnya 

disaksikan dan atau dikuatkan oleh kepala Sub Dit. Agraria setempat. 

Dengan demikian dasar perolehan/dasar kepemilikan tanag sengketa Girik 

nomor C 434 persil 33.b S. III, oleh Termohon Kasasi/Tergugat tidak 

memenuhi ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 

1961;

2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti

telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang tidak seimbang 

dari sekalian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang 

menyangkut asal-usul perolehan hak tanah sengketa, dengan 

mengesampingkan alat-alat bukti Tergugat yang sama sekali tidak 

membuktikan kebenaran dasar perolehan/ kepemilikan tanah sengketa 

tanah hak milik adat C 434/Duri atas nama Muasim Bin Loyo antara 

pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris Muasim Bin
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Loyo tertanggal 20 Januari 1988 dengan akta jual beli nomor 

045/KJB/JB/1988 yang dilakukan dihadapan Camat, telah sesuai dengan 

ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961, sehingga 

dengan demikian pemohon Kasasi/Penggugat telah mampu membuktikan 

tanah obyek sengketa sebagai miliknya;

c.Bahwa alasan mengenai judex facti telah salah dalam menerapkan hukum 

dasar kepemilikan tanah sengketa terhadap Termohon Kasasi/Tergugat 

yang mendasarkan pada sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461 /Duri 

maupun sertipikat Hak Guna bangunan nomor 3965/Duri kepa tidak 

didukung dengan bukti-bukti perolehannya, bahkan penerbitan 

sertipikatnya terbit atas obyek tanah yang berbeda-beda. Seda.igkan dasar 

kepemilkan pemohon Kasasi/Penggugat atas obyek sengketa/Tanah hak 

Milik adat nomor C 434 Persil 33 b S. III diperoleh secara sah melalui 

jual beli dengan akta jual beli nomor 045/KBJ/JB/1988 tertanggal 20 

januari 1988 antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 (enam) orang 

ahli waris muasim Bin Loyo yang pada tahun 1988 belum disertipikat. 

Oleh karena itu, penerapan Judex facti yang menyatakan bahwa 

Termohon kasasbergugat sebagai pemilik atas tanah Hak Milik nomor C 

434 adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan;

c. Bahwa oleh karena itu putusan pengadilan tinggi Agama/Judex facti harus 

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan

pertimbangan berikut in i:
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1. Oleh karena jual beli tanah hak Milik Adat C 434/Duri atas nama Muasim 

Bin Loyo antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 (enam) orang ahli 

waris Muasim Bin Loyo tertanggal 20 Jnauari 1988, dengan akta jual beli 

nomor 045/KJB/JB/1988, yang dilakukan dihadapan Camat, telah sesuai 

dengan ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961. 

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mampu 

membuktikan tanah obyek sengketa sebagai miliknya;

2. Bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa terhadap termohon

Kasasi/Tergugat yang mendasarkan pada sertipikat Hak Guna Bnagunan 

nomor 461/Duri maupun sertipikat Hak Guna Bangunan nomor

3965/Duri Kepa tidak didukung dengan bukti-bukti perolehannya, bahkan 

penertiban sertipikatnya terbit atas obyek tanah yang berbeda-beda. 

Sedangkan dasar kepemilikan Pemohon kasasi/penggugat atas obyek 

tanah sengketa/tanah hak Milik Adat nomor 434 Persil 33 b S.III 

diperoleh secara sah melalui jual beli dengan akta jual beli nomor 

045/KJB/JB/1988 tertanggal 20 Jnauari 1988 antara Pemohon 

Kasasi/penggugat dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasi Bin Loyo, 

yang pada tahun 1988 belum disertipikat. Oleh karemna itu, penerapan 

hukum judex facti yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat 

sebagai pemilik atas tanah hak Milik sdat nomor C 434 adalah tidak 

berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dibatalkan;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu

mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah
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Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari 

pemohon kasasi; HINDARTO HOVERT TANTULAR dan membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi jakarta nomor 372/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 

8 Desember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Barat nomor 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt Bar, tanggal 21 agustus 2001. 

Mahkamah agunng akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar 

putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

4. Bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah,

maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat 

peradilan;

d. Mengadili:

1- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi : HINDARTO

HOVERT TANTULAR tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor

372/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 8 desember 2003 yang menguatkan 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 108/Pdt.G/2001/PN>Jkt 

Bar tanggal 21 Agustus 2001.

e. Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

menolak gugatan provisi Penggugat

Dalam Pokok Perkara:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
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b. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari tanah 

sengketa, sebidang tanah (tanah kosong) Hak Milik Adat nomor C 3162 

terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan 

Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 B kelas III S Kohir nomor C 

3162 seluas ± 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari 

pembelian sebagian tanah milik adat nomor C 434;

c. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

d. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang 

dibangun di atas tanah sengketa dalam waktu 8 (delapan) hari setelah 

putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht);

e. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari 

padanya untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan 

bebas dari segala beban yang ada padanya;

f. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar kepada Penggugat uang paksa 

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu)/perhari secara tunai setiap tergugat I lalai 

memenuhi putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari 

setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

E. Analisis Pokok Permasalahan

Setelah mempelajari teori mengenai tata cara memperoleh tanah, pendaftaran 

tanah, pembuktian hak atas tanah dan kasus posisi yang menjadi pokok 

permasalahan serta dengan mempertimbangkan putusan pengadilan dari tingkat
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pertama sampai dengan Mahkamah Agung merupakan dasar untuk melakukan

analisa terhadap sengketa dalam kasus yang diulas oleh Penulis.

1. Pokok permasalahan mengenai perlindungan hukum vang diberikan oleh

negara kepada pemegang tanah bekas hak milik adat vang beritikad baik.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap pemilik tanah

bekas hak milik adat yang beritikad baik dapat diketahui dari cara perolehan Para

Pihak terhadap tanah obyek sengketa. Itikad baik Para pihak menjadi pertimbangan

bagi Majelis Hakim. Melaksanakan dengan itikad baik artinya kita bersikap sebagai

orang yang pantas dan jujur. Yaitu para pihak dalam hal melaksanakan perikatan •

berpedoman kepada kepatutan dan keadilan. Dalam ketentuan pasal 1965 kitab

Undang-Undang hukum Perdata dinyatakan bahwa :

Itikad baik selamanya harus dianggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk 
kepada suatu itikad buruk diwajibkan membuktikannya.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata yaitu :41

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu pejanjian harus terlebih 

dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian 

yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu 

diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata).

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

41P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Cet. II, (Jakarta : Djambatan, 
2005), hal. 334-335.
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Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang tidak 

cakap membuat suatu peijanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa;

2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang dan pada umumnya semua orang yang olh undang-undang

dilarang untuk membuat pesetujuan tertentu.

c. Adanya suatu hal tertentu

Menyangkut obyek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 

1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus 

mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan 

jenisnya. Menurut Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya 

barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok 

suatu pejanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari 

dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Adanya suatu sebab yang halal ini adalah.menyangkut isi pejanjian yang tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang (Pasal 

1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, undang- 

undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu 

perjanjian. Yang diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian 

tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut Pasal 1335
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang 

telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai 

kekuatan.

Apabila 2 (dua) syarat pertama tentang sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipenuhi, maka peijanjian dapat 

dibatalkan (syarat subyektif). Sedangkan apabila 2 (dua) syarat terakhir tidak 

dipenuhi, maka peijanjian ini batal demi hukum (syarat obyektif).

Hukum Tanah Nasional yang berlaku di Indonesia menggunakan konsepsi, 

azas, lembaga-lembaga hukum dan sisten Hukum Adat. Oleh karena itu meskipun 

UUPA tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli, dapat ditafsirkan bahwa 

- pengertian jual beli tanah dalam hukum tanah nasional adalah jual beli tanah menurut 

pengertian Hukum Adat. Menurut pengertian hukum adat, jual beli tanah adalah 

suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli 

teijadi pada saat yang sama dengan pembayaran harganya. Dengan dilakukannya jual 

beli itu hak atas tanahnya berpindah dari penjual kepda pembeli yang menjadi 

pemegang hak yang baru. Oleh karena pembayarannnya dilakukan pada saat yang 

sama (secara tunai) pada saat itu pulalah jual beli selesai dilakukan.42

Apabila menurut kenyataannya harga tanah belum dibayar penuh, menurut 

hukum dianggap sudah terbayar penuh, sedangkan apa yang menurut kenyataannya 

belum dibayar dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual yang tunduk pada 

hukum yang mengatur mengenai masalah hutang piutang. Dengan demikian apabila 

dikemudian hari harga tidak dibayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan, tidak

42Arie Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, Cet. II., (Depok : 
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 113. *
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dapat membatalkan jual beli tersebut. Demikian juga jual beli tanah menurut hukum 

sudah selesai dan pembelinya sudah menjadi pemegang haknya yang baru, sekalipun 

pada kenyataannya tanah yang bersangkutan masih tetap dikuasai oleh penjual. 

Penyerahan tanahnya secara fisik kepada pembeli bukan merupakan unsur perbuatan 

jual beli tanah.43

Pengertian jual beli tanah menurut hukum tanah nasional ini, harus dibdakan 

dengan pengertian jual beli tanah hak-hak barat yang diatur dalam Kitb Undang- 

Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimana penjual beijanji untuk menyerahkan 

hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli dan pembeli mengikatkan dirinya 

untuk membayar kepada penjual harga yang telah disepakati. Jadi, baru menciptakan 

perikatan berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan (bersifat 

obligatoir). Jual beli dianggap telah terjadi dengan dicapainya kata sepakat walaupun 

hak atas tanah belum berpindah kepada pembeli apabila telah dilakukannya 

penyerahan yuridis (Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang 

menurut ktentuan yang berlaku pada waktu itu harus dilakukan dihadapan 

Overschryving ambtenar (pejabat balik nama) berdasarkan Overschryving 

ordonantie S. 1834-27.44

Pelaksanaan jual beli tanah belum diatur oleh peraturan khusus. Oleh 

karenanya masih dipergunakan norma-norma hukum adat sebagai pelengkap dimana 

diketahui bahwa jual beli sah apabila memenuhi syarat-syarat material yaitu :

1. Tanah yang dijual belikan tidak dalam sengketa;

43fbid, 113-114.
44Ibid.
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2. Pembeli memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang dibelinya;

3. Penjual benar-benar pemegang hak atas tanah yang dijualbelikan.45

M enurut Pasal 19 PP No. 10/1961 jual beli tanah harus dilakukan oleh 

seorang pejabat yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat 

oleh Menteri Dalam Negeri yang dapat terdiri d a r i:

a. Notaris;

b. Pensiunan pegawai negeri yang bergelar Sarjana Hukum;

c. Pensiunan pegawai Dirjen Agraria yang telah lulus menempuh suatu ujian;

d. Camat/Kepala Kecamatan karena jabatannya.

Dalam melaksanakan jual beli dihadapan PPAT tersebut selain Penjual atau 

kuasanya dan pembeli atau kuasanya wajib hadir, harus dihadirkan pula 2(du&) orang 

saksi. Untuk tanah-tanah yang bersertipikat tidak ada persyaratan khusus m engenai 

saksi, sedangkan untuk tanah yang belum bersertipikat saksinya harus Kepala 

desa/Lurah dan seorang anggota pemerintahan desa yang bersangkutan. Adapun 

kehadiran saksi-saksi dari pemerintahan desa/kelurahan yang bersangkutan adalah 

untuk membuktikan bahw a:

a. Tanah yang dijual belikan tidak dalam sengketa

b. Tanah tersebut adalah benar-benar milik Penjual.

Ketentuan tersebut dikaitkan dengan kasus yang dianalisis oleh Penulis, m aka 

diketahui bahwa Penggugat dalam hal ini dapat membuktikan bahwa kepem ilikannya 

atas tanah obyek sengketa adalah didasarkan pada itikad baik yaitu tanpa ada 

paksaan, kekhilafan maupun penipuan, tetapi melalui prosedur yang sah yaitu ju a l

4S/bid. 114-115.
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beli dengan seluruh ahli waris Muasim Bin Loyo sebagaimana ternyata dalam Akta 

jual beli atas tanah obyek sengketa nomor nomor 045/KBJ/JB/1988 tertanggal 20 

Januari 1988 dibuat dihadapan Drs. Mohammad Wisman, Camat Kebon Jeruk. Akta 

ini membuktikan bahwa jual beli tersebut telah memenuhi Pasal 19 PP No. 10/1961, 

bahwa Jual beli dilakukan dihadapan Camat.

Obyek tanah sengketa adalah tanah bekas hak milik adat yang setelah 

diundangkannya UUPA demi hukum dikonversi menjadi hak milik. Pemegang Hak 

milik atas tanah hanya dapat diperoleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum 

yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempunyai hak milik (Pasal 20 ayat (1) dan 

(2) UUPA). Hindarto Hovert (Pembeli/Penggugat) adalah Warga Negara Indonesia 

dengan demikian berhak c.ntuk mempunyai hak milik dan sekaligus dalam kasus ini 

juga membuktikan bahwa syarat material kedua tentang pembeli memenuhi 

persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah yang dibelinya telah terpenuhi.

Akta jual beli tersebut dibuat dengan mendasarkan pada Salinan Surat 

Penetapan/Fatwa nomor 149/C/1982 tertanggal 30 November 1982 dari Almarhum 

Muasim Bin Loyo dan Surat Pernyataan H. Detjeng, H. Sebeh, H. Amsar, H. 

Masenin, H. Amsir dan H. Atjad (ahli waris Muasim Bin Loyo) tertanggal 14 

Desember 1987. Dua dokumen tersebut masing-masing menegaskan bahwa yang 

berhak atas tanah obyek sengketa adalah 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo. 

Dengan demikian Perjanjian jual beli antara Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris 

Muasim Bin Loyo telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya untuk 

permasalahan pertama dalam karya tulis ini mengenai itikad baik Penggugat dan juga
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membuktikan bahwa dalam jual beli ini telah memenuhi syarat material yang ketiga 

yaitu penjual benar-benar pemegang hak atas tanah yang dijualbelikan.

Selain itu untuk membuktikan bahwa tanah yang dijual tidak dalam sengketa 

(syarat material jual beli pertama) diduung dengan adanya Surat keterangan 

Lurah/Kepala Desa Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat nomor 

03/1.711.1 tertanggal 15 Januari 1988 yang menegaskan bahwa tanah obyek sengkta 

tersebut adalah benar milik 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo.

Itikad baik Penggugat selanjutnya juga dapat dilihat dari tindakan Penggugat 

yang melakukan pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa sebagaimana ternyata 

dalam Surat Keterangan Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat 

nomor RIS 325.../WPJ.10/K13106/1988, tertanggal 24 Maret 1988, atas nama Wajib 

Pajaknya yaitu Hindarto Hovert Tantular (Penggugat).

Tergugat I merupakan badan hukum. Jadi, untuk perolehan atas tanah obyek 

sengketa harus melalui prosedur pembebasan hak atas tanah. Berdasarkan Surat 

Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Agustus 1975 (bukti T 1-3) dan sertipikat Hak 

Guna Bangunan nomor 461/Duri Kepa tertanggal 7 Juli 1977 menunjukkan bahwa 

Tergugat 1 memperoleh hak atas tanah atas tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 

1977. Jadi, peraturan yang berlaku pada saat itu mengenai pembebasan tanah adalah 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1975 jo. Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah.

Pembebasan tanah untuk keperluan swasta pada dasarnya dilakukan secara 

langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemberian ganti rugi, yang 

jumlahnya ditentukan atas dasar musyawarah. Pemerintah Daerah di wilayah yang
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bersangkutan, diwajibkan untuk mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah serta 

pembayaran ganti rugi, dalam rangka menerapkan peraturan perundang-undangan 

dan kebijakan pemerintah mengenai penyediaan, peruntukan dan penggunaan 

tanah.46

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1975, maka 

pembebasan tanah oleh pihak swasta dapat dilakukan menurut tata cara pembebasan 

tanah untuk kepentingan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri nomor 15 tahun 1975 (selanjutnya disebut PMDN No. 15/1975), 

melalui suatu Panitia Pembebasan Tanah. Pembebasan tersebut dilakukan untuk 

kepentingan pembangunan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan 

umum atau dikualifikasikan sebagai pembangunan sarana umum dan fasilitas sosial. 

Didalam penggunaan tata cara demikian, diperlukan bukti tertulis dari 

Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Gubernur Kepala Daerah wajib 

untuk mngadakan pengawasan agar supaya pelaksanaan pembebasan tanah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku (dalam hal ini, 

peraturan perundang-undangan).47

Prosedur pembebasan tanah menurut PMDN No. 15/1975 adalah sebagai 

berikut:

1. Mengajukan permohonan tertulis (oleh pihak yang memerlukan tanah) kepada 

Gubernur Kepala Daerah dengan mengeukakan maksud dan tujuan penggunaan 

tanah yang diperlukan dengan disertai keterangan-keterangan mengenai:48

46 Ibid, 98-99
47 Ibid.
48Indonesia, Peraturan Manteri Dalam Negeri Tentang Tata Cara Pembebasan Tanah, PMNA No.

1S tahun 1975, Ps. 4 ayat (I) -  (3).
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a. Letak, luas dan status hukum tanahnya;

b. Gambar situasi tanahnya;

c. Kesediaan untuk membeikan ganti rugi dan fasilitas lain kepada yang 

berhak.

2. Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan izin pembebasan hak;

3. Panitia Pembebasan Tanah atas permintaan/perintah Gubernur Kepala Daerah 

melaksanakan tugasnya yaitu:

a. Mengadakan inventarisasi serta penelitian setempat terhadap keadaan 

tanahnya, tanam tumbuh dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya.

b. Mengadakan perundingan dengan para pemegang hak atas tanah dan 

pemilik tanam tumbuh dan bangunan-bangunan tersebut

c. Menaksir besarnya ganti rugi yang akan dibayarkan kepada yang berhak

d. Membuat berita acara disertai fatwa/pertimbangan

e. Menyaksikan pelaksanaan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang 

memerlukan tanah kepada yang berhak.

4. Apabila jumlah ganti rugi ditolak maka Panitia Pembebasan Tanah dapat tetap 

pada keputusannya maupun menyampaikan persoalannya kepada Gubernur 

dngan disertai perkembangannya untuk memperoleh keputusan. Gubernur Kepala 

Daerah dapat mengukuhkan penetapan Panitia atau menetapkan lain yang 

wujudnya mencari jalan yang dapat diterima smua pihak.49

5. Jika ganti rugi dapat diterima oleh para pihak pihak maka pembayaranna harus 

dilakukan sendiri oleh instansi/badan hukum yang memerlukan tanah tanpa

49 Ibid. Ps. 8 ayat (1) -  (3).
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melalui perantara dengan disaksikan 4 (empat) orang anggota Panitia, 

diantaranya Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan. Mengenai pembayaran 

ganti rugi dan pelepasan haknya tersebut oleh Panitia dibuatkan berita acara yang 

dilampiri suatu daftar kolektif dari mereka yang menerima ganti rugi dan 

melepaskan haknya itu (rangkap 8).50 Tidak dipelukan danya suatu akta 

pelepasan hak tersendiri.51

Setelah pembebasan tanah selesai dilakukan maka pihak yang melakukan 

pembebasan diwajibkan mengajukan permohonan hak sesuai dengan peruntukan 

tanahnya dan dapat dipunyainya.

Untuk tanah yang belum terdaftar, tanah-tanah bekas hak Indonesia ini seperti 

tanah bekas hak milik «dat, Petuk pajak digunakan sebagai petunjuk untuk 

mengetahui status tanah dan riwayat tanah yang bersangkutan, serta siapa yang 

mempunyainya. Petuk pajak sebelum diundangkannya UUPA dianggap sebagai 

tanda bukti hak atas tanah yaitu pajak hasil bumuHandrente (bagi tanah hak milik 

adat di desa-desa) dan Verponding Indonesia (bagi hak milik adat di kota-kota besar) 

atau yang sekarang disebut tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Alat bukti lain bagi tanah-tanah bekas hak milik adat ialah:

1. Surat asli jual beli tanah (sebelum diundangkannya UUPA) yang disahkan 

Kepala Desa;

2. Surat Keputusan Pemberian Hak (yang kewajiban-kewajibannya sudah 

dipenuhi);

50Ibid., Ps. 9 ayat (I), (2) dan (5).
MArie Hutagalung (b)., op. cit., hal. 103.
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3. Perlu disertai Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diperkuat oleh Camat 

(dalam Surat Keterangan ini juga  dimuat tentang status tanahnya, subyeknya, 

letak, luas, batas-batasnya dan lain-lain)

A pabila pihak yang namanya tertera dalam petuk pajak sudah meninggal, maka harus 

didukung dengan adanya “fatwa waris”. Fatwa waris inipun tidak merupakan bukti 

hak atas tanah, tetapi hanya untuk menunjukkan siapa ahli waris yang berhak atas 

tanah peninggalan dari pewaris. Dalam hal dimana orang mau membeli tanah, fatwa 

waris tersebut dapat berguna untuk mengetahui siapa saja ahli waris atas tanah yang 

akan dibeli itu, dengan demikian diharapkan dapat terhindar dari kemungkinan 

terjadinya sengketa karena membeli tanah yang belum disetujui oleh mereka semua

m
yang berhak.

Dalam kasus yang dianalisis oleh Penulis, dapat disimpulkan bahwa Tergugat 

I tidak mempunyai itikad baik dalam perolehan tanah obyek sengketa. Dikatakan 

demikian karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tentang syarat sahnya perjanjian yang pertama (yang berkaitan dengan itikad baik) 

yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Surat Pelepasan Hak Atas Tanah 

tanggal 8 Agustus 1975 (bukti T 1-3) yang dijadikan dasar perolehan tanah sengketa 

oleh Tergugat 1 tidak pernah ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan tidak pernah 

ada sebelum terbit sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 461 tertanggal 12 April 

1877. Bahkan surat pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 (alat bukti T  1-

3) yang dijadikan dasar perolehan Tergugat I atas tanah obyek sengketa berupa Surat

S2lbid, hal. 131-132.
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Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah hanya diketahui dan ditandatangani 5 (lima) 

ahli waris dari 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo.

Tergugat I juga tidak dapat menunjukkan kopi atau salinan Surat Permohonan 

pembebasan tanah obyek sengketa kepada Gubernur Kepala Daerah sebagaimana hal 

trsebut semestinya ada karena termasuk dalam prosedur pembebasan tanah. Selain itu 

Tergugat I tidak menunjukkan salinan berita acara berikut lampiran mengenai daftar 

kolektif dari ahli waris Muasim Bin Loyo.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diketahui dari Berkas putusan 

Mahkamah Agung nomor 1089K/Pdt/2005 diketahui bahwa dasar penerbitan 

sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461/Duri Kepa jo 3965/Duri Kepa 

atas nama Tergugat 1 adalah tanah girik C. 162 Persil 33 b S.II yang bukan 

merupakan tanah obyek sengketa.

Dari uraian ini, dapat disimpulkan dalam perjanjian tersebut ada unsur 

penipuan (tidak adanya itikad baik) dan tidak memenuhi syarat material karena tidak 

semua ahli waris mengetahui dan menyetujui adanya pembebasan tanah tersebut. 

Selain itu, pembebasan tanah yang diakui oleh Tergugat I itupun tidak memenuhi 

ketentuan PMDN No. 15/1975 karena tidak dapat menunjukkan tanda buktinya.

Negara memberikan pelindungan hukum kepada pemilik tanah bekas hak 

milik adat dengan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia sesuai 

dengn Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yaitu negatif yang berunsur positif. Sertipikat 

merupakan alat bukti yang kuat bukan alat bukti yang mutlak. Sehingga 

dimungkinkan bagi pihak lain yang dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik sah 

dari obyek tanah yang disengketakan dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan.
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Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 yang menguraikan tentang pembuktian hak lama juga 

memberikan kesempatan bagi pemilik tanah bekas hak milik adat untuk 

membuktikan dirinya sebagai pemilik sah dari tanah yang bersangkutan, meskipun 

tidak memiliki sertipikat.

Dari uraian tersebut, diketahui Penggugat dalam perolehan tanah obyek 

sengketa adalah dengan itikad baik. Sebaliknya Tergugat I dalam peolehan tanah 

obyek sengketa tidak didasarkan pada itikad baik. Tidak adanya itikad baik 

menyalahi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

kesepakatan. Hal ini berakibat tidak dipenuhinya syarat subyektif sehingga perjanjian 

dapat dibatalkan. Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih lanjut 

menjelaskan apabila pejanjian dibuat karena kekhilafan, paksaan atau penipuan muka 

perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.

2. Pokok pemasalahan mengenai pandangan pengadilan dalam perlindungan 

hukum pemlik tanah bekas hak milik adat dalam Putusan 

No. 108/Pdt.G/2001 /Jkt.bar. Putusan No.372/ Pdt/2003/PT.DKl dan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089K/Pdt/2005 

Dalam kasus yang dianalisis oleh Penulis ini, Penggugat sebagai pemilik 

tanah bekas hak milik adat tidak diberikan perlindungan hukum yang semestinya 

sebagaimana ternyata dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar dan Putusan 

No.372/ Pdt/ 2003/ PT.DKI.

M ajelis Hakim tingkat pertama dan banding pada pertimbangan putusannya 

menyatakan “Bahwa berdasarkan alat bukti Surat T. 1-1 telah ternyata tanah hak
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milik adat C. 434 telah menjadi milik Tergugat I sejak tanggal 7 Juli 1977, sehingga 

dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat pada tanggal 20 Januari 1988 telah 

membeli tanah hak bekas milik adat nomor C. 434 dari Tergugat II, III, IV, V, VI,

VII adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya apabila 

Penggugat membeli pada tanggal 20 Januari 1988 adalah membeli dari Tergugat I 

dan bukan membeli dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII karena pada tanggal 7 Juli 

1977 tenah bekas hak milik adat nomor C. 434 adalah telah jadi hak Tergugat I 

sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 461/Duri).”

Terhadap pertimbangan tersebut Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim 

tidak melihat keabsahan perolehan hak ats tanah antara Penggugat dengan Tergugat

I. Bahwa untuk membuktikan haknya, Penggugat telah memberikan tanda bukti hak 

yang sesuai dengan pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 yaitu :

a. Akta jual beli tanggal 20 januari 1988 nomor 045/KBJ/JB/1988 (bukti 

P-l);

b. Surat Keterangan Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Jakarta 

Pusat/Barat nomor RIS 325.../WPJ.10/ K13106/1988, tertanggal 24 

Maret 1988, atas nama wajib pajak Penggugat (bukti P-2);

c. Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa nomor 44/1.711.01, tertanggal 27 

Februari 2001 kepada Tergugat I telah dilarang dan atau diperintahkan 

untuk menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran 

tersebut sebelum ada izin dari instansi terkait yaitu Pemerintah daerah 

DKI Jakarta (bukti P-3);
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d. Surat pernyataan Ir. Amiliushamid jabatan Kepala Bagian Bidang 

Tanah PT Metropolitan Development tanggal 6 Februari 1981 (bukti

p -4);

e. Salinan surat penetapan/fatwa nomor 149/C/1982 tertanggal 30 

November 1982 dari almarhum Muasim bin loyo (bukti P-5)

f. Surat pernyataan tertanggal 14 Desember 1987 dari H. Detjeng, H. 

Sebeh, H. Amsar, H. Masenin, H. Amsir, H. Atjad (bukti P-6);

g. Surat keterangan Lurah/kepala Desa Duri Kepa Kecamatan kebon 

Jeruk wilayah jakarta Barat nomor 03/1.711.1 tanggal 15 Januari 1988 

(bukti P-7);

h. Daftar keterangan obyek sengketa untuk ketetapan 1PEDA sektor 

perkotaan khusus DKI Jakarta nomor C.3162 nomor B. 14092 tanggal 

24 maret 1988 atas nama Hindarto hovert Tantular (bukti P-8).

Berdasarkan alat bukti yang dapat ditunjukkan oleh Penggugat tersebut maka 

diketahui bahwa perolehan tanah oleh Penggugat adalah sah, yaitu melalui jual beli 

tanah obyek sengketa antara Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris Muasim Bin 

Loyo. Jual beli tersebut telah memenuhi syarat material jual beli tanah yaitu tanah 

yang dijualbelikan tidak dalam sengketa, pembeli memenuhi persyaratan sebagai 

pemegang hak atas tanah yang dibelinya dan penjual benar-benar pemegang hak atas 

tanah yang dijual belikan.

Pasal 19 PP No. 10/1961 juga mengatur bahwa jual beli tanah harus 

dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diangkat oleh Mnteri 

Dalam Negeri yang dapat terdiri dari notaris, pensiunan pegawai negari yang
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bergelar sarjana hukum, pensiunan pegawai Diijen Agraria yang telah lulus 

menempuh suatu ujian, Camat/Kepala Kecamatan karena jabatannya. Penggugat 

dapat membuktikan telah memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana ternyata dalam 

Akta jual beli tanggal 20 januari 1988 nomor 045/KBJ/JB/1988 (bukti P-l) yang 

dibuat dihadapan Camat Kebon Jeruk (Drs. Mohamad Wiman).

Sedangkan Tergugat I dalam prosedur perolehan tanahnya, yaitu melalui 

pembebasan/pelepasan hak tidak dapat memberikan alat bukti yang sah berupa surat- 

surat yang menyatakan tanah obyek sengketa tersebut diperoleh melalui prosedur 

pembebasan/pelepasan hak, yaitu Tergugat 1 tidak dapat menunjukkan kopi atau 

salinan Surat Permohonan pembebasan tanah obyek sengketa kepada Gubemur 

Kepala Daerah sebagaimana hal trsebut semestinya ada karena termasuk dalam 

prosedur pembebasan tanah. Selain itu Tergugat I tidak menunjukkan salinan berita 

acara berikut lampiran mengenai dañar kolektif dari ahli waris Muasim Bin Loyo. 

Surat yang dijadikan sebagai bukti adalah surat pernyataan pelepasan hak oleh 5 

(lima) dari 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo. Sehingga, Surat Pernyataan 

Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut tidak sah.

Bahkan dalam sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 461/Duri tertanggal 7 

Juli 1977 dan Surat Permohonan Perpanjangan atas Hak Guna Bangunan Nomor 

3905/Duri (yang merupakan pecahan dari sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 

461/Duri) menyatakan bahwa dasar perolehannya adalah dari tanah Girik C. 162 

Persil 33b S.H, bukan tanah obyek sengketa.

Jadi seharusnya Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding mampu 

melihat kondisi ini dan menyatakan bahwa alat bukti yang diberikan oleh Tergugat I

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



tidak lengkap, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I sebagai 

pemegang yang sah atas tanah obyek sengketa. Alat bukti berupa Surat Pernyataan 

Pelepasan Hak juga cacat hukum (tidak dapat digunakan sebagai alat bukti). 

Sedangkan sertikat Hak Guna Bangunan yang diberikan sebagai alat bukti dasar 

penerbitannya berasal dati tanah lain yang bukan merupakan tanah obyek sengketa.

Majelis hakim pada tingkat pertama dan banding menitikberatkan putusannya 

pada pertimbangan bahwa sertipikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang sah di 

Indonesia. Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding bertindak seakan-akan 

sertipikat merupakan alat bukti yang mutlak dan tidak dapat terpatahkan 

kebenarannya seperti halnya pada sistem publikasi positif.

Jadi tidak cukup beralasan bagi Majelis Hakim pada tingkat pertama dan 

banding untuk tidak menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang 

sebenarnya atas tanah bekas hak milik adat (tanah obyek sengketa). Sedangkan 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089 K/Pdt/2005 yang 

merupakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada dasar 

perolehan/pemilikan tanah, analisa mengenai asal usul sertipikat yang dimiliki 

Tergugat I dan alat-alat bukti untuk hak lama yang diberikan oleh Penggugat.

3. Pokok permasalahan mengenai penyelesaian sengketa bagi pemilik tanah bekas 

hak milik adat berdasarkan kasus dalam Putusan No. 108/Pdt.G/2001/Jkt.Bar. 

Putusan No.372/ Pdt/2003/PT.DKl dan Putusan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1089K/Pdt/2005
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Berdasarkan uraian analisis pokok permasalahan pertama dan kedua 

diketahui Penggugat dalam perolehan tanah obyek sengketa adalah dengan itikad 

baik. Sebaliknya Tergugat I dalam peolehan tanah obyek sengketa tidak didasarkan 

pada itikad baik. Tidak adanya itikad baik menyalahi ketentuan Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tentang kesepakatan. Hal ini berakibat tidak 

dipenuhinya syarat subyektif sehingga peijanjian dapat dibatalkan. Pasal 1321 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata lebih lanjut menjelaskan apabila pejanjian dibuat 

karena kekhilafan, paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dimintakan 

pembatalan. Jadi, dengan demikian Akta jual beli tanggal 20 januari 1988 nomor 

045/KBJ/JB/1988 (bukti P-l)antara Penggugat dengan 6 (enam) ahli waris Muasim 

Bin Loyo adalah sah. Artinya, Penggugat dapat membukttikan bahwa dirinya adalah 

pemilik yang sebenarnya atas tanah obyek sengketa. Tanah obyek sengketa tersebut 

harus dinyatakan benar-benar milik dari Penggugat. Sebaliknya, Surat pernyataan 

melepaskan hak atas tanah tanggal 29 september 1975 (bukti T. 1-3) antara Tergugat I 

dengan 5 (lima) ahli waris Muasim Bin Loyo cacat hukum. Perjanjian tersebut tidak 

memenuhi ketentuan Pasal 1320 jo. 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan dibatalkannya perjanjian 

tersebut maka tindakan Tergugat 1 atas tanah obyek sengketa tersebut dinyatakan 

sebagai perbuatan melawan hukum karena secara tanpa hak memanfaatkan tanah 

milik orang lain. Dibatalkannya perjanjian tersebut juga menegaskan Penggugat 

sebgai pemilik yang sebenarnya atas tanah obyek sengketa.

Pada prinsipnya secara garis besar, seperti halnya sengketa secara umum, 

maka sengketa tanah dapat diselesaikan mellaui 3 (tiga) cara:
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a. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah. Dasar dai 

musyawarah untuk mufakat ini tersirat dalam Pancasila sebagai dasar 

kehidupan bermasyarakat Indonesia dan juga trsirat dalam Undang-Undang 

Dasar 1945.

b. Penyelesaian melalui Badan Peradilan berdasarkan Undang-Undang nomor 14 

tahun 1970 jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman; umumnya penyelesaian ini diajukan ke peradilan 

umum yang diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum atau apabila yang disengketakan adalah produk tata usaha 

negara atau yang digugat pejabat Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, atau apabila menyangkut tanah wakaf diajukan 

ke Peradilan Agama.

c. Melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Undang-Undang nomor 

30 tahun 1999)53

Kasus sengketa tanah bekas hak milik adat Girik nomor C. 434 antara 

Hindarto Hovert Tantular dengan PT Metropolitan Development mendapatkan 

penyelesaian hukum melalui Pengadilan yaitu dengan putusan Mahkamah Agung 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan Penggugat 

sebagaimana ternyata dalam Putusan No. 1089 K/Pdt/2005 yang menyatakan :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

53 Arie Hutagalung (a), op. cit., 407-408.
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b. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari tanah 

sengketa sebidang tanah (tanah kosong) Hak Milik Adat nomor C 3162 terletak 

di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebon 

Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 B kelas III S Kohir nomor C 3162 seluas 

± 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari pembelian sebagian 

tanah milik adat nomor C 434;

c. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

d. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang 

dibangun di atas tanah sengketa dalam waktu-8 (delapan) hari setelah putusan 

berkekuatan hukum tetap (inkracht);

e. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya 

untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari 

segala beban yang ada padanya;

f. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa 

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu)/perhari secara tunai setiap tergugat I lalai 

memenuhi putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah 

putusan berkekuatan hukum tetap,

g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan kasus yang dianalisis oleh Penulis tersebut yaitu untuk tanah 

bekas hak milik adat yang tetap membayar pajak setiap tahunnya dapat 

menggunakan bukti pembayaran pajak tersebut di persidangan. Dalam hukum acara 

perdata yaitu Pasal 164 HIR (Pasal 283 Rbg) alat buktinya adalah:

a. bukti surat;
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b. bukti engan saksi-saksi;

c. persangkaan-persangkaan;

d. pengakuan;

e. sumpah.

Bukti pembayaran pajak tidak dapat dimasukkan dalam bukti surat Namun hakim 

dapat menggunakan bukti pembayaran pajak tersebut sebagai persngkaan 

pembuktian di pengadilan atas kepemilikan tanah yang juga didukung oleh alat bukti 

pengakuan. Dalam praktek, alat bukti persangkaan-persangkaan dan pengakuan 

jarang digunakan dalam pembuktian di persidangan, digunakan apabila tidak ada alat 

bukti lain seperti bukti surat dan saksi-saksi. Adapun persangkaan yang digunakan 

adalah persangkaan hakim yaitu dengan melihat fakta yang sudah terbukti bahwa 

tanah terebut diperoleh Penggugat dengan cara yang sah yang dapat dibuktikan oleh 

Penggugat sebagaimana ternyata dalam alat-alat bukti yang mampu diberikan dan 

persangkaan yang berikutnya adalah dengan akal intelektualitasnya hakim menyusun 

kesimpulan untuk menemukan fakta yang belum diketahui yaitu pemilik dari tanah 

itu melalui bukti pembayaran pajak. Dengan adanya bukti pajak dapat digunakan 

sebagai alat bukti persangkaan hakin? yang juga didukung oleh alat-alat bukti lain 

yang sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24/1997 dan keterangan saksi yang 

menyatakan bahwa Penggugat benar pernah membeli tanah obyek sengketa tersebut 

dari 6 (enam) ahli waris Muasim Bin Loyo. Maka, hakim dapat menarik kesimpulan 

bahwa Penggugat dalah pemegang hak atas tanah tersebut, walaupun bukti 

kepemilikan tanah yang berupa sertipikat belum dimilikinya.
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BAB m 
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil

kesimpulan sebgai berikut:

1. Negara memberikan pelindungan hukum kepada pemilik tanah bekas hak milik 

adat yang beritikad baik. Beritikad baik artinya perolehan tanah tersebut tidak 

menyalahi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

kesepakatan. Tidak dipenuhinya unsur esepakatan dalam suatu perjanjian 

mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian tersebut. Perlindungan hukum 

yang diberikan oleh Negara juga diperoleh dari sistem publikasi pendaftaran 

tanah yang dianut di Indonesia sesuai dengn pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 yaitu 

negatif yang berunsur positif. Sertipikat merupakan alat bukti yang kuat bukan 

alat bukti yang mutlak. Sehingga dimungkinkan bagi pihak lain yang dapat 

membuktikan dirinya sebagai pemilik sah dari obyek tanah yang disengketakan 

dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 yang 

menguraikan tentang pembuktian hak lama juga memungkinkan bagi pemilik 

tanah bekas hak milik adat untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik sah dari 

tanah yang bersangkutan, meskipun tidak memiliki sertipikat.

2. Pandangan pengadilan dalam perlindungan hukum pemilik tanah bekas hak 

milik adat dalam Putusan No.108/ Pdt.G/ 2001/ Jkt. Bar dan Putusan No.372/ 

Pdt/ 2003/ PT.DKI adalah tidak memberikan perlindungan hukum yang
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semestinya bagi pemilik tanah bekas hak milik adat. Majelis Hakim hanya 

mendasarkan putusannya pada sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki 

Tergugat I dengan mengabaikan alat-alat bukti yang ditunjukkan oleh 

Penggugat yang sesuai dengan pasal 24 ayat (1) PP 24/1997. Majelis hakim 

bertindak seakan-akan sertipikat merupakan alat bukti yang mutlak dan tidak 

dapat terpatahkan kebenarannya seperti halnya pada sistem publikasi positif. 

Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding inipun tidak memperhatikan 

dasar perolehan Tergugat I yang tidak sah. Pada tingkat pertama dan banding, 

putusan Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan Penggugat sebagai Pemilik 

yang sebenarnya dari tanah obyek sengketa. Sedangkan Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia No. 1089 K/Pdt/2005 yang merupakan putusan 

hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengabulkan gugatan 

Penggugat. Putusan tersebut didasarkan pada dasar perolehan/pemilikan tanah, 

analisa mengenai asal usul sertipikat yang dimiliki Tergugat I dan alat-alat 

bukti untuk hak lama yang diberikan oleh Penggugat.

3. Penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut tercapai 

dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1089 K/ Pdt/ 2005 

yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari 

tanah sengketa, sebidang tanah (tanah kosong) Hak Milik Adat nomor C 3162 

terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan 

Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 B kelas III S Kohir nomor C 

3162 seluas ± 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari pembelian 

sebagian tanah milik adat nomor C 434, menyatakan Tergugat I telah

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum Tergugat I untuk 

membongkar bangunan pondasi/pagar yang dibangun di atas tanah sengketa 

dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap 

(inkracht), menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak 

dari padanya untuk menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan 

bebas dari segala beban yang ada padanya, menghukum Tergugat I untuk 

membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus 

ribu)/perhari secara tunai setiap tergugat I lalai memenuhi putusan perkara ini

terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan berkekuatan hukum 

tetap.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi pemilik tanah yang belum mendaftarkan haknya untuk segera 

melakukan pendaftaran tanah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam 

PP 24/1997. Meskipun dalam penulisan tesis ini mengungkap adanya 

perlindungan bagi pemijik tanah yang belum mendaftarkn haknya, namun 

dengan adanya pendaftaran tanah maka mereka yang mempunyai tanah dengan 

mudah akan dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasai dan 

dipunyainya. Kepada mereka masing-masing diberikan surat tanda bukti hak 

oleh Pemerintah dan bagi pihak lainmereka yang memerlukan keterangan 

mengenai data fisik dan yuridis mengenai suatu tanah, yaitu calon pembeli dan
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calon kreditor yang akan menerima tanah sebagai jaminan, akan dengan mudah 

memperolehnya, karena keterangan-keterangan tersebut yang disimpan di 

Kantor Penyelenggara Pendaftaran Tanah, terbuka bagi umum. Dengan 

diterbitkannya sertipikat hak atas tanah diharapkan dapat menjadi bukti otentik 

bahwa orang yang tercantum namanya dalam sertipikat tersebut adalah 

pemegang hak sesungguhnya, dan untuk memberikan kepastian mengenai 

subjek dan objek hak atas tanah serta status hak atas tanah tersebut;

Hendaknya pendaftaran tanah secara sistematik dapat lebih sering dilakukan 

agar pemegang hak yang tidak mampu secara finansial dapat mendaftarkan 

haknya sehingga adanya jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas 

tanah dapat terwujudkan;

Kepada Hakim yang menangani kasus sengketa tanah bekas hak milik adat agar 

benar-benar mengetahui, memahami dan menerapkan secara benar hukum 

materiil khususnya hukum tanah nasional sehingga putusan yang diberikan 

benar-benar dapat mencerminkan kebenaran, yang pada akhirnya dapat 

memberikan keadilan bagi masyarakat dan tidak terikat pada suatu 

yurisprudensi. Hakim harus hati-hati dan menggunakan alat-alat bukti sesuai 

dengan pasal 164 HIR, bukti tertulis lainnya yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara dan alat bukti lain menurut 

hukum tanah nasional, sehingga dapat tercipta keadilan bagi semua pihak.
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c a r a  d a r i  K . m l o r  A d v o k a t / I N s n / j a c a r a  NONA MURNI, SH , & -  

a S oOCIhT K S, b e r a l a m a t  d i  J l .  Asem Mo.3  OTISTh  R ay a  J a ­

k a r t a  T i m u r  , b e r d a s a r k a n  s u r a t  k u a s a  k h u s u s  t a n g g a l  -

21 ¡’» a r e t -  .2001, u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i s e b u t  s e b n g a i  : -----

P S N o o U G A T  --------------------- ----------------------------------------------

] a w a n  :

1 .  F»r. MLTROPOLITaN DBVELOPMEN. b e r a l a m a t  d i  Wisma Me­

t r o p o l i t a n  l a n t a i  9 J l .  J e n d r a l  S u d i r m a n  J a k a r t a  —  

y a n o  d a l a m  h a l  i n i  d i w a k i l i  o l e h  K u a s a n y a  MUSLIM —  

I D R I S ,  SH, AMIRYUN A Z I a ,S H ,  tl£NDRA HUTaBARaT, SH, -  

d a n  YAYAT SUPRIYaNA, SH, A d v f c k a t / P e n g a c a r a  i ^ d a  K an 

t o r  P e n g a c a r a  D R S .J .  BU DI HARI Y AHT 0 ,  SH , KUI'UT WIDYa- 

o l l  <it KKKaN , b e r k a n t o r  d i  RUKAN HC/fKL I B l S  M angga —  

Dua B lo k  B N o .3  J l .  P a n g e r a n  J a y a k a r t a  N o .7 3 .A  J a  -  

k a r t a  P u s a t ,  b e r d a s a r k a n  s u r a t  k u a s a  K h u s u s  N o .0 5 * t /

JB K -P J /S K -P U r/IV /2 0 0 1  t a n g g a l  1 9  A p r i l  2 0 0 1  u n t u k  -  

s e l a n j u t n y a  d i s e b u t  s e b a g a i  : TKRGUUrtT- 1 ; ------------- -

2 .  Ha J I  DKTJKW\i. b u r a lam .i t  d:L Kampung i5u,|L ¡>‘1 .0 0 1  . / 0 2 -  

K«* I u iM lia ii  D u r i  K upu , K«>cumalan Kubon J e r u k  J a k a r t a -

B a r a t ,  u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i s e b u t  s e b a g a i  : ------- --------

T c; i\' C U li A T -  I  I  ; ---------------------------------------------------------

3 .  HAJI S£~U*;H................/ 2* y ^
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• ll'-W-.-L_¿LtkUbh., b e r a l a m a t  d i  Kampung Goj i  R t . 0 0 1 / 0 2  K e l .  D u r i  -
Ke p a , K e c .  Keuon J e r u k  J a k a r t a  b a r a t  u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i s e  
o u t  s e b a g a i  : T LH UU CiiT -  U I ; ______________________________________

• r i * J l  AKS/iK*. b e r a l a m a t  d i  Kampung Guj i  R t . 0 0 1 / 0 2  K e l .  D u r i  -

K e p a  , K e c .  Kebon J e r u k  J a k a r t a  B a r a t ,  u n t u k  c e l a n j u t n y a  d i  

y t ' b u t  a c b u g a i  : ‘l'iKliUu/iT IV ; ---------------------------------------------------------

• HrtJI  i-iAobi'i IN-. b e r a l a m a t  d i  Kampung Guj i  R t . 0 0 1 /0 2  K e l .  D u r i

K e jv j ,  K e c .  Kebun J o r u k  J a k a r t a  U a r a l ,  unl.uk s u l a n j u t n y a  d i ­

s e b u t  h  e u a ^ a i  T.ki<uUdAT V ; --------------------------------------------------------------

. Ha J I  hMSIR. b e r a l a m a t  d i  Kampung G u j i  R t . 0 0 1 / 0 2  K e l .  D ur i  -  

K e p a ,  K e c .  Kebon J e r u k  J a k a r t a  B a r a t ,  u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i ­

s e b u t  Uaga i  : 'i'LHiiU liii'l' VI ; -------------- ------------- ----------------------------

. HA JI  ATJa D. b e r a l a m a t  d i  Kampung Guj i  R t . 0 0 1 / 0 2  K e l .  D ur i  -  

K e p a ,  K e c .  Kebon J e r u k  J a k a r t a  B a r a t ,  u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i -  

s e u u t  s e o a g a i  : TERuUGriT : V I I ; ----------------------------------------------------

d i l a n  N ec e r i  J a K a r t a  B a r a t  pada t a n g g a l  22 M are t  2 0 0 1 , d ibawah

k e / ' e sLe r  Nomor-. . . . / 3 .

P e n g a d i l a n  N e g e r i  t e r s e b u t  ;

T e l a h  membaca P e n e t a p a n  K e t u a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a  -  

k a r t a  B a r a i  No. 1 0 8 / P D T .G /2 0 0 1 / P N . JKT. unH, t e r t a n g g a l  

02  n p r i l  2 0 0 1 , t e n t a n g  p e n u n ju k a n  M a j e l i s  Hakim un -  

t u k  m e m e r i k s a  da n  m e n g a d i l i  p e r k a r a  i n i ; ----------------------

T e l a h  m e n d e n g a r  k e t e r a n g a n  kedua  b e l a h  p i h a k  da lam -  

p e r k a r a  i n i  ; -------------------------------------------------------------------------

T e l a h  m o n e l i t i  a l a t  b u k t i  s u r a t  y a n g  d i a j u k a n  o l e h  -  

k e d u a  b e l a h  p i h a k  da la m  p e r s i d a n g a n  ; ---------------------------

TKNTmHu DUDUKNYa PKRKmRa
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h e t f e y t f c r  N o m o r I O o /P D T .  v 4 /2 0 0 1 /P i< .J K T  . l i a K ,  y a n g  s e le n g k a p n y a  s e -

b . n . - i i  b e r i k u t  : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i .  l i> l iw  , P e t ig , ,u g a t  a d a la h  l ' u m i l i k  u a h  a t a u  s e b id a n g  ta n a h  ( t a ­

n a h  k o s o n g  )  T a n a h  H a k  M i l i k  A d a t  N o . C .3 1 6 2  s e lu a s  3 . 0 0 0  M2 

V t x g a  r i b u  m e t e r  p e r s e g i  ) y a n g  b e r a s a l  d a r i  P e m b e l ia n  s e  -  

b a g i a n  T a n a h  H a k  M i l i k  A da t- N o .C . l t 3 * t i  t e r l e t a k  d i  D a e ra h  K h u  

¡>us i b u k o t a  J a k . i r t a ,  W i la y a h  J a k a r t a  U a r a t ,  K e c a m a ta n  K e b o n -  

J e r u k  ,  D e s a  D u r i  K e p a  P e r s i l  3 3  b . S . I I I  K o h i r  C . i*3 i*  y a n g  —

b e r b a t a s a n  d e n g a n  --------------------------------------------------------------------------------------------------

S e b e la h  U t a r a  : T a n a h  k e p u n y a a n  H a j i  D e t je n g  ;

S e b e la h  ' i ' im u r  : T a n a  n k e p u n y a a n  H a j i  D e t j e n g / K i r a i n .

S e b e la h  S e la t a n  : T a n a h  j a l a n  T o l  .

S e b u la h  i i a r a t  : T a n a h  k e p u n y a a n  M a n d o  O te n g .

B a h w a  d a s a r  k e p e m i l i k a n  P e n g g u g a t  a t a s  s e b id a n g  t a n a h ( t a n a h -  

k o s o n g  ) T a n a h  H a k  M i l i k  A d a t  N o . C , .3 1 6 2 , t e r l e t a k  d i  D a e ra h  

K h u s u s  I b u  ( , o t a  J u k a r t a ,  W i la y a h  J a k a r t a  B a r a t ,  K e c a m a ta n  —  

K e b o n  J e r u k ,  D e s a  D u r i  ^ e p a  P e r s i l  3 3 . b  S . I I I  s e lu a s  k u r a n g -  

l e b i h  3000 M2 ( t i g a r i o u  m e te r  p e r s e g i  ) b e r a s a l  d a r i  p e ra b e - 

' U i a n  P e n g g u g a t  d a r i  T e r g u g a t ,  I I , I I I , I V , V , V I , V H  (  A h l i  V/a -  

' i r i s  H lm .  M U r iS lr t  r i i y  LU  Y O )  s e lu a s  3 0 0 0  M 2 , a t a s  s e b a g ia n  t a -  

> J 7  n a h  m i l i k  a d a t  C . 1*31+ a t a s  nam a ' i lm a r h u m  M U .iS IM  u IN  L0Y 0 (P ev»a  

r i s  T e r g u g a t ,  1 1 , I I I , I V , V , V I , V I I  )  b e r d a s a r k a n  * k t a  J u a l  b e ­

l i  t a n d a i  2 0  J a n u a r i  19<5,j N o . O l^ / K B J / J B /  19<JiJ<i. ( B 6 k t i * L. I > . l )  

y a n g  d i o u a t  d -ihm U » p a n  D r s . Mohammad W ism a n  , C am at K e u o n  J e ­

r u k  J a k a r t a  u a r a t  a n t a r a  ^ e n g g u g a t  d e n g a n  T e r g u g a t ,  I I , I I I , I V  

V , V I , V I I ,  ( P a ra  a h l i  W a r is  a lm a rh u m  H U A 5IM  B IN  LOYO )  s e s u ­

a i  d e n g a n  s u r a t  k e t e t a p a n / F a t w a  W a r is  d a r i  P e n g a d i la n  A g a tn a - 

J a k a r t a  i i a r a t  N o .  l / » 9 /C /1 9 d 2 ,  t e r i a n ^ a i  1 7  M e i 1 9 # 2 ,  y a n g  -  

d i k u a i  k m  b e r d a s a r k a n  S u r a t  ,v« t e r a n ^ a n  In i :p e k ;s i  I u r a n  Pemba­

n g u n a n  f l u e r a b  J a k a r t a  P u s a t / B a r a t  N o .R IS  3 2 5 »  • ./W P J  .1 0 /K 1 3 1 0 6

JlT
/ 1 9 t e r t a n g g a l  2 U - 3 -  1 9 & 3 , a t a s  nam a W a j ib . P a ja k  P eng^ug -'

(  B u k t i  P - 2  ) ; ............. ................ — ......................... ................ ................................... —  c a r “

2 .  J iihw-u pada . b a c a k a n

.......... / 5 . - J

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



B a n w a  p . d a  t a n g g a l  5 D e s e m b e r  2 0 0 0 ,  t e r h a d a p  t a n a h  m i l i k  P e n g  

g u g a t  t c r s e u u l  t e l u h  d i l a k u k a n  p e m a g a ra n  o l e h  P e n g g u g a t ,  a k a n  

t e t a p i  o l « h  T e r g u g a t - I  p a g a r  t e r s e b u t  t e l a h  d i o o n g k a r  .  D a n  -  

s e c a r a  t a n p a  h a k  T e r g u g a t - I  t e l a h  m e n y e r o b o t  d a n  t e l a h  w e a a  -  

s a n g  f o n d a s i  k e l i l i n g  d a n  a k a n  m e m a g a r T a n a h  s e n g k e t a  t e r s e  -  

b u t ,  y a u .s  a t a s  p e r b u a t a n  T e r g u g a t  I  t e r s e b u t ,  P e n g g u g a t  t e l a h  

i i i e l a p o r k a n  s e c a r a  r e s m i  k e p a d a  p ih a k  k e l u r a h a n  D u r i  K e p a , y a n g  

d a la m  h a l  i n i  b e r d a s a r k a n  S u r a t  K e p a la  K e lu r a h a n  D u r i  ¿ e p a  —  

N o . 1 + ^ / 1 . 7 1 1 . 0 1 ,  t e r t a n g g a l  2 7  F e b r u a r i  2 0 0 1  k e p a d a  T e r r iu g a t - I  

L u l u h  d i l a r a n g  d u n  a t a u  d i p e r i n t a h k a n  u n l u k  m e n g h e n t ik a n  pe -  

k e r j a a n  l ;u in a a a r ig u n  P o n d a s i / p e m a g a r a n  t e r s e b u t  s e b e lu m  a d a  - - -  

i z i n  d a r i  i u t a s l  t e r k a i t ' (  Pem da D K I J a k a r t a  ) ( b u k t i  P-*« ) .

B ^ n w a  P e r b u a t a n  T e r g u g a t  I  y a n g  t e l a h  m e n e r o b o t  T a n a h  M i l i k —  

P e n g g u g a t  d a n  t e l a h  m e la k u k a n  p e m a s a n g a n  p o n d a s i / P e m a g a r a n  —  

^ t a s  t a n a h  s e n g k e t a  a e c a r  j  t a n p a  h a k (  y a n g  j e l a s - j e l a s  t a n a h -  

s e n g k e t a  a d a l a h  m i l i k  P e n g g u g a t )  a d a la h  n y a t a  n y a t a  m e r u p a k a n  

M e la w a n  H u k u m  ( O n r e c h m a t ig e  d a a d  )  s e b a g a im a n a  d im a k s u d  p a d a  

p - * s a i  1 3 6 5  K U H P £ iiD ilT A  y a n g  t e l a h  m e r u g ik a n  P e n g g u g a t ; ------------------

, U a n w a  o l e h  k a r e n a *  T e r g u g a t - 1  d a la m  m e la k u k a n  p e m a s a n g a n  P o n d a  

t; i / i V m a  » :a r a n  a l . i u  t a n a h  s o n g k c t a  a d a k a h  s e c a r a  M e la w a n  l lu k u m -  

, « u k a  T e r g u g a t - 1  a t a u  s i a p a  p u n  y a n g  k e m u d ia n  m e m p e ro le h  h a k  -  

d a r i  p a d a n y a  h a r u s  m e n y e r a h k a n / m e n g e m b a l ik a n  T a n a h  s e n g k e t a  -  

k e p a d a  P e n ,- .g u g a t  s e b a g a i  s a t u - s a t u n y a  y a n g  p a l i n g  b e r h a k  d a  -  

l u  m K e a U a a n  k o s o n g  , b a i k  d a »  b e b a s  d a r i  s e g a l a  b e b a n  y a n g  —  

a d a  p a d a n y a  ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.  U j h w a  K a r e n a  T e r ,  u g a t - I  t e l a k u k a n  p e m a s a n g a n  P o n d a s i / p a g a r  —  

u t . t o  t a n a h  r. i ingkoL. j  s e c a r a  m e l a w a n  hukum ,  maka T e r j . u g a t - l a t a u  

s i a p a  p u n  y a n g  k e m u d i a n  m e m p e r o l e h  h a k  d a r i  p a d a n y a  h a r u s  me -  

n y o r a h k a n / i i i o n ^ t ' i n b a l i k a n  T a n a h  s e n g k e t a  k e p « d a  l ’o n . ' i guga t  s e r t a  

h a i  uu  s e ^ n r a  nu; n ( - .h e n t ik u  n k e g i a t a n  p e m a s a n g a n  p o n d a  s i / p u m a  g a r  

r i m  .y-'i1-. «i i l a k u k a n  T o r g u g a l - 1  s e r t a  m em b o n g k a r  i’o m l f t r . i / j v . i / ' a r -  

t e r s e b u t  d a l a m  w a k t u  t ) ( d e l a p a n )  h a r i  s e t e l a h  p u t u s a n  d i b a c a k a n
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U..«iiwa u . ; b . ^ . . t i  a k i b a t  d a r i  P e r b u a ta n  T e r g U ( ? x t - I  y a n g  m o ia k u k a n  

i-’e r b u i i t i a i i  M e la w a n - -  H ukum  t e l a h  m e n g a k ib a tk a n  k e r u g i a n  b a ;: i  —  

P e n g g u g a t  , b e r u p a  k e r u g i a n  M o r i l  d a n  wa t e r i l ,  y a n g  d a la m  h a l  

L u i.  X o r u g i u u  M o r i l  b e r u p a  t u r s i l a n y a  w a k t u  P e n g g u g a t  u n t u k  me 

n ^ u r u s  p e r k a r a  i n i  d a n  k e r u g i a n  M a t e t . i l  b e r u p a  b i a y a  y a n g  h a ­

r u s  d i k e l u a r k a n  u n t u k  m e n g u ru s  p e r k a r a  i n i  s e b a g a i  b e r i k u t  : -

b . l .  K e r u g i a n  M a t e r i l ,  y a n g  d a la m  h a l  i n i  a d a la h  p a n t a s  b i l a -  

P e n e g u g a t  m e n u n t u t  R p . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( s e r a t u s  j u t a  r u  -

p i a h  ) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 . r . .  K e r u g i a n  M o r i l ,  p e n g g a n t ia n  P a g a r  y a n j ,  d i r u s a k  d a n  b i a y a  

u n t u k  m e n g u r u s  p e r k a r a  i n i  a d a la h  p a n t a s  b i l a  P e n g g u g a t -

m e n u n t u t  K p .  100. 000. 000, -  (  s e r a t u s  j u t a  r u p i a h ) ; --------------

Ataupun j u a i l a h  l a i n  m e n u r u t  p e r t im b a n g a n  s e r t a  k e b i  j a k s a  

n a a n  H c ik im  (  K x a e q u o  e t  b o n o  )  y a n R  w a j i b  d i b a y a r  o l e h -  

T e r ^ u g a t - I  d a la m  w a k tu  8 ( d e l a p a n )  h a r i  s e t e l a h  p u tu s a n  

d i b a c a k a n  ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

.  l ia m v a  u o b n j. ;< j i  k e k h a w a t i r a n  k u a t  T e r g u g a t - I  e n g g a n  s e c a r a  s u k a  

r e l a  d ., n b a i k - b . i i k ,  m e n y e r a h k a n  k e m b a l i  t a n a h  s e n g k e ta  k e p a d a  

P e n g g u g a t  d a n  a g a r  p u v u s a n  d a la m  p e r k a r a  i n i  d i t a a t i  o l e h  T e r  

g u g a t - I ,  m a k a  c u k u p  b e r a l a s a n  a g a r  T e r g u g a t -1  d ih u k u m  m em ba -  

y a r  u a n g  p u k u a  Itu  p a d a  P e n g g u g a t  s e b e s a r  W p. 1 0 0 . 0 0 0 , -  ( s e r a t u s  

r i b u  r u p i a h  ) p e r  h a r i  s e t i a p  i a  l a l a i  m e m e n u h i p u tu s a n  d a la m
*

p e r k a r a  i n i ,  t e r h i t u n g  s e j a k  p u tu s a n  d iu c a p k a n  h in g g a  d i l a k s a  

n u k a n  ; ------------------- -------------------------------------------------  -------------------------------------------------- — *

6 .  H g a r  T r r g u g a t  I  t i d a k  m e n g a l ih k a n  ta n a h  s e n g k e t a  k e p a d a  p i h a k  

l a i n  d u r i  u n t u k  mu n  ja m in  h a k - h a k  P e n g g u g a t  a g a r  p u tu s a n  d a la m -  

p u r k . a r a  i n i .  L i.>1.«K m e n ja d i  K i a - u i o  m aka  P ün/.gug :.« t  m u tio n  a g a r  -  

l-\» u g a  u i  l a  n N e g e r i  J a k a r t a  J i a r a l  Cq M a je k is  H a k im  y a n g  m e m e r ik  

s a  p e r k t t r a  i n i  b e r k e n a n  M e le t a k k a n  i 3 i t a  J a m in a n  a t a r .  T a n a h  —  

a « n , ; k e l a  s e b i d a n g  ta n a h  (  t a n a h  k o s o n g  H ak M i l i k  A d a t  N o . C . - -  

t i ; c  i i'L .v l<  d i.  U u i r a h  K h u ;:u f:  Ib u  K o ta  J a k a r t a  W i la y a n  J a k a r  

t a  ü a r a t  Ke c .  Konon J e r u k  D e s a  D u r i  K e p a  P e r s i l  3 5 .1 * .  H  k e l a s
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1 1 1 . S K o h i r  No. C. $182 s e l u a s  +. 3 . 0 0 0  M2 ( t i g a r i b u  m e te r  p e r  

s e i r i  ) y a n g  b e r a s a l  d a r i  pem be l ian  a t a s  s e b a g i a n  t a n a h  M i l i k  -  

A d a t  N o . C ./*34 dengan  b a t a s  b a t a s  s e b a g a i  b e r i k u t  : ---------------------

S e b e l a h  U ta r a  : Tanah kepunj&aan HaJ£ DLTJL'Ntf.

i iebe. lah Timur  : Tanah kepunyaan  na j i  D£Tdb'Nu/K.lM
IN.-

Seb&lah  S e l a t a n  : J a l a n  T o l .

U e b e la h  b a r a t  : Tanali kepunyaan MAN 1)0 CTLi'itJ.

9 .  '¿-uiwa o l e h  k a r e n a  t u n t u t a n  Penggugat  i n i  a d a l a h  mengenai  h a l  — 

.ya n/i jvj. ' iti d.in d i d u k u n , '  o l e h  s u r a L - s u r a t  b u k t i  o t e n t i k  ya n»; mcm 

p u n y a i  k e k u a t a n  hukum pem buk t ian  yang  t i d a k  d a p a t  d i b a n t a h / d i — 

s a n g k a l  k e b e n a r a n n y a ,  maka mohon kirany-' i p u tu s a n  p e r k a r a  i n i  —

d a p . . t  d i j a l a n k a n  l e b i h  d a h u l u  walaupun ac’.a b a n t a h a n  B a n d i n g -----

maupun K a s a s i  ; -----------------  -------------------------------------------------------------------

Maka b e r d a s a r k a n  h a l - h a l  t e r s e b u t  d i a t a s ,  dengan i n i  Peng 

¿ ^ ¿ a t  mohon k i r a n y a  l iapak k e t u a  P e n g a d i l a n  N e g e r i  J a k a r t a  ‘-’a r a t  Qg. 

M a j e i i s  HaKim y a n g  m em er iksa  pe i 'ka ra  i n i  b e rk e n a n  memutuskan : --------

\ l/ '»UM PKUVl^l :

Mf , Memer inLal ikan  kepada  T e r & u g a t - I  u n tu k  m e n g h en t ik a n  k e g i a t a n  Pera-

l n b u . i t a n  i’o n d a u i  dan  a t a u  Pemagaran s e r t a  membongkar P o n d a s i / P a g a r  

yafifc L e l a h  d i p a s a n g  o l e h  T e r g u g a t - I  d i a t a s  t a n a h  s e n g k e t a  t e r s e ­

b u t  ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 .  Mengnukum T e r& ;uga t - I  u n tu k  membayar uang paksa  r .ebesa r  : ------------

Kp. 1 0 0 . 0 0 0 , -  ( s e r a t u s  r i b u  r u p i a h  ) / p e r h a r i  un tuk  s e t i a p  i a  -

l . i l a i  i.ie;;ienuhi i s i  ke p u tu s a n  dalam p e r k a r a  i n i  ;----------------------------

P&WKrlKH .

1. Menerima nan mengabulkan  g u g a tan  Penggugat  ; --------------- --------------------

j. Muii.y.«L >k'n iciifv.u^aL .sebagai  p e m i l ik  yang  sah  dan i jaLu-s-Lunya  -  

u^ r) .  tori'*n StiHij I^ ta ,  s e b i d a n g  t a n a h  ( t a n a h  k o s o n g  ) hak m i l i k  -  

a d a t  i io .C .  ,nbi* t e r l e t a k  d i  " a o ra h  Khusus Ibu Kota J a k a r t a  W i l . -  

Jak.«i t_< D a r . i l ,  Kec,  Kebon ^ e ru k  Desa Duri  lVepa P e r s i l  p ^ i i , k e l a s

I I I  S K o h i r . . . . / 7 / -  

/
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I l i  S K o h i r  N o .  C . 3 -162  s e lu a s  +. .5 .0 0 0  M2 (  t i g a  r i b u  m e t e r  p e r ­

s e g i  ) y a n ^  b e r a s a l  d a r i  p e m b e l ia n  s e b a g ia n  T a n a h  h i l i k  a d a t  N o ,

; ------------------------------------------------------------------------- -^ r -----------

3 .  M e J u t a k k a n  u i l a  ^ a m in a n  a t a s  « e i - id a n g  T a n a h ( ta n a h  k o s o n g )  H a k  -  

m i l i k  a d a t  N o ,  C .  3 1 6 2  t e r l e t a k  d i  ¿ a e r a h  K h s u s u  I b u k o t a  J a k a r t a  

W i l .  J a k a r t a  “ a r u t ,  & e c .  K e b .  « J e ru k ,  ^ e s a  D u r i  ‘ Sapa P e r s i l  3 3 / B  

1 4 .  K e l a s  I I I  a  K o h i r  M o .C . 3 1 6 2  + 3 » 0 0 0  M2 ( t i g a  r i b u  m e t e r  —  

p e r s e g i  ) y a n g  b e r a s a l a l  d a r i  r e n > b e l ia n  s e b a g a ia n  T a n a h  M i l i k  —

a d a t  N o .  C .  ¿i3 4  d e n g a n  b a t a s - b a t a s  : ----------------------------------------------------------------

S e b e la h  U t a r a  : T a n a h  k e p u n y a a n  H a j i  D E T JfcN u .

S e b e la h  T i m u r  : T a n a h  k e p u n y a a n  H A J I  D E V J E N G /K lr i lN .

S e b e la h  S e l a t a n  : J a l a n  T o l .

S e b e la h  a u r a t  : T a n a h  k e p u n y a a n  Mh  N DO O TfcflG .

k . M e n y a t a k a n  S i t a  J a m in a n  s a h  d a n  b e r h a r g a  ;

> .  M e n y a t a k a n  T e r ^ u g i . t - 1  t e l a h  m e la k u k a n  p e r b u a t a n  m e la w a n  H ukar.. ; 

$ .  M e n g h u k u m  T e r g u g a t  I  u n t u k  m e m b o n g k a r  b a n g u n a n  p o n d a s i /  p a g a r  -  

,y a n ('t  d ib a j i< , ‘u>i i J i a l a y  ta n a h  s e n g k e t a  a e g e r a  s e t u l a h  d ib a c a k a n  —  

p u t u u a u  d a l . i i . i  p e r k a r a  i n i  d a la m  w a k tu  0  ( d e la p a n )  h a r i  s e t e l a h -  

p u t u n a n  d i b a c a k a n  ; y - n tg  t e t a p  0 I n k r a c h t  ) ;  --------------— — -------  -------

M e u f ;rm k u rn  T e r g u g a t - I  a t a u  n . ia p u n  ju g a  y a n g  n ie a ip » :ra l3 h  I ln k  < h \ r i -

p a o a t iy u  u n t u «  m o r .y e r - .h k u n  k e p a d a  ^ n g ^ u g a t  d a la m  k e a d a a n  k o s o n g

b a i k  d<»n b o u a s  d a r i  a  o g a la  b u b a n  y a n g  a d a  p u d a n y a ; - ” -----------------------

t
o .  ' ' t e n g l iu k u m  T e r ^ u g a t - I  u n t u k  m e m b a y a r k e p a d a  J 'e n g s U g a t u a n fc  p a k s a  

s e b o ; ; a r  i<p. 1 0 0 . 0 0 0 / p e r h a r i  s e t i a p  t e r g u g a t  I l a l a i  m e m e n u h i-  

p u tu t t e m  p e r k a r a  i n i  t e r h i t u n g  d a la m  w a k tu  <J ( d e la p a n )  h a r i  s e  -  

l : * l a h  p u t u s  • i n i  d ib a c a k a n  s e c a r «  t u n a i  ; ------ -------- -- ----------------- -----------

<j. h b 'i ig n u k u m  T e r g u g a t  1 u n t u k  m e m b a y a r k e p a d a  l* e » g g u g a t U i n t i  H u g i  

N o r i l  d a n  M a l « r i l  s e b e s a r  k p .  ¿‘0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  l  d u r a L u s  j u t a  r u -  

p i a n  ) ; ------------------------------------------------------------------------------------------- g --------------------------------------

l u .  i-;« !iit ,n . ik u ir t  i ' t : i \ , u , - , a t  I I , I I I , I V , V , V I . V I I , V I I I  u n tu k  m e n e r im a  d a n  -

i i i e n t a a t i  pui.u.*i.«i« d a la m  p e r k a r a  i n i  ; ---------------------------------------------------------------

1 1 .  H e i. ifh u k u m ............. / c i , -
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1 1 .  M e n g h u k u m  T e r g u g a t - I  m e m b a y a r  o n g k o s  p e r k a r a  ; ------ -------------

1 2 .  K e n y a t a « a n  w i u s a n  d a la m  p e r k a r a  i n i  d a p a t  d i j a l a n k a n  l e b i h -

d a h u l u  w a la u p u n  a d a  b a n t a h a n ,  b a n d in g  m a u p u n  k a s a s i ; ----------------

Ht a u  : m e û ib e r ik a n  P u t u s a n  y a n g  s e a d i l - a d i l n y a  ( Ex A e q u o  -

e t  b o n o  )  d a la m  p e r k a r a  i n i  ; ----------------------------------------------------

M e n im b a n g ,  b u n w a  p u d a  p e r s id a n g a n  y a n g  t e l a h  d i t e n t u ­

k a n  P e n g g u g a t  h a d i r  k u a s a n y a  ftAM A M U K N I,S H , T e r g u g a t - I  h a d i r  k u  

a s a n y a  H K iiü K n  H U 'i ' i ib A K a T iS H , s e d a n g k a n  T e r g u g a t ,  I I , 1 1 1 , I V , V , V I -  

d a n  V I I  t i d a k  h a d i r  d a la m  p e r s id a n g a n ,  m e s k ip u n  t e l a h  d i p a n g g i l

s e c a r a  p a t u t  ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n im b a n g ,  b a h w a  M a j e l i s  H a k im  t e l a h  b e r u s a h a  u n t u k  -  

m e n d a m a ik a n  k e d u a  b e l a h  p i h a k  y a n g  b e  r  p e r k a r a  a k a n  t e t a p i  t i d a k  

b e r h a s i l ,  m a k a  p e m e r ik s a a n  d i l a n j u t k a n  d e n g u n  m e m b a c a k a n  s u r a t -  

g u g a U . n  P e n ^ 0U / > t ,  d a n  a t a s  p e r t a n y a a n  M a j e l i s  H a k im  , P e n g g u  -  

g a t  m e n y a t a k a n  t e t a p  p a d a  g u g a ta n ' s e m u la ,  t a n p a  m e n g a d a k a n  p e r u

b a h a n  ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e n im b a n g ,  b a h w a  t e r h a d a p  g u g a t a n  P e n g g u g a t  t e r s e b u t

T e r d u g a  t-J L  m e n g a ju k a n  ja w a b a n  s e b a g a i  b e r i k u t  --------------------

D.vLftH KOHPSWSl :

Dh LaH l^K ü^fül :

p p n f .i;  u ^ a t  t i d a k  i e l a s  ( O b s c u u r _ . L lb e l  )

1 .  b a h w a  P e n b i . u , a t  d a la m  0u 6 a t a n n y a  t e l u h  m e n g g u g a t T e r g u g a t  T e r
»

g u g a t  y a i t u  T e r g u g a t  I , l ' I , I I I , I V , V , V I  d a n  T e r g u g a t  V I I ; --------- 

¿ .  b a h w a  d i d a la m  p o s i t a  g u g a t a n  P e n g g u g a t  sa m a  s e k a l i  t i d a k  j e ­

l a s  r a n g k a i a n  c e r i t a  a t a u  p e r i s t i w a  y a n t .  m e l a t a r  b e l a k a n g i  -  

a p a  d a n  b a g a im a n a  k a i t a n  h u k u m n y a  ( y a n g  m e r u g ik a n ) ,  K h u s u s ­

n y a  t e r h a d a p  H a J I  D L T j ü N u , Hm J I  S fctJ&H, H A J I a M S n k , Ha J I  MA -  

i j t - N lW ,  H u J l  . iM L ilK  d a n  H A J I  A TJA U  y a n g  d i . e m p a t k a n / d i t a r i s  —

¡ . f h . i / . i i  pili . ik T i - i l  i d a i .  un |H;rk.ir.i a q u o  --------

3 ,  B a h w a  d a j.^ m  h a i  m e n g g u g a t  d a n  t e r h a d a p  s i a p a  y « n g  b e r h a k  d i ­

g u m u l /  d i t a r i k  « e lK ig ^ i  p i h a k  ( T e r g u g a t )  d a la m  u u a lu  g u g a L o i i /

p e r k u v .  t - M i . u  h a r u s  l e r k a i t  d u n  m e m p u n y a i k o r e l a s i / h u b u n g a n -

h u k u m  ü u t u  i;a n iu  l i a n  den,-><n P e n g g u g a t ; --------------------------------------------------

D i t a r i k n y a _____A
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D i t a r i k n y a  T e r g u g a t - T e r g u g a t  d - j.a m  s u a t u  p e r k « r a  ( g u g a t a n ) -  

m e m p u n y a  i  a r t i  uahw a  T e r g u g a  t  - T e r g u g a t  t e r s e b u t  t e l a h  m e la k u  

k a n  s u a t u  p o r o u u t a n  H ukum  y a n g  m e la n g g a r (  m e r u g ik a n )  k e p e n  -  

t i n g a n  h u k u m  P e n g g u g a t ,  D an o le h  k a r e n a n y a  h a r u s  d i m i b t a k a n -  

p e r t u n j u n g  ja v /a b a n n y a  ; -------------------------------------------------------------------------------------

k . b a n w a  P e n g c. u g a t  d a la m  p e r k a r a  a q u o  t e l a h  m e n a r ik  d a n  m e n e ra p a t 

k a n  H A J I  D L Y J K h ü , K a J I  S ü b K H , H A J I A M iJilR , H A J I  M A S E N IN , H n J I -  

AhiilH  d a j j  J J a J I A T J n D  s e b a g a i  p ih a k  T e r g u g a t  I I  s / d  V I I ,  se m e n  

t a r a  h u b u n g a n  h u k u m  a n t a r a  P e n t a l ?11 d e n g a n  T er/p igu t  I I  s / d  -  

T e r g u g a t  V I I  y a n g  m e n im b u lk a n  a d a n y a  k e r u g ia n  d i p i h a k  P e n g g u ­

g a t  ( m u i u i i t ' , g a r  k e p e n t in g a n  h u ku m  P e n g g u g a t)  sam a s e k a l i  t i ­

d a k  a d a  ; -------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

u i e l i  k a r e n a n y a  g u g a ta n  m e n g g u g a t m e n ja d i  t i d a k  j e l a s  d a n  t i  —  

d a k  b e r m a k n a  ( k a o u r )  k a r e n a  h a l  a p a  y a n g  a k u n  d i c a p a i  o l e h  —

• P e n g g u g a t  d e n g a n  in u r ie 'm p a lk a n /m e n a r ik  T e r g u g a t  I I  s / d  T e r g u g a t

; V I I  s e o a g a i  p i h a k  d a la m  p e r k a r a  a q u o  sam a s e k a l i  t i d a k  j e l a s .

!.t. ■ D id ^ .L a m  i - o s i t a  m a u p u n  P e t i t u r n  g u g a ta n  P e n g g u g a t ,  T e r g u g a t  I I -

I! V i A s / d  ' i 'e j - g u ^ a V  V I I  t i d a k  a d a  s a tu p u n  t u n t u t a n  y a n g  d i m in t a k a n  -

< r i  t e r t a n g g u n g  ja w a b a n  t e r h a d a p  ^ e r g u g a t  I I  s / d  x e r g u g a t  V I I  s e -
i [ E f
; J 7 4 ^Jo a C>ii  ̂ k o n s e k w e n s i  d i t e m p a t k a n n y a / d i t a r i k n y a  T e r g u g a t  I I  s / d  -

‘i '  e r  ,,u  .j,a t  V I 1 s  e b u  g, j i  p ih a k  d a la m  g u g a ta n  i n i .  A ka n  t e t a p i ------

g u g - * t_ * n  P e n g g u g a t  d a n  s e g a la  t u n t u t a n  p e r t a n g g u n g  ja w a b a n n y a -  

h a n y a  d i t u j u k a n  k e p a d a  T e r g u g a t - I  . L a n ta s  a p a  m a k n a n y a  T e r g a  

g a t  I I  s / d  T e r , - .u g a t  V I I  d i j a d i k a n  s e b a g a i  p ih .« k  d a l« m  p e r k a r a

i n i  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L a i n  l i d i n y a  a  f».» b i  La T e r g u g a t  11 s / d  X e r .- .u g a t V I I  d i t c u t p a t k a n -  

s o b a 0 ^ i  p i h a k  T u r u t  Ae r t , u g a t .  K a re n a  s i f a t n y a  h a n y a  m e m a tu h i-

i s i  p u t u s a n ,  t i d a k  b e r s i f a t  p e n g h u k u m a n  ( C o n d e m n a to i r  ) ; --------

D e n g a n  m e n g a c u  k e p a d a  h a l  h a l  t e r s e b u t ,  k i r a n y a  g u g a ta n  P e n g ­

g u g a t ,  k a r e n a  t i d a n .  j e l a s , k a b u r  ( O b s c u u r  L i b e l  ) m a ka  g u g a  -  

t a n  P e n g ,. .u g a t  h a r u s l a h  d i n y a t a k a n  t i d u k  d a p a t  d i t e r i m a  ( N ie t

o n  v a k e l i . i k e  V u r k l a a r d  ) ; ------------------------------------------------------------------------------------

G u /;a ta  n P e n „ . ' U : : a t . .  . . / 1 0 . -

/
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U u « ra ta n  P e ti.- . t 'u K a t  T e la h  L e w a t  W a k tu  ( D a iu w a r s a  )  :

5 .  B a n w a  O u g u ta n  P e n g g u g a t  d a l.a m  p e r k a r a  a q u o  t e l a h  l e w a t  w a k t u  

/ D a i u w a r s a ,  i> u b a b  b o y u c i i  d e n g a n  S e r t i f i k a t  11U13 N o . l f b l  / D u r i -  

y a n g  d i p e r o l e h  o l e h  T e r g u g a t  I  p a d a  t a h u n  1 9 7 7  j e l a s -  j e l a s  

m e m b u k t i k a n  b a h w a  i e r & u g a t  I  t e l a h  in e r te g a n g  H a k  a t a s  t a n a h  -  

s e n g k e t a  s e la m a  +. 2 t*  t a h u n  b e r d a s a r k a n  a l a s  h a k  y a n g  s a h  —  

y a n g  p e r o l e h a n n y a  t e l a h  s e s u a i  d e n g a n  p r a s u d u r  h u k u m . D a n  - -  

d e n g a n  m e n g a c u  k e p a d a  k e t e n t u a n  P a s a l  1 9 6 3  KUH P e r d a t a  y a n g -  

r n e n y a t a k a n  :

"  S ia p a  y a n g  d e n g a n  i t i k a d  b a i k ,  b e r d a s a r k a n  s u a t u  a l a s  h a k -  

y a n g  s a h  m e m p e r o le h  s u a t u  b e n d a  t a k  b e r g e r a k  m e m p e ro le h  —  

h a k  m i l i k  a t a s n y a  d e n g a n  j a l a n  d a l u a r s a ,  d e n g a n  j a l a n  p e n g u

a s a a n  s e la m a  2 0  t a h u n  11; -------------------------------------------------------------------------------

j e l a s  b a h w a  g u g a t a n  a q u o  t e l a h  le w a i .  w a k t u / d a l u a r s a , s e  —  

h i n g g a  g u i j u t ' j n  a q u o  h a r u s l a h  d i t o l a k ,  a t a u  s e t i d u k  t i d a k  -  

" y «  L i t i a k  r i ^ p a t  d i t e r i m a  j — - - - - - - - - - - - - - - - - — -  -

•L.  i ij i iw < u  ' i e r j . . u i j a t - I  m e n o la k  s e l u r u h  d a l i l - d a l i l  y a n g  d i k e -  

m u k o k a n  o l e h  P e n g g u g a t  d a la m  g u g a ta n n y a ,  k e c u a l i  y a n g  -

s e c a r a  t e g a s  d i a k u i  k e b e n a r a n n y a  ; ------------------------------------------------

3 .  l ia n w ii  t i d a k  u e n a r  o l e h  k a r e n a n y a  d i t o l a k  d e n g a n  t e g a s  -  

U u L i l  g u g a t a n  P e n ^ ,( .u g a t b u l i r  I  y a n g  m e n y a la k a n  bahw a  -  

l ' o i i | „ . u t ,u L  a d u la h  p e m i l i k  a t a u  u u b id a n g  ta n a h  ( t a n a h  k o -  

j io n t ,  )  H a k  M i l i k ,  a d a t  N o .C  3 1 6 2  s e lu a s  ± ) .0 0 0  H2  ( t i g a  

r i b u  m e t e r p e r s e g i  )  y a n g  t e r l e t a k  d i  D K I J a k a r t a  W i l .  -  

J a k a r t a  u a r a t ,  K e c ,  K e b o n  J e r u k  ,  D e s a  D u r i  K e p a , P f e r s i l  

3 3  b  S . I I I  y a n £  b e r a s a l  d a r i  p e m b e l ia n  ta n a h  m i l i k  A d a t  

N o .  C . /» 3 ^  d e n g a n  bu t a s -  b a t a s  : -------------------------------------------------- --

.  i iu n w a  a p a  y a n g  t e l a h  d ik e m u k a k a n  d a la m  b a g ia n  £ k s e p s i  -  

m o h o n  d i a n g g a p  t e l a h  te r m a s u k  d a n  m e ru p a k a n  b a 0 i a n  y a n g  

t i d a k  t e r p i s a h k a n  d a la m  b a g ia n  p o k o k  p e r k a r a  i n i ; ------ — -
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S e b e l a h  U t a r a  : T a n a h  k e p u n y a a n  H. DiTJIlN<J.

• S e b e l a h  T i m u r  : T a n a h  k e p u n y a a n  i l .  JjETJKMG/'K j.Mii'i

S e b e l a h  S e l a t a n  : J a l a n  T o l .

S e b e l a h  u a r a t  : T a n a h  k e p u n y a a n  MAfjDO OTEHG.

y a i i ;;  m e n u r u t  P e n g g u i . a t  t e l a h  d i p e r o l e h  b e r d a s a r k a n  pem 

b e l i a n  d a r i  T e r g u g a t  I I  s / d  T e r g u g a t  V I I  s e s u a i  a k t a  -  

J u a l  o e l i  t a n g g a l  2 0  J a n u a r i  19ot i  Ho.  O i * 5 / K B J / J B / 1 9 o c J -  

y a i i i i  d o b u a t  d i h a d a p u n  D r s .  MOHAMAD WlSi’lAN , Cam at  Ke — 

b o n  J e r u k .  T a n a h  m ^na  m e n u r u t  P e n g g u g a t  t e l a h  d i s e r o  -  

b o t  o l e h  Ter ¡¿uga l .  I  t a n p a  h a k  ; ----------------------------------------------

Banv/u d a i i l - d a j . i l  P e n g g u g a t  t e r s e b u t  sarna s e k a l i  t i d a k  b e n a r -

n g a w u r  d . . n  t i d a k  b e r d a s a r  ; ----------------------------------------------------------------------- -

B a h w a  t a n a  n ya>:g d u k u a s a . i ,  d i p a g a r  o l e h  T e r ^ u g a t - I  a d a l a h  t a ­

n a h  y a n ; ;  m e r u p a k a n  h a k / m i  Lik  ‘i’e r g u g a t - I  s e n d i r i ,  s e s u a i  d e n g a n  

S e r t i f i k a t  Hak Guna B a n g u n a n  N o . / f 6 l .  D u r i  y a n g  d i t e r b i t k a n  —  

o l a h  K e p a l a  S u d  D i r e k t o r a t  A g r a r i a  J u l w r t a  u a r a i  s e k a r a n g  Kan  

t  o r  r e r l a n u l u n  J a k a r t a  B a r a t ,  y a n ^  inana t a n a h  h a k  m i l i k  Adciy-  

g i r  Lk C N o . / | j ( |  t e r m a s u k  d a n  m e n j a d i  b a c; i a n  d a r i  S e r t i f i k a t  —

l l a k  u u n a  B a n g u n a n  N o .  / » 6 1 / D u r i ; -----------------------------------------------------------

B a n v ia  k e m u d i a n  S e r t i f i k a t  I n d u k  ( HGB) N o . z * 6 l / l > u r i  t e l a h  dipe*»  

v a h  m e n j a d i  o e o j i M p i  S e r t i f i k a t  y a n g  a n t a r a  l a i n  S e r t i f i k a t  —  

HGB. N o . / J 9 b i > /  u u r i  Kepa y a n g  d i d a l a m n y a  m e n c a k u p  t a n a h  G i r i k  -

C.  NO.  ; ------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

B a h w a  G i r i k  y . « n j  d i j a d i k a f l  s e b a j a i  d . j g a r  k e p e m i l i k a n  P e n g g u g a t  

at..»;; I.. 1 n. ■ h y... n m e n j a d i  h * k/m.L.1. L k Te rjjuiy» l - i  y a i t u  G i r i k  C N o .  

'> 11>. .y.ui;; d i . t i i i K a n  :»c L pt:e .ihan d a r i  G i r i k  C. N o . W i ,  Gi -

r i k  m a n a  s e j a k  V.*hun 1 9 7 /  s u d a h  m e n j a d i  ba*;.i.an d a r i  S e r t i f i k a t  

H wo . i+ 6 l /L > u r i  . B a g a i m a n a  m u n g k i n  t a n a h  y a n g  s u d a h  d i p e r o l e h -  

h a n y a  o l e h  T e r g u g a t - I  s e j a k  T a i .u n  1 9 7 ? >  o l e h  P e n g g u g a t  d i d a l i l  

k a n  t e l , » h  d i o e l i  u a r i  T e r g u g a t  I I  s / d  T e r g u g a t  V I I  d e n g a n  d a  -  

s a r  A k t e  j u a l  b e l i  l a n ^ g a l  2 0  J a n u a r i  k 9 6 d  N O . 0 / | 5 / K B J / J B / 1 9 d o -  

h a l  L i.- )'!>o i .u l  j e l a s »  j e l a s  m e r u p a k a n  h a l  y a n g  « a n ^ a i  m u s t a h i l  —  

Danvjci s e . i n u a m y a  G i r i k  C N o . 3 1 6 2  y a n g  d i j a d i k a n  d a s a r  g u g a t a n -
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o l e h  P e n ^ g u ^ a t  i t u  a d a / b e n a r  a d a n y a  q u o d  n o n  t i d a k l a h  t e r l e t a k  -  

d a n  b e r a d a  d i u t a s  t a n a h  h a k / m i l i k  ' i s r g u g a t - I  y a n g  s a h ,  a k a n  t e t a  

p i  d i t e m p a  t  l a i n  y a n g  m e n u r u t  h e m a t k a m i P e n g g u g a t  s e n d i r i  y a n g -  

t a h u  (  B u k t i  T - l , 1 , 2  ) ; ------------------------------------------------------------ ---------------------------------

ia a n w a  d i t o l a k  d e n g a n  t e g a s  d a l i l  P e n g g u g a t  b u t i r  2 g u g a ta n n y a  —  

y a n g  s e o l a h  o l a h  d io o n g k a r n y a  p a g a r  m i l i k  T e r g u g a t  I  b e r k a i t a n  -  

d e n g a n  a d a n y a  k e p e m i l i k a n  t a n a h  s e n g k e t a  d e n g a n  P e n g g u g a t .  

i> iu o i» t. . k a r n y a  p a ^ a r  t e i a u o l  * i 'e r g u g a t ~ I  a d u la h  s e m a ta  m a ta  I t - r a n a  -  

n e lu n i  k e l u a r  i z i n  d .*< * i l a s  t u n a i  t e r k a i t  b e r k a i t a n  d e n g a n  p e m a g a  -  

r a n  t a n a h  m i l i k  T e r & u g a t - I .  J a d i  sam a s e k a l i  t i d a k  a d a  h u b u n g a n -  

u a n  k a i t a n  d i o o n g k a r n y a  p ^ g a r  d e n g a n  k l a i m  P e n g g u g a t s e b a d a i  p e -  

a i l i K .  a t a s  t a n a h  i; e t i c k e t  a  ; ---------------------------------------------------------------

b a n w u  o l e h  k a r e n a  d e m i k ia n  a p a  y a n ^  d i u a l i l k a n  o l e h  P e n g g u g a t  —  

d a l  'in g u g a t a n n y a  b u t i r  3 y a n g  m e n y a » a k a n  b a h w a  * e r g u g a t  I  t e l a h -  

i n e la k u k u n  p e r b u a t a n  m e la w a n  h u ku m  sa m a  s e k a l i  t i d a k  d id a s a r k a n  -  

p a d a  f a k t a  h u k u m  y a r .g  b e n a r  d a n  a l a s  h a k  y a n g  s a h ,  s e h in g g a  h a r u s

h d i t o l a k  ; ------ -------------------------- ----------- --------------------------------------------------------------------------

•..Uj.al .1 Lid.ik p<M'n-.ih iOi'\.ikuk.iii pcrbua I.. ■) i li uK mu ri.» lam­

e n t  u k  apap u n  t c i ‘h-»d-ip P tfn g g u g -a t a t a s  penguasaan tanah  s e n g k e ta  

ia o a . - i i ' - A a a  p.ia.i o j . v t i - b u k w i  o t e n t i k  yang s -h  y a i t u  oerupa S e r t i -  

l iK . i t  iiviu no./v>1 J o  J u r t i i ’i k a t  H013 fto.3%!i/i>urj K e p a  y^ng d i p e r ­

o l e h  Haknya d - r i  T e rg u g a t  I s e j^ k  tahun  ly ? 7  , ( iSukli T . 1 -1 ,2 )

oa iiv ic«  o.l.e*» I t . r u i u i  a p a  y a n g  m e n ja d i  d a s a r  t l . . n  la n d a s a n  h u ku m  g u g a  

t a n  P e t i^ g u ,  a t  t i u » k  d i d a s a r k a n  p u d u  f a k t a  f a k t a  h u ku m  y a n ^ , b e n a r  

m a k a  t e r h a d a p  d ^ I i L  » lan  t u m .u L . u i  ¿■’e n g g u g a l  b u l i r  i* tU-*n 1? h a r u s  -  

l a h  d i t o l a u .  d a n  d i k o a a n ip in g k a n  ; ---------------- ------------------------------ ------------ -  ----------

b j i i w -  d e .M i.v x a n  p u l.<  p e rm o h o n a n  g a n t i  r u g i  m a t e r i i l  d a n  I m m a t e r i i l  

y a i if - .  u i t u n t u l  u  It-.:» s-'enj .̂Uiiat d ;» ], .m b u t i r  6 ,  d a n  t u n t u t a n  u n t u k  — 

:n i j in o . ijw . i-  u - . u ;  p - k u a  u « j i ja g a iin u n - j  d a l i l  P e n g g u g a t o u t i r  7 k a r e n a  —

t  n» ».; ooru  >:: • n;- i»: ) »ii i l i l j l a k  (Km dik«»;-mipiniik.in; -----------------------

uiAti'uu L e i  i u d j p  p o '. i i iu h o iK » n  p e n g g u g a t  a g a r  t e r h a d a p  ta n a h  s e i» , . k e t a -
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d i l e t a k k a n  S . it« .  « M a in a n  d a n  T u n t u t a n  a g a r  P u * u a a n  d a la m  p e r k a r a  

i n i  d c ip t iL  d i j a l a i . k a n  t e r i e o i h  d a h u lu ,  k a r e n a  c id u k  b e r d a s a r  h a ­

r a « ' l a n  u i t o l u k  d<*u d ik e s a m p in g k a n  ; -----------------------------------------------------------------

JJ. v Lirti*i it Parta i  :

u c in v .u  a p a  y a U ii ’ t e l . i h  d ik e m u k a k a n  d a la m  b a g ia n  K o n p e n s i ,  m o h o n  d i  

a n g g a p  t e l a h  t e r m a s u k  d a n  m e r u p a k a n  b a g ia n  y a n g  t i d a k  t e r p i s a h —  

l u n  d a la m  b a g ia n  K e k o n p e n s i  i n i  ; -------------------------------------------------------------------------

iJ a n w a  i 'e n / ^ - . u i ja t  i< e k o n p e n s i  a d a la h  p e m i l i k  y a n g  s a h  d a n  s a t u  s a t u  

n y i*  a t a s  t a n a h  u o n , , k e ta  y a n .- ; t e r l e t a k  d i  K e lu r a h « n  D u r i  K e p a ,  K e c  

K o o o n  «Jeruk J a k a r t a  J J a r a t ,  s e s u a i  d e n g a n  S e r t i f i k a t  H a k  G una B a ­

n g u n a n  i l o .3965  y a n g  d i t e r b i t k a n  p a d a  t u n g g a l  2<j « J k to b e r  1 9 %  o l e h  

K a n t o r  P e r t a n a h a n  ¿ o m u ia d y a  J a k a r t a  B a r a t ,  S e r t i f i k a t  m ana m e ru p a  

k a n  p c > : i is a i ia n  d a r i  S e r t i f i k a t  H a k  Guna B a n g u n a n  M o . i j iM . / D u r i  y a  n #  

d i t e r D i t k ^ n  o l e h  K e p a la  S u o  d i r e k t o r a t  A g r a r i a  J a k a r t a  l i a r - t  s e k a  

r « n g  K a n t o r  P e r t a n a h a n  J a k a rT .a  i> a r a t  t a n g g a l  7  J u l i  1 9 ? V  ; ----------------

( b u u t i  P n - 1 , r. ) ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
l

\B a n v ; a  T e r f , u g a t  ^ e k o n p e n u i  / P e n d u g a l  K o n p e n s i  t e l a h  m e n g a k u  s e b a -  

^ k a i  p e m i l i k  a t a s  t a n a h  s e n g k e t a  G i r i k  C N o .3 1 6 2  ( p e c a h a n  d a r i  —  

li i r i k  C w o ,  43** ) d e n g a n  m e n d a s a rk a n  ju d a  Akte J u a l  « a l i  t a n g g a l -  

¿1) J a n u a r i  19w»6 f t o . 0 4 i> / K i i J / J B / 1 9 d d  y a n g  d i b u a t  d ih a d a p a n  UH J .  MOH A 

pia l»  w l w m n ,  C a m a t «M juon J e r u k  ; ---------------------------------------------------------- ---------------------

HaHwct d a l i l  T e r g u g a t  “ e k o n p e n s i / P e n g g u g a l  K o n p e n s i  t e r s e q u t  d i  —«
u ta s . ;  a u a i . i h  t i u a k  b e n a r  d a n  t i i U . k  b e r d a u a r  a t a s  h u k u m . i o r j , U ; \ a l  -  

K e K u n p e n s i /  P c n g g U o a t K o n p e n s i  h a j iy a  m e n g a k u  n ^ a k u  s e o a g a i  p e m i -  

± 1 k  l a n u n  s e n g k e t a ,  s e b u o  t e l a h  j e l a s  j e l a s  t e r b u k t i  ca h w a  peme -  

g a . ig  h « k  y a n g  s a n  U a n  s a t u - s a t u n y a  a t a s  ta n a n  s e n g k e ta  a d a la h  —  

P e n g g u g a t  K o k w j ip e n s i /  T e r g u g a t  I  K o n p e n s i ,  s e s u s i  d e n g a n  S e r t i f i ­

k a t  u j b  iv lo . / * G l/  u u r i  J o  S e r t i f i k a t  1UJ13 N o .3 9 i> 5 / ^ uJ ' i  K e p a ; — ---------------

i ia i iw c  U v .l.a n  s e r t i f i k a t  I k lo  N o J u v l / D u r i  d i s e b u t k a n  s e c a r a  j e l a s  Ta 

n a h - t a n a h  d e k a s  M i l i k  A d a t  mana y a n g  te r m a s u k  k e  d a la m  S e r t i f i k a t  

U ; r : ; i M i n l  , Y .m , .  ( ; a | . . h  1 ¡ a lu n y a  a d a la h  T a n a h  H i i i k  A d a t  C .N o . i |3 < t ,  - -  

s e h i n ,  g a  d e n g a n  u e m ik ia n  t e r b u k t i  bahw a  h a k  a t a s  t a n a h  t e r s e u u t  -
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te . lc tn  b e r a l i h  k e r-a d a  P e n g g u g a t R e k o n p e n s i / ' i 'e r  s ru g a t K o n p e n s i / T e r

ü u g a t  I  K o n p e n s i  s e j a k  ta n u n  1977 ----------------------------------------------------------------------

B e rn ia  d e n ¿ a n  m e n g a c u  p a d a  f a k t a - f a k t a  h u k u m  t e r s e u u t  d i  a t a r : ,  -

j e j . c s  o a tiw a  d a l i l  ' i e r g u g a t  R e k o n p e n s i /  P e n g g u g a t  K o n p e n s i  y a n ¡ j -

itieiij.aKU s e o a g a i  p e m i l i k  t a n a h  s e n g k e ta  b e r d a s a r k a n  A k ta  J u a l  Be

l i  lN O . O i t > / K o J / J i i /19dÖ t a n ^ f u l  20 ° a r . u a r i  19Ö8 d a r i  T e r g u g a t - I I -

s / d  ■‘■ e r .o u g a t  V I I  a d a la h  m e n g a d a  a d a  d u n  t i d a k  b e n a r  sa ína  s e k a l i

s e b a b  P e n g g u g a t  K e k o n p e n s i  / T e r g u g a t  I  K o n p e n s i  t e l a h  in e ra e g a n g -

h a k  a t a s  t a r u h  m i l i k  /v d a t C N o . ¿*34 y a n g  m a s u k  k e  d a la m  S e r t i f i

k a t  H a k  J u n a  B a n g u n a n  N o . 3 9 6 5 / D u r i  K e p a  s e b a g a i  p e m is a h a n  d a r i -

S e r t i f i k a t  l la k  t iu n u  B a n g u n a n  N o . l f b l / D u r i ,  j a u h  s e u e lu m  a d a n y a  -

J u a l  l i e i i  a n t a r a  T e r g u g a t  K e k o n p e n s i /  P e n g g u g a t K o n p e n s i  d e n g a n

T e r g u g a t  I I  s / a  T e r g u g a t  V I I  K o n p e n s i  ; --------------------------------------------------------

6 f B a n w a  t i n d a k a n  T e r g u g a t  K e k o n p e n s i /  P e n g g u g a t  K o n p e n s i  y a n g  m e -

‘ '  u ¿aku u0aku st' ua j . ú  pem il ik  lunah j o l a s - j e l a s  murup-»kan UerDua-

t a n  M e la v ia n  H ukum  y a n g  s a n g a t  m e r u g ik a n  P e n g g u g a t  H e k o n p e n s i /  —

i  .  V - r V r e r g u ^ a t  'i K o y e n s i ,  s e u a b  ta n p a  a l a s  h a k  y a n g  s a h  t a l a h  m e n g a k u  rj;VW V¿.\
) 5 í l¿ ,a k u  s t i b a “ ; ‘ i  p e m i l i k  l a  n a h  y a n g  b u k a n  m i l i k n y a  i n  c a s u  ta n a h  -

k*¿r-£ I S l
rt ' i i , . ;u, .yH l 'Okonpum.i/Turgu^al  1 i\oiipcn:;i , -------------------------------

£  »’V
Dalv.vu s e ü - ¿ a i  a k i  u a t  d a r i  a d a n y a  p e r b u a t a n  M e la w a n  Hukum  y a n g  -  

d i l a u u k a n  o l e h  T e r g u g a t  K e k ü n p e n ü i / í 'e n g g u ^ a t  K o n p e n s i  , P e n g g u ­

g a t  K e k o n p e n u i /  T e r £iu g a t  1 K o n p e n s i  t e l a h  m e n g a la m i k e r u g i a n  —  

y a n t, m e n i in o u lk a n  h a k  b -» g i p e n g g u g a t  R e k o n p e n s i / “ e r g u g a t  ‘I  K on -

p e n s i  u r . t  :m  m w iiu r it  u t  g a n t i  r u g i  s e b a g a i  b e r i k u t  : --------------------------------

a .  K i^K U ^ lA H  ¡■uy r ^ k i i _ L  :

uafiwa dengan adany<t pü rivera aquo, »'enggugat Re k o n pe n:; i  /T e r  gu 

g a t  I Konpensi t e l a h  mender i ta  kOl'U^i^n a e o a ^ j i  b e r ik u t  ;

-  l i i ay a  un tu k  mengurus p e rk a ra  aquo dan biuya Pengacara se  

u ' .yu r  i\p. luu.OOtj .O!;o,-  ( s e r a t u s  j u t a  ru p ia h  ) ; -------------

i '- .n w a  ta n a n  ¡ iB n ^ k o t ^  m e ru  palu« n l a n u l i  p r o d u k t i f  y a n g  s e y o g y a -

n y a  d a p a t  d i  p e r . - .u n a k a n  o le h  P e n g g u g a t K e k o n p o n s i . T e r ^ u g a t . I

K o r i p i i i i o i  d a l j i o  m e n g e m b u s k a n  u s a h a n y a ,  nam un o le h  k~» rena  a d a  

,s u , ,a L . jn  d a  .Lau p o r k a r a  a q u o  P e n g g u g a t R e k o n p e n s i /  i  e r  g u g a t.

I i \ «* 11 1 • 11:. i mrii.j.Hli I. i i l i U  t i • i ; v i L mu n j.i l . i i i k a  n u :;- iiia  i l c i i g u n --------

i ä i i c a r ..................../ 1 ?

'J
J
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l a n c a r ,  s e h in g g a  d e n g a n  a d a n y a  h a m b u ta n  i n i  P e n g g u g a t  k e k o n

p e n s i / ' * ' e r  g u g a t - I  K o n p e n s i  m e n g a la m i k e r u g i a n  s e o e s a r  : ------------

K 'p . 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , - (  l im a  m i l y a r  r u p i a h  ) ; ----------------------------------------

b .  K K r iU u lA U  IMMiiTKrtllL

ü in w a  d e n g a n  a d u n y a  g u g a ta n  d a la m  p e r k a r a  a q u o ,  P e n g g u g a t  —  

k a k o n p o n u i  t e l a h  m e n g a la m i k e r u g ia n  i n u o a t e r i i l  y a n g  a n t a r a  -  

l a  Ln a d a l a h  t e r g a n g g u n y a  k o n u e n t r a s i  d a la m  m e n ja la n k a n  u s a h a  

d a n  h i l a n g n y a  k e p e r c a y a a n  r e l a s i - r e l a s i  P e n g g u g a t  K e k o n p e n s i  

J u m la h  k e r u g i a n  i n i  t i d a k  d a p a t  d i s e b u t k a n  s e c a r a  t e g a s  ju m ­

l a h n y a  n a m u n  y a n g  p a s t i  ju m la h n y a  t i d a k  k u r a n g  d a r i  : -------------- --

k p .  1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  (  s e p u lu h  m i l y a r  r u p i a h ) ; ------------------•--------------

K«jj-Uj;ian mana ha rus  d i b a y a r  o leh  Tergugat “ cltonptjn.'ii/Penggu­

g a t  Konpenui s e c a r a  t u n a i - s e k e t i k a  dan s e k a l i g u s  ; -----------------

M a k a  b e r d a s a r k a n  u r a i a n - u r a i a n  d a n  a la s a n  a l a s n  h u ku m  d i  -  

a t a s  b e r k e n a n  k i r a n y a  K a n g  T e r h o r m a t  M a j e l i s  H a k im  d a la m  p e r k a r a  — -

sa.QUO intim u t u s  n a n  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DalaN KOHP^HSl : 

lJ o L A l l  ;

-  i 'U . - n g a o u lk u i i  E k s e p s i  T e r g u g a t  I  s e l  u r u n n y a  ; ----------------------------- _̂_

D .tL .n -1 P k U V I S I  :

-  M e n o la k  t u n t u t a n  P r o v i s i  P e n g g u g a t  K o n p e n s i .  T e r g u g a t  K e -

k o n [> e n ; : i  s e l u r u h n y a  ; ----------------------------------------------------------------------- .-----------

Da L o m  Pu Ku K P iJItK oH A  :

-  H e u o la k  g u g a t a n  P e n g g u g a t  K o n p e n s i  s e lu r u h n y a  a t a u  s e t i d a k

t i d a k n y a  d i n y a l a k a n  t i d a k  d a p a t  d i t e r i m a  ---------------------------------------

Da  L-»H Kfc’uOH i- i^ M ;il :

-  M e n g fe to u lk a n  g u g a ta n  P e n g g u g a t R e k o n p e n s i / T e r g u g a t  I  K o n p e n

s i  u n t u k  s e l u r u h n y a  ----------------------------------------------------------------------------------------

-  M e n y a - a k a n  b a h w a  P e n g g u g a t  k e k o n p e n s i  a d a la h  p e m i l i k  a  t  a s ­

t a n a  l i  ¿ ¡u i ig k e U i s e s u a i  S e r t i f i k a t  H UU. N o . i f b l / D u r i  J o .  Mo 

396S > / l iu r i  ^ e p a  ; ---------------------------------- ------------------------------------ ------------------------

-  Menyatakan bahwa. __ / I A
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-  M e n y a ta k a n  b a hw a  * e r t , u g a t  K e k o n p e n s i /  P e n g g u g a t  K 0 n 0 e n s i _

t e l u h  m e la k u k a n  p e r b u a ta n  m e la w a n  h u k u m  -----------------------------------------

-  M e n y a ta k a n  « ik te  J u a l  t > e l i  H o .O U 5 /K B J /J B /1 9 d d  t a n g £ = i i  20 -

J a n u a r i  I 9 t i0  y a n g  d i b u a t  d ih a d a p a n  D R S . MUHAHAD W IS M A N , -  

C a m a l Ke b o n  J e r u k  a d a la h  t i d a k  s a h  d a n  t i d a k  m e m p u n y a i ~  

k e k u a t a n  h u k u m  ; -------------------- -------------- — — - - — --------------------

-  M e n y a t a k a n  b a h w a  O i r i k  C *■<>. 3 1 6 2  a t a s  nam a T e r g u g a t  K e

k o n p t e n s i / r e n g j;U |g a t K o n p e n s i  t i d a k  s a h  d a n  t i d a k  b e r k e k u a ­

t a n  h u k u m  ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ —

-  M e n g h u k u m  T e r g u g a t  K e k o n p e n s i .  r e n g g u g a t  K o n p e n s i  u n t u k  -

r a - . in o a y a r  g a n t i  r i g i  m a t e r i i l  d a n  i r a m a t e r i i l  k r p q d a  P e n g g u  

g a t  K e k o n p e n s i .  T e r g u g a t  I  K o n p e n s i  s e b e s a r  : ----------------------------

-  « n i t i  M u g i M u t c r a i i l  a e b e s a r  N p , | ) . 100. 000. 000, -  (  l im a

m i l y a r  s e r a k u s  j u t a  r u p i a h  ) ; ------------------------------------------------------------

-  O u n t i  r u ^ i  I m m a t e r i i l  s e b e n a r  *<p. 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , -  ( s e ­

p u lu h  m i l y a r  r u p i a h  ) ; ------------------------------------------- ---------------------------------

s e c a r a  t u n a i  (Ln s e k a l i g u s  . ---------------------------------------------

l jn  l , . ' h  i\U'< I  DivN_U K K u illfo H i» ! :

-  M e n g n u k u c i P e n g g u g a t  K o n p c m s i / T e r g u g a t  H « -:ku n p e n « i u n t u k  —

m ./t iio . i,y u i‘ b i a y a  p e r k a r a  ; ------------- ------------------------------------ ------- -------—  -  —

M e n im b a n g ,  b anw a  t e r h a d a p  g u g a ta n  P e n g g u g a t  t e r s e b u t  T e r g u  -  

6 a t  I I , I I i . , I V ,  V , V I  d ^ n  V I I  t i d a k  m e n g a ju k a n  J a w a b a n n y a ,  k a r e n a  m e re ­

k a  t i d a k  n a u i r  d a la m  p e r s id a n g a n ,  m e s k ip u n  t e l u h  d i p a n g g i l  r ie c a r a  pa  

t  u t  ; ---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W e n im o u n j i ,  o a iw a  P e n ^ f .u g a t  m e n g a ju k a n  k e p l i k  p a d u  s i d a n g  t g l

I V  i ' i e i -  « J 0 0 1 , d a n  T e r ^ u ^ a t - I  m e n g a ju . .a n  D u p l i k  p ^ d a  s id a n g  t a n g g a l —  

j ) l  i » e i -  2 0 0 1 ,  s e u a i i ( . k a n  T e r g u g a t  1 1 , 1 . 1 1 , I V , V , V I  d a n  V I I  t i d a k  m e n g a ­

j u k a n  D u p l i k  ; ----------------------- ---------  -------  ------------------------------------------------------------------------------— -

M e n im b a n g ,  bam va  u n t u k  m e n g u a k k a n  a t a u  m e m b u k t ik a n  d a l i l - d a ­

l i l n y a  P e n g g u g a t  t e l u h  m e n g a ju k a n  b u k t i - b u k t i -  s u r a t  y a n g  b e r u p a  f o ­

t o  c o p y  y a n 0 t u l . * n  d i b u b u h i  b e a  m a t e r a i  c u k u p  s e o a > ra i b e r i k u t  : -------- --

i .  r t k t e  J u a l  b e l i  N o .0 < * 5 /K t t J / J B /1 9 o i l  t e r t a n g g a l  2 0  J a n u a r i  1 9 6 8  ( b u k

t i  F - l  )  ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• • ijlUiA.t- Ko l t'i\inuan/ 1
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?. S u r a t  K e t e r a n g a n  I n s p e k s i  I - u r a n  P e m b a n g u n a n  D a e ra h  J a k a r t a  P u s i t  

/ B a r a t  N o . K lS  4 2  ' j . .  J  WPJ .1 0 /K 1 3 1 0 6 /1 9 d < J  t a n g g a l  ?.J> M a r e t -  l g t f t i -  

a t a s  n a m a  H lH D a t f r O  tiO VEKT T aH T U LA K  (  B u k t i  P -  2  ) ; ---------------------------------

S u r a i  k e t e r a n g a n  Ke p a l u  K e lu r a h a n  D u r i  K e p a  N o . M | / 1 . 7 1 1 . 0 1 ,  t g l -

2 7  P e b r u a r i  2 0 0 1  (  B u k t i  P - 3  )  ; ---------------------------------------------------------------------------

i j .  S u r a t  p e r n y a t a a n  I r ,  A M lL ld S H A M lD  J a b a ta n  ,ve p a la  B a g ia n  J i id a n g  -  

[ T a n a h  P i ' .  M t.'i’K o P O L lT iu N  uKVuLUPM EN t a n g g a l  6  F e b r a i  1 9 8 1  (  d u k t i -  

P-4 ) ; ------------------ — ...................................- --------- ------------------------------
5 .  S a l i n a n  s u r a t  P e n e ta p a n  / F a t w a  N o . 1 4 9 / 0 / 1 9 8 2  t e r t a n g g a l  3 0  N opera

b e r  1 9 0 ^  d a r i  * l m .  H U A a iM  M N  LOYO ( B u k t i  P - b  ) ; -----------------------------------

6 .  S u r a t  P e r n y a t a a n  t e r t a n g g a l  1 4  D e s e m u e r 1 9 3 7  d a r i  : H .D E rJ S W G , -

J .  h .  3 .  H . AMSrtK, 4 .  H .  M A S E N IN , 5 .  H .A M S IK , 6 . H . A T Ja D

(  b u k t i  P - 6  ) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 .  S u r a t  K e t e r a n g a n  L u r a h / K e p a la  D esa  D u r i  K e p a  K e c .  K e b .  J e r u k  W i l  • 

J a k a r t a  o a r a t  N o , 0 3 / 1 . 7 1 1 . 1 .  t a n g g a l  lt>  J a n u a r i  1 9 y » 3 ( b u k t i  P - 7 ) .  

t o i t a r  K e t e r a n g a n  O b y e k  S e n g k e ta  U n tu k  K e te t a p a n  IP E D A  S e k t o r  P e r

!.S N ^ V o t a a n  K h u s u s  D K I wa k = » r ta  N o .C .3 1 o 2  N o . B . 1 4 0 9 2  t a n g g a l  21* M a r e t -

__ jJ9cS<J a t a s  n am a  H I h U.i KTO HOVk KT TAH I'U LAH  (  B u k t i  P -tJ  ) ;

I I n
W  £  j  M e i i i t n u a n g ,  b a n w a  d is a in p in g  b u k t i -  b u k t i  d u r a t - s u r a t  t e r s e
i y

o  n  t  « l i a t a  a  r  i ,c i : ; >r .u ,- .a t j u g a  m o n .'.hada  p k u n  2 ( d u a )  o r a n ^  s a k s i  y a n g  t e -  » 

l u h  d i d e n g a r  k e t e r a n g a n n y a  d io a w a h  su m p a h  y a n g ' p a d a  p o k o k n y a  m ^ s in g

inat.ifiji uierieran»,kaii ;;»:i>a/.*i b e r ik u t  : ------------------------ ------------- ------------

i . e  t e r a n  ¿ a  n__s a k n i  n .  H »vS ik  : *

-  CiaiiVo iii>Ki.x 'I'j/i i'jT-j J.'y'j 1. 'J •> li 1 i'J :ik ¡ f i t  li <i (. > j m t'/i /i l'Vi

n i ^ i ,  f j t r i  -jtii i u. r t l  tiu-UK L;------------- -----------------------------------

-  b a h w a  a d «  y a n g  b e rn a m a  HAKYONO y a n g  m e n y a ta k a n  H . D L Y JE N J  m e n ju a l

t a n a h  s e l u a s  3 0 0 0  M i’ y a n g  t e r l e t a k  d i  K p .  D u r i ; ----------------------- -------------—

-  b a n w a  a a k s . l  t i d a k  m e n g e t a h u i  b a ta s  b a ta s  ta n a h n y a  ; ---------------------------------

-  b a h w a  s ^ k s .L  h a n y a  m « n g e t u h u i  bahw a  ta n a h n y a  d e k a t '  j a l u n  T o l  ; — —

-  b a m v a  j u u l  n e l i  t e r j a d i  p a d a  t a h u n  196d d e n g a n  h a r g a  H p . 3 0 .0 0 0 .0

0 0 0 , -  (  l i g a  p u lu h  j  j  La r u p i a h  ) ; ----------------------------- -----------------------------------------------

S e t e la h  d i b e l i ....................... / l o . -

/
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- lo -

-  o e t e l ; * n  d i b e l i  d i p o n d a s i  o l e h  H IN D a KTO  ; -------------------------------------------------------

-  b a u iv a  l u i K t l i  i t u  s - u n p a i  s e k r a u , - ;  u ju s ih  k o s o n g  ; --------------------------------------------

-  b _ n w a  j u a l  o e l i  d i b u a t  y a n g  s a k s i  t a h u  d a r i  M a n d o r  H u a d i  ; --------------

-  b a h w a  u a k . s i  m u u d u k o m i s i  a t a s  p e n ju a la n  t a n a h  t e r s e o u t  s e b e s a r

2 i  % d a r i  h a r g a  ; ------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------

_  b u n w a  s a k s i  m e n d a p a t  k o m i s i  s e t e l a h  s a t u  m in g g u  j a d i  a k t e  ; -------------------

-  b a h w a  s a k s i  t i d a k  m e n g e t a h u i  a d a n y a  o r a n g  l a i n  y a n g  k e b e r a t a b  ;  —

-  b u n w a  p a d a  w a k t u  t a n a h  i t u  d i b e l i  t i d a k  a d a  p la n g  d a n  j u g a  t i d a k -

a c ta  p o n d a s in y a  ; ---------------------------------- ------------- --------------------— -------------------------— ---------

-  b a h w a  t a n a h  i t u  b e r u p a  G i r i k  d a n  a t a s  nam a H, MU ASIH No.  C .i+ 3 ^ « **

-  b u  h  v/u H ,  . r i J r t J lM  a d a l a h  o r a n g  t u a  d a r i  A e r g u g a t  I I  s / d  V I I ; --------------------

-  b a h w a  u a k i j i  t i d a k  m e n g e t a h u i  » o a l  p e m b e b a s a n  T a h u n  1 9 7 7  ; ---------------- --

K i£ i¿ K m ! \i« ih  S a K S l : S iv T IH l  H . J  OBOR :' •— ~t-m- - -» - ^
-  b a h w a  s a k s i  k e n a l  d e n g a n  P e n g g u g a t  d a n  T e r ^ u ^ t  a k u n  t e t a p i  t i d a k

• a d a  h u b u n ja i :  f a m i l i  ; '------------------ ---------------- ------------- — -----------r------------------— -----------

-  b u m v a  s a k s i  l a n u  a d a  s e n g k e t a  t a n a h  a n t a r a  P en,.,£U i»a t d a n  Ae r g u g a t

nu« n  ¿sen« i  ' i u i . a n  y a  r  g  t e r l e t a k  d i  K p .  G u c i ; — --------  ----------------------------------  
.;X*t , ..
'f v ^ v b a h w u  s a k t s i  t a h u  m e n g e n a i j u a l  b e l i  t a n a h  t e r s e b u t  K a re n a  d i s u r u t )  

\ \ ^ \
I * f c e n y e  l a  s e i k a n  o l e i i  H im i< » r to  d a n  j u a l  b e l i n y a  d i k e lu r a h a n  : ----------—
J I
h ^ jp a i i \ v a  t a n a h  i t u  T a n a h  u i r i k  Mo .  C .  3 ^ 3  ; -------------------------‘-------------— — - — -

•> » v
W «0 jT  y 'b a h w a  o a t a s  b a t a s  t a n a h  i t u  a d a la h  :

Sn b e l a h  U t a r a  : t a n a h  k e p u n y a a n  H a j i  D liT J iiM iJ

S c o e l a l i  T im u r  : T a r»ah  k e p u n y a a n  H a j i  U EVJk,W O /K l i - l I N .»
S e b e la h  ¿ e K a t a n  ; j a l a n  T o l .

S e b e la h  B a r a t  : T a n a h  k e p u n y a a n  MANDu O TtiW o.

-  U 'i f iw a  t a r u h  y a n g  d i j u a l  t e r s e & u t  s e k i t a r  $000  H k  ; - — ------------ ------------

-  u a t iw u  y a n o  j u a l  t a n a l i  i t u  a d a la h  a n l i  w a r i s  d * r i  Ua j I  MUa S IM  B i n -

L v / i O ; ------------------- --------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  o a n w a  t a n a  n i t u  d i j u a l  l a fci  p ^ d «  t a h u n  19<-d » s « t u b  ta n a h  i t u  d i ­

g a r a p  o l e n  f o a s y a r a k a t  d a n  d i t a n a m i  K a n g k u n g  ; -------------------------------- --------------

-  b « m v i i  s a u s  i  t i d a k  m e n g e t a h u i  s i a p a  y a r i£  m e n g u a s a i ta n a h  i t u  ; --------

~ b a m v -  Lw .ii.• i i  i t u  u a m a j iu i  u  o k a r a n g  m a s ih  k o s o n ^ , ; ---------------------- ------------------

-  b a i iw a  h a r g a n y a  d u l u  y o k i t a r  H p . 1 0 .0 0 0  p e r m e t e r ; ------------------------ -------------

-  iM h w .  t;«  I. »j 1 i l i  t . m . d i  d i. i i r  1 i o l i- 'h  f ,« in i. ;>. i i r .a t  t . u v . l i  i t u  t u t u p  k o s o n f .

-  L 'iliiW i'. . l : i a  i ! i .............../ 1 9 .

i
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-  bunwu ta n a h  i t u  mula mulanya t id a k  d ip a g a r ,  hanya s e t e l u h  'i 'anun- 

iiuuo d ip a , ,a r  ul«-’h l l in d a r to  , akan t e t a p i  sek a ran g  pacarnya t i d a k

ada l a  ¿.i . --------------------------------------------------------------------------------------------

-  bahwa sew ak tu  t e r j a d i  J u a l  B eli a h l i  w aris  d ip a n g g i l  ke K an to r Ke

l u r a h k u  ( a h l i w a r i s  sebanyak 6 orang ) dan dalam ju a l  b e l i  t e r s e -  

u u t  a d a  yang  Cap °erapol dan ada yang tanda  ta n g a n ;-------------------------

-  m engenai pemoayarannya s a k s i  t i d a k  tahu  ; -----------------------------------------

-  b.<nwwt U j i m i i  i t u  t i d a k  a d a  y a n g  ja g a  ; — ------- ------------------ -------------------------—

Menimbun g, uanvja untuk menguakkan a t a u  membuktikan Jawaban 

■■■ertjinsat-I te l.*h  mengajukan b u k t i  s u r a t  s u r a t  berupa f o to  copy yang

t e l u h  d ib u b u h i  bea in a te ra i  cukup seb ag a i  b e r ik u t  : -----------------------------

1 .  l i o r l i f i k a l .  liak Ouna oa n guna n No.itol K el. Duri ( o u k t i  ' i ' . l - l  ) ; -----

S e r t i p i k a t  K Tanda liuk t  i  ‘lanah  ) Hak Ouna Bangunan No. yjG$ K e l.

O u i i  K up .»  K e c .  K e u o n  Ue r u k  J a k a r t a  " a r a t  (  l i u k t i  T . \ . 2 a  ) ; -----------

3 .  K ep u tu san  K epala  K antor Wilayah Badan ‘ e r ta n a h a n  N asional Daerah 

Knususi iu u  ¡\ota ° a k a r t a  No.G2dA-.’3-5i>0.2-09.03 -2001 (B ukti T.12b 

k . u u r a t  b e rn y a ta a n  Melepaskan Hak a ta 6  Lunah ta n g g a l  29 /'9/1975 ( -

b u k t i  T .  L. ) -----------------------------------------------------------------------------------------------

T u r u n a n  ^ u tu o - ^ n  N o .  ̂ b ^ / P D x ‘/ / j o  H o f C S ^ P P T / a /  1 9 9 3 /P W  .J K T .  B A H -------

t . . i n 0 r , a l  l u  J u n i .  Iy9<j ( b u k t i  T . 1.1* ) ; ----------------------------------------------------

M e ii. i ,u b a n ;.,, u a n w a  T u r g u g a t - l I , I l I , I V , V , V I  d a n  V l l  t i d a k  m e­

n g a j u k a n  b u k t i - o u k t i  d a la m  p e r s id a n g a n  ; --------------------------------------------------------------

H u i i i . n b c n g ,  banw u  T e r g u g a t ,  I , I I , I I I , I V , V , V I , d a n  V I I  t i d a k  

a e n ^ a  j u t u m  s ^ k s . i - s a k s i  d a la m  p e r s id a n g a n  ; ______________________________________

i'i» ii) irn t> a n ,; , b .m w u  s o l . i n  j u t n y a  P im ^ .U i-.a  t  d a n  T e r . - . u / t a t - I  mang« 

j u k a n  K e s im p u la n  p a d a  s id a n g  t a n 6 l_ ,a l 30 J u l i - 2 0 0 1 ,  s e d a n g k a n  T e r g u -

C.at i i  , 1 1 1 ,1 V, V, VI dun VII t id a k  mengajukan Ke.-iiin pulaunya ------ —

M e n i in b jn g ,  iw n w a  u n tu k  m e n y in g k a t  p u tu s a n  i n i  d i t u n j u k  p a i 

b e r i t a  a c a r a  p e r :> id a n g a n  d i a n L-,gap t e l a h  t e r m u a t  d a n  m e n ja d i  b a g ia n  

y a n g  t i w u k  t e r p i s a h k a n  d u r i  P u tu s a n  i n i  ; ----------------------------- — -----------— -------—

' 'leuimuans, bahwa akh irnya  kedua belah  p ihak  yang berperka  

r «  m o h o n  Wutusci t .nya  ; ------- ----------------------------------------------------------------- ------ — —

TKNT.mia PKKT IH bn n vJaH HUKUMNYA/.
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TfirfrAMG Pr.'i'i'JTMBfi.’i GAN HUKUMNYA

PaLaH EKSj^jT ;

Menimbang, banwa ' i e r g u g a t - I  dalam mengajukan jawabannya se  

k a l i  gus rae n,majukan E k se p s i  yang pada pokoknya menyatakan Gugatan — 

i 'angguga t t i d a k  j e l a s  ( Uoscuur L iu e l  ) ,  dengan a l a s a n  dimasukkan -  

nyu T erg u m u l,  I I , 1 1 1 , IV,V,VI dan VII s e b a g a i  p ihak  t i d a k  j e l a s  r a n g  

k a i a n  p e r i s t iw a n y a  yang m e lan ta rb e la k a i ig i  apa  da» bagaimana k a i t a n -  

hubungan yang  m erug ikan  d i ta n a h n y a  Tergugal- 'i 'u  r  gugat t e r s e b u t  dalam 

perk;-.ra i n i  meirpunyai a r t i  T e rg u g a t-T e rg u g a t  t e r s e b u t  t e l a h  m elaku­

k a n  s u a t u  peroua t.tr .  yang m elanggar( m erugikan) kepen tin g an  hukum — 

P en g g u g a t  ; ---------------------------------- --------------------------------------------------------------

Menimbang, bamva a t a s  E k sep s i  t e r s e b u t  d i a t a s  Penggugat -  

da lam  « e p l ik n y a  membantah dan menanggapi dengan menyatakan yang pa­

di: pokoknya t'eJ>o:.'u.\»a t  mengajukan gugatan  te rh a d a p  T ergugat I I , I I I , -

I V , V , V I  d ^ n  V I I  s a n g a t  j e l a s  a l t t s u n n y u ,  k a r 'o n a  T e r g u g a t  I I , 1 1 1 , I V  -

V, VI dan V II a u a la n  s e b a g a i  p ihak  d a r i  mana tan ah  sengktita b e r a s a l  -  

f \ t « u  d i b e l i  Oleh Peii.,gu;;at , inaka Penggugat t e l a h  menempatkan H a j i -

n .io l  SEiit;.., HAJI AttSAh, HaJ I  MASENIN, HhJ I  aHSIH ,H A J I ----

■#} D s e o - tg a i  p ih ak  dala... p e rk a ra  i n i  s e b a g a i  T ergugat : I I , 1 I I , I V , -  

Vv VI dc>ii V II un tuk  membuktikan bahwasanya Penggu a t  membeli tu n a h -  

seiifeketu  a d a l a h  d a r i  T e rg u g a t , I I , I I I , IV,V,VI dan VII halmana t e l a h -

d i t e g a ^ k a n  dai«,m guwa t a n  Penggugat ; ------------------------------------------ ----------

tfeuimoang, banwa s e t e l a h  m e n e l i t i  Eksepsi yang diajjukan -  

o l e h  'J-orj,u .,av-i dan tanggapannya yang d ia ju k a n  o leh  Penggugat, Maje 

l i s  i ia i', i  m b e rp e n d ap a t  uimasukannya Tergugat : I I , I I I , I V ,  V, VI dan VII 

ad a i.» n  ¡sudah l e p a t ,  k.-rena h a l  t e r s e b u t  akan d i ja d ik a n  d>jsar o le h  -  

H i»,,gu;.a t u n tJ k  membuktikan tan ah  obyek sengketa  ad a la h  d ip e ro le h  -  

d a r i  T e r c . u ^ -  : I H »  I v » v » V1 dan VI1 » meskipun h a l  t e r s e b u t -

ak u n  d ip e r t im b a n g k a n  dan t e l a h  masuk dalam pokok perk.«ra , o leh  k a ra  

n n .y a  tiki;opsi ‘i’e r g u ^ a t - I  t e r s e b u t  ad a la h  t iu a k  b e ra la sa n  dan harus*

i a h  d i t o l a k  ; -------------------- ----------- ------  ~ ' ’ - - - - -

MiMiiiuliuiig, bauwa diuamping i t u  T e rg u g a t- I  dalam Jawabannya
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b a g i a n  y a n g  t i d a k  t e r p i s a h k a n  d a n  d i a n g g a p  t e r m a s u k  da lam  p e r t i m -  

g a n g a n  i n i  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

M e nim bang ,  baliwu d a la m  g u g a t a n n y a  P e n g g u g a t m e n d a l i l k a n -  

y a n g  p a d a  p o k o k n y a  P e n g g u g a t  a d a l a h  p e m i l i k  s a h  a t a s  s e b i d a n g  t a ­

n a h  ( t a n a h  k c s o n g  ) Hak M i l i k  Adat  No. C .3162  s e l u a s  3000  M 2 -----

y a n g  b e r a s a l  d a r i  p e m b e l i a n  s e b a g i a n  T a n a h  Hak M i l i k  Adat N o .C .  -  

4 3 4 ,  t e r l e t a k  d i  D a e r a h  Khusus  I b u k o t a  J a k a r t a ,  W i l a y a h  J a k a r t a  -  

U a r a t ,  K e c .  K ebon  J e r u k ,  Desa  D u r i  K epa ,  P e r s i l  3 3 . b . S . I I I  K o h i r -

N o .  C. 4 3 4  y a n g  b e r b a t a s a n  d e n g a n  : ---------------------------------------------------------

S e b e l a h  U t a r a  : d e n g a n  t a n a h  k e p u n y a a n  H. DETJENG.

S e b e l a h  S e l a t a n  : d e n g a n  t a n a h  J a l a n  T o l

S e b e l a h  U a r a t  : dengan t a n a h  kepunyaan MaNDO (JiENG.

S e b e l a h  Timur : dengan t a n a n  kepunyaan  ll.DL'rJENG/-

KIMIH ; ---------------------------------------------------

u n t u k  s e l a n j u t n y a  d i s e o u t  t anan .  .obyek s e n g k e t a  ; ------------------ -p-----------

Menimoang,  baitwa Pen^Ucja t  ju&t m e n d a l i l k a n  pero i l ikan  t a  

n a h  t t * r s e b i i t  d i a t a s  a d a l a h  b e r a s a l  d a r i  P em be l ian  Pen^iJUgat d a r i -  

' T e r g u g a t  : I I , I I I , I V ,  V, VI dan VII  ( a h l i  w a r i s  Alm.HUASIM BIN -  \  f* 'A
«ttOYO ) s e l u a s  3 0 0 0  M2 a t a s  s e b a g i a n  ra nah  M i l i k  Adat C. 434 a t a s ­
ku

ainci a l m a r h u m  MUhSIM diN L O Y O ,b e r d a s a r k a n  Akte  J u a l  b e l i  t a n g g a l -  

2 0  J a n u a r i  19J<i,  No. O t»5 /Kt iJ / J i i / 198d  d i b u a t  d i h a d a p ^ n  DKS.MUHAMAD 

niSMAN, Camat  Kebon ° e r u k  J a k a r t a  B a r a t  -------------- -

Menimoang,  banv/a a t a s  d a l i l  t e r s e b u t  T e r g u g a t - I  iialam J a  

w a b a n n y a  membon t  ah y a n g  pada pokoknya :

M e n y a t a k a n  t a n a n  y a n g  d i k u a s a i  , d i p e g a n g  o l e h  T e r g u g a t  I  a d a l a h -  

t a n a h  y a n g  m e r u p a k a n  Hak M i l i k  T e r g u g a t - I  s e n d i r i ,  s e s u s i  d e n g a n -  

S e r t i f i k a t  Hak Guna Bangunan  N o . 4 6 l / D u r i  y a n g  d i t e r b i t k a n  o l e h  - -  

D i r e k t o r a t  A g r a r i a  J a k a r t a  b a r a t ,  s e k a r a n g  K a n t o r  P e r t a n a h a n  J a  - 

k a r t a  d a r a t ,  y a n ^  mana t a n a h  Hak M i l i k  Adat  G i r i k  C 434 t e r m a s u k -  

d u n  m e n j a d i  bu u i a n  d a r i  S e r t i f i k a t  HGB N0. 46I /  D u r i ,  kemudian  Ser  

t i f i k a t  i n d u k  HGii N o . M i l / D u r i  t e l . . h  d i p e c a h  m e n j a d i  b e b e r a p a  S e r -

I. i l i u . i l .  y. i /•. ; i n I.. i r . i I. > i n ¡;.»rt i f i W.il. Ililll No. 'Wii ' j/Dur i Kcp'i y a n g  <U

d a l a m n y a  m e n c a k u p  t a n a h  G i r i k  C. 434 i --------------------------------------

Menimbang,  banwa. . . / 2 3 . -
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Menimbang,  bai.wa o l e h  k a r e n a  d a l i l  Penggugat  d i b a n t a h  — 

o l e h  T e r g u g a t - I ,  mata» b e r d a s a r k a n  p a s a l  163 HIR, Penggugat  b e r k e ­

w a j i b a n  unl.uk inembukt i  ku n d a l i l  t e r s e b u t  ; -----------------------------------------

M e nim ba ng ,  banwa u n t u k  m em buk t ikan  d a l i l  t e r s e b u t  d i a t a s  

P e n g g u g a t  t e l a h  m e n g a j u k a n  b u k t i  s u r a t  s u r a t  y a n g  d i b e r i t a n d a  P - l  

P - £ ,  P ~ 3 ,  P - 4 , P-5» P-6 , P - 7  d a n  P - 8 ; s e d a n g k a n  b u k t i  P-if , d a n  —  

P - ?  t i d a k  a d a  a s l i n y a ,  s e h i n g g a  M a j e l i s  Hakim b e r p e n d a p a t  o u k t i  -  

P-J* d a n  P - 5 t i d a k  m e r u p a k a n  a l a t  b u k t i  y a n g  s a h  m e n u r u t  hukum ; —

M e n im ba ng ,  banwa b e r d a s a r k a n  a l a t  b u k t i  s u r a t  y a n g  d i b e r i  

t u n d a  P - l  y a n g  t u l a h  d i c o c o k k a n  d e n g a n  a s l i n y a  y a n g  b e r u p a  Akte 

J u a l  o e l i  N o .0 4? /K iSJ / J iV l98v>  t a n g g a l  ?.0 J a n u a r i  1968 d i b u a t  d i foa -  

d a p ^ n  P e j a b a t  Pembuat  n k t e  T a n a h (  Camat)  Keoon J e r u k  DPS. HOHaMaD 

'n l:JM/wN, P e n g g u g a t  t e l a n  m em be l i  t a n a h  Hak M i l i k  Adat  Nu.C.  1+34, -  

D e s a  D u r i  ke  p u , Kec .  Kebon J e r u k  J a k a r t a  J d u r a t , DKI J a k a r t a ,  s e  -  

l u a s  3 0 0 0  H ;.' d a r i  T e r g u g a t  1 1 , I I I , IV,  V, VI dan  VII  ; --------------------------

Muri imbaiig , banwa a t a u  b u k t i  6' u r a t  P -l t e r s e b u t  T e r g u g a t -

1 m e m b a n t a h  a t a u  m e n y a n g k a l  d e n g a n  m e n g a j u k a n  a l a t  b u k t i  s u r u t  — 

.y .m g  i J i b e r L  t a n d u  T .  1 - 1  y a n g  l e l a h  d i c o c o k k a n  d e n g a n  a s l i n y a  y a n g  

l e r u p ;  S e r t i f i k a t  ( ' l a n d a  b u k t i  Hak H i l i k  ) riak u'una i iangunan iNo. 

6 1 ,K i . t n p u n g  U u r i  Kepa K e l .  D u r i ,  K e c .  Kebon J e r u k  J a k u r t a  r i a r a t  -  

t a n d a i  7  J u l i  1 9 7 7 ,  d i p e r o l e h  b e r d a s a r k a n  Surau  K e p u t u c a n  ***ente- 

r i  Dalara  N e g e r i  t a n g g u l  l i  n p r i l  19 7 7 ,  No. SK 153/HG3/DH/7? dalam 

i j e r t i l ' i k a t  i o i  t e r m a s u k  d i d a l a m n y a  a d a l a h  t a n a h  Hik M i l i k  ;^ d a t  No

l a h  t e r n y a t a  t a n a n  m i l i k  a d a t  C 434 t e l a h  m e n j a d i  Hak M i l i k  xe r g u  

g a t  I s e j a k  t a n d a i  7 J u l i  1 9 7 7 ,  s e h i n g g a  d a l i l  Pengguga t  y a n g  me 

n y a t a k a n  P e n g g u g a t  p^da t a n g g a l  ¿ 0  ° a n u a r i  1988 t e l a h  membe li  t a ­

n a h  m i l i k  a d a t  No. C . ¿*34 d a r i  T e r g u g a t  I I , I I I . I V . V . V I  dan  VII  a d a  

l a h  t i d - a k  s a h ,  da n  t i d a k  mempunyai k e k u a t a n  hukum, s e h a r u s n y a  a p a  

b i  l u  P e n g g u g a t  m em be l i  p*da t a n g g a l  ,'!0 J a n u a r i  198o ,  a d a l a h  tnerabe 

l i  d a r i  T e r g u g a t - i  d a n  bukan mem beli  d a r i  T e r g u g a t  1 1 , 1 i I , IV,  V, VI 

a a n  v i i ,  k a r e n a  pada t a n g g a l  7 J u l i  1977 t a n a h  m i l i k  Adat N o . C . —

C .  4 54 ;

M e n im b a n g ,  banwa b e r d a s a r k a n  a l a t  b u k t i  S u r a t  T . 1 -1  t e
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D u r i  ta n , .  r, a l  7 J u l i -  1977 ; ------------------------------ ----------------------------- -

rieniii'U-nj, b e rd a sa rk a n  pertim bangan-pertim bangan t e r s e b u t -  

d i u t a s  t u n t u t a n  burdawarkan b u k t /P - l  Pentfffuisat t i d a k  b e r h a s i l  mom 

b u k t i k a n  obyek ta n a h  s e nj,kata tanah  m i l ik  a d a t  N o.c . a d a la h  -  

m i l i k  P e n g g u g a t , o le h  karenanya  M a je l is  Hakim berpendapat Penggu- 

r,u  L t i d a k  b e r h a u l !  membuktikan d a l i l  t e r s e b u t  dan pe titum  gugatan  

y u n jj  a d a  hubungannya dengan h a l  i n i  h a r u s la h  d i t o l a k  dan b u k t i  su  

r a l  P - l  ya  n r  berupa  Akte J u a l  B e l i  No.0VVKBJ/Jli/19a8 ta n g g a l  2 0 -  

J a n u a r i  19^0» h a ru s  d in y a ta k a n  t i d a k  sah  dan t i d a k  mempunyai keku 

a t a n  hukum , d em ik ian  juga  a l a t  b u k t i  s u r a t  la in n y a  y a i tu  , P-2 -  

l ' - 5 , P-7 dan P-<i merupakan s o r a i - s u r a t  ya m* d ik e lu a rk a n  pa­

da  ta h u n  L9t37 ¡¡ampai doii^in taliiin .MOl, dan buian Nopcnuur b u k t i -  

p e m i l ik a n  ju g a  t i d a k  d a p a t  membuktikan , bahwa Penggu&at a d a la h  -  

p e m i l i k  t a n a h  obyek se n g k e ta  y a i t u  tan ah  m i l ik  Adat C-^31» »“ --------

Menimbang, oauwa d isam ping  i t u  Penggugat dalam pu ra ida  

n g u n  ju g a  m o n d a p k a n  s - .k u i - s a k s i  yang d id en g ar  keterangannya - -  

a io aw ah  sumpah y a i t u  s a k s i  H. NnSIH dan s a k s i  SATIkl B. H. JOoOH- 

y a n c  padu pokoknya menerangkan padu tah u n  19tt<J Penggugat t e l a h  — 

m em beli  t^ n a ; .  obyek s e n (,ke ta  y a i t u  Tanah M il ik  Adat No.C. 1*31» da­

r i  T e r g u g a t  I i , I I i , I V ,V ,V X  dan VII v padahal t e lo b  t e r b u k t i  pada-

7 J u l i  1977 tan ah  Obyek sen g k e ta  , Tanah M ilik  Adat Ho.C- 

a d a l a »  rniiiK  T e rg u g u t-1  b e rd asa rk an  S e r t i f i k a t  Hud. No.J»61/Du%
J ' i ,  i j e h in t<IJa a p a u i l a  » 'en^ugai, memoeli Tanah obyek sen g k e ta  t e r s e  

buu pada Y«hun 19dd, seha rusnya  membeli d a r i  T ergugat I  ; — — —

toenimoang, banwa b e rdasa rkan  k e te r -n ^ a n  s ^ k s i - s a k s i  - 

y d i a j u k a n  o le h  P e n d u g a  t ,  Penggugat juga t i d a k  b e r h a s i l  membak 

t i k a n  d a l i l n y a ,  dimana penggugat a d a la h  pem ilik  Tanah Ooyek s en g ­

k e t a  y a i t u  Tanah M il ik  Adat No.C. *,------------------------------------------ -

M.:n im l ia i i i , ,  bahw a lu T d  .¡; i r k a u  bu ..L  i ¡;n r.> L  I*— I , I*-. , —  

p - 3 ,  p - t * ,  P - 5 *  ^ - 6 *  F- ?» P "®  s e r t u  s a k s i - s a k s i  H . N n S lH  d a n  -

s a k s i  H .  ¿ ¡ . v i ' ih i  d  i  N J u u u H ,  P e n g g u g a t t i d a k  b e r h a s i l  m e m b u k t ik a n  -  

d a l i l n y a  d im u n a  P e n g g u g a t  a d a la h  p u m i l i k  T a n a h  O o y e k  s e n g k e ta  ------
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T a n a h  M i l i k  Adat No. 1*3* , dan o l e h  k a re n a n y a  M a j e l i s  Hakim b e r  

pend». p a t  p o t  i  t  uni g u g a ta n  Penggugat  yt»ng ada hubungannya d e n g a n  

d a l i l  t e r s e o u t  h a r u s l a h  d i t o l a k  ; -------- -------------------------------------------

Menimba n g’, banwa o l e n  k a re n a  p e t i t u m  g u g u t - n  s e l a i n — 

d a n  s e l e b i h n y a  a d a l a h  s a n g a t  t e r g a n t u n g  dan berhubungan  d e n g an  

d a l i l  y a n g  t idc ik  b e r h a s i l  d i b u k t i k a n  o i e h  Penggugat  t e r s e b u t  -  

d i ^ t a s ,  raaku p e t i t um g u g a ta n  s e l a i n  dan s e l e b i h n y a  ju g a  h a r u s -

d i t o l u i ;  ; — ----------- ---------------------------------------------- ---------------------------------

Menimbang, oanwa pe t i tu ra  g u g a ta n  Penggugat  y a n g  roe -  

ny. ti . ik .i ii  J L t a  Jam inan  sa h  dviii b e rh a rg a  hurus.l*.»li d i t o l a k  k a r e n a  

d.. l.ui!i p e r k a r a  i n i  t i d a k  d i l e t a k k a n  / d i l a k u k a n  S i t u  J a m i n a n ; - —

Miiji.lmOw.n.., oabwa petiLum gugaUin Perw.iiugat yang  me­

n y a t a k a n  Tergugat .  a d a l a h  melakukan Peruuat.-m Melawan Hukum h a -  

r u u i  n uiLo.l~*k, k o io n  . j o l a «  l e r o u l i l i  u» nan obyek :»on;;keta d a -

l.«rn p e r k a r a  i n i  a d a l a h  m i l i k  T e r ^ u g a t - I  dan  oukan m i l i k  Penggu

M e n im b a n g ,  b a n w a  p e t i t u m  g u g a t a n  P o n ^ g u ^ ja t  y a n g  r o e n g  

l i  uU  i i i . i  u n l . u k  m e m b o n g k a r  b a n g u n a n . l ’ o » » d a « i /  p . i g u r  y a n g  -

d i b a n g u n  d i a  t a s  t a n a h  s e n g k e t a  h a r u s l a h  d i t o l a k ,  k a r e n a  t a n a h -  

o b y e k  s e n g k e t a  a d a l a h  r a i l i k  T e r g u g a t - I  s e n d i r i  ; ------------------------------------

M o n i i n o u t i r ,  b a n w a  p e t i t u m  g u g - . t  ;n  P e n g g u g a t  y a n g m e n g

h u k u m  T e r ^ u g a t - I  u n t u k  m e n y e r a n k a n  k e p a d a  P e n g g u g a t  o b y a k  t a n a h

s e n g k e t a  d a . l - . /u  k e a d a a n  k o s o n g  j u g a  h a r u s  d i t o l a k ,  k a r e n a  d a la m
o

p e r k a r a  i n i  t j d a k  a d a  y a n g  d i s e r a h k a n ,  d im a n a  o b y e k  t a n a h  s e n g  

k e t u  a d a l - . < h  m i l i k  T e r g u g a t - i  • « ■ . * » -  - - - - -

M e n i m o a n g ,  b a n w a  p o t i v u m  P e n g g u g a t  y a n &  a e n t

h u k u i i i  T e r j i U ^ a t - 1  u n u u i<  m e m o a y a r  u a n g  p * k s a  k e p ; d a  P e n t t . a g a t  h a -  

r u i i l a l i  d i t o l a k ,  k u  r o n a  d a lu m  p e r k a r a  i n i  t i d a k  a d .«  s e s u a t u  y a n g  

d i s e r a h k a n  , d e m i k i a n  j u g a  p e t i t u m  g u g a t a n  P e n g g u g a t  y a n g  m e n g -  

l i u k u m  T u i ' f , u g a i . - i  u n t u k  r a e m o a y a r  g a n t i  r u g i  k e p a d a  P e n 0 t . u g a t  t t a -  

r u c l . t i i  d  L t o l . » k , k . i r c n . i  V « .*r( .u . ;a  1 -  I t i d a k  m«.* l a k u k a n  i ' c r b u a L a n  M a -

law-Jk n  Hukum ; ----------  -------------------------------------- -------------------------------------- * ----------
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MuniiKbaiig, banwa pe titum  gugu u . n Penggugat yan^ tnunya- 

t a k a n  p u tu s a n  dal-am pe rkaru  i n i  d ap a t  d i j a l a n k a n  t e r l e o i h  danu- 

l u  w a lau p u n  ada  B an tahan , dantfing , Kakasi h a ru s la h  d i t o l a k  , — 

l'.arona t i d a i i  -sesua i dengan P asa l IdO Hlrt ; -----------------------------------

M e n im b a n g ,  oanwa b e r d a s a r k a n  p p r t i m o a n g a n - p e r t i m b a  —■ 

n g a n  u r s e o u u  d i a t a s ,  P e n g g u g a t  t i d a k  b e r h a s i l  m em buk t ikan  d a  -  

l i l  d a l i l n y a ,  o l e h  k  r e n a u y a  M a j e l i s  Hakim b e r p e n d a p a t  G u g a t ^ n -  

P e n g / . u g a t  h a r u s  d i t o l a k  u n t u k  s e l u r u h n y a  ; ---------------------------------------

M en im oang ,  banwa o l e h  k a r e n a  Guga tan  P en g g u g a t  d i t o  -  

l a k ,  maka  b e r d a s a r k a n  F a s a l  lc i l  IU R ,  P e n g g u g a t  dinukura u n t . i k  —  

■neaibayur o i a y a  p e r k u r a  y a n g  t i iaouj .  d«tlam p e r k a r a  i n i  ; ----------------

P-tL,.tn hcnUij :

riet iimban,-: ,  bu c  v/a nu-ksud da n  t u j u a n  g u g a t u n  P e n g g u g a t -  

kek^ntiisfiv.i .  a d a l a h  seo. . , i- ,ai . iuna t e 1a h d i u r a i k a n  d i a t a s  5------------------

M e n im b a n g ,  oanwa h a l - h u l  y a n g  t - a lu h  d i  p e r t i m b a n g k a n  

u a i u i n  b a g i a n  liorip n s i  u a i k  da la in  E k s e p s i  maupun da lam  Pokok P e r  

k a r a  a d a l a h  m e r u p . k a n  b a g i a n  y a n g  t i d a k  t e r p i s a u k a n  d a n  h a r u s  -  

d i a n g g a p  l u .  m asuk  d...lu 10 p e r t i m u a n g a n  i n i  ; ---------•-------------------------------

h e n im o . . n g ,  b a n w a  d u lu m  g u  g o ta n  K e k o n p e n u i,P e n g g u  -  

, ; a t  i ' c k - n p e i i i i i  t e l a h  m e n d a l i l k a n  P e n g g u g a t  i ie k o n  p o » s i  a d a la h  pe  

m i l i k  y a n , .  s a h  u u n  s a t u - s a t u n y a  a t a s  T a n a h  S e n g k e ta  y a n «  t e r l e ­

t a k  d i  K e lu r a h a n  D u r i  K e p a ,  K e c .  K e b o n  » > e ru k  J a k a r t a  i i a ' r a t  s e  -  

s u u i  u e n t ;a i i  s e r t i f i k a t  J lu k  G una Uu 11 g u n a  n  H o .3 9 6 5  .SanL d i t e r o i t -  

k a n  j> » ila  t a n , . , . u l  *'«> u k t o b e r  , o le h  K a n t o r  P e r tu n a  ha  n K o ta  -

m a d y a  J a k a r t a  B a r a t ,  S e r t i f i k a t  t e r s c o u t  m e ru p a k a n  p e m is a h a n  d a  

i ' i  U e r l i f i k a L  H a k  u u n a  B a n g u n a n  W o .  / j6 1 /  D u r i  ya n ;., d i t e r b i t k a n -  

o l e h  K e p a la  S u n  D i r e k t o r a t  A g r a r i a  J a k a r t a  B a r a t ,  s e k a r a n g  K a n -  

1*6r  P e r t a n a h a n  J a k - « r t a  I k i r a t  t a n g g a l  /  J u l i  1 9 7 /  I ■

M o f i i i i b a n g ,  ballVM a  U U  (Ja l i l  l lM ig g u g a  u M e k o n p u n u i -  

U i r t i u u u i  d i . t a s ,  T e r g u g a t  ic e k o n p e n s i  m e m b a n ta h  ilQ N iiy n  a l u s a n  

l i » i a k  U n iK » r d a n  h a r u s l a h  d i t o l a k  g u g a la n  P e n g g u g a t H u k o n p e n c i—

J
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,* m  - í u »  v i .  " U  111 . C* . . i t* i v í í  i . C i i  . O l l . «  1  i j c  j ^ l i  J l i  ¿ S ú l l  L i u n  S ' - i t U  “

s - t u n y ^  utfc.it; L..r:äii ü*-:; .;-üt- jíaíj. ,  t o r i l : l _ k  d i k u l u r - n - n  u u r i ,  Ke-c.  -  

kóouri -^eiuí*. J a k a r t a  jJüi-c . t f ¡B i iuai  u-.-niÿm a o r  t i i ' i k a t  h a k  .Juna b a n g u n a n

= = ; . o .  -y -iifj y - d i t u r o i t k a n  p-.da t a n . . , , a l  2 o  O k t o b e r  19 ^ 1 ; ------------------

y.l .a  !•— u t o r  i í:rtaiui;»w.n v.OL.»uiauya j w i ' u r t u  ü . ir .> t ,  ó u r t i í ’i k a t  i lak Juna 

j io .M o i iy i ' i i i ' i  c iL L - r u i u r - . i l  o l i í h  l \ i . } ia la Su'o J j . r e k t o r a t  —

r i . i  . . t a  . . . h - . l ,  su: .„uv;n¿ iv . . , . tor  í;e r t . . n - nan J a k a r t a  A-.r. it  t a n ;_. 

i - a i  }  J U i i  -  1 9 7 7  > b-a&u u a l  .rn ku n y«tu fan  T..fcun 1 9 o o  a n t a r a  i tonjdt td^t  

d - n  1 üj-.¿u. - t t  i  i  , i. -X  , i  v , V , v 1 d a n  VII d~. o ^ t  :atl-..kSu»n~i\an j u u l  o e l i  —

11 ■ ‘u '■ > .'i.-J.L t- íijj ,,1' ;-o ii uu.i-'i .l’JÖÖ -
í.o . v <i >/r .n*. /a ‘-•/l'-1—J c i i :  da can iM.i .»-.o» ,i>; .u .. I.ji-i.a,, C:.iiV;t ueuon d i r u k -  

r  .n .i.y- ;>•. • / a . ; i  li l  t i : r r ;obu t  r c n  .;u !¿it kc-kon jams i  n¿.rus-

» u: , » U.. .• ’ , l) O L h k .. ... ■;
** 1 u ‘-* I . J . .L  j c n ^ ; u  , , l  . ú . , ; o i i  a : - í i ¡  1  —

■M J I , t - .n t>L«..li i :-jiu ; ... MMI. i  , :.fa r:u i*en.. ,-;u «»i i;u;:on r^n.si borke

V; i J . * 11 t .»w i . .  • M * JL i. ¿ M  V<«i - -  .  _  _  _____ __ _

\  '• : Ml- i.1 a l  h u-i-L.L:st^..,ti.sr, :!U.-Ui¡i-A
z \  ........ •:« •- •> bll.-.ti T-L-i .„ ¡ a i ú  —

J
~J.c l  LÍ1 i . ’*>>t • • -UU ■« .. iiiia:¡ .<o. l | i - , l /Uuri  t.i i¡¿-;, y o u l i -  1 ) / , ■ / ,  t e -

f  \ t . f i  i.u. l i  ;; l- ia-ko.,  ; i:..:;i. . . á .  I.Ji ;x-;.i ¡ |..¡ U l .u iVn ó:i. :;c;ii¿;ke

t.» , i - i » - ....... -*• 1-:- • ;i^li tor.juifc^t d-lv.m ü c r t i i ' i k a t  li-Jo tc:rae

büL •: ¡- r- ;í; > r‘ 1 1 :.i¡.t..i is«fi0an b u k ti T - I- .r - .a  y.u i;j ntcruj; K>n

i/(. . L  Li ' ik. i  U ¡mi .  ....:=,;i.iii til l<o. y )W j... i .o . i .  j j i u i  1U: ,u  ( ívi;C> ,u ¡;.Hjn -

ij=iru.\  o.i •. a  i-fc» t. .:>wi, a l  2.t o k t o o s r  -  1^9^ a t d y  : ' i e r . - U ^ a t -

1 i • “ L- - ■ A-,‘ v- ,x) ) » b o rk-jdu du k ka n d i  u a k . n t a  y - n {¡ -

u .L.l;-*r. :».* '• i:- :u*n «í.U-i : k : i * t i l ' i k ü t  iivib Ho.  /+ 61/  J u r i  t a n  .. t. l  ? J u l i  

I V / V  a t u : ¡  11. ;.! . V f . -  .. t -  i. , du;.i i¡<ian ji i^a b o r d a « . . r . í a n  b u - a i  T - l - i f  -  

j  t e  i ii it Lcuco;..;-. n Uci ijum . u L inyu o e r u  ju rü'ldo.tH «uíiíko -

, i o .  owV • '• /  í ' J¿/  l ' !'K> t a : :  ;a 1 1 0  J u n i  -  1 9 9 ó  yan,_; - ü i a h  ; :» í i :¿uatkan-

.,ci*L ii ' i ' . t . .  t  u «u j o  or  : / * 6 1 /  ¡Juri  tan¿; ..-1  7 J u l i -  lv ’v /  a t a s  n-ma : -----

■ V . o . v_.jjJV.io ada  Ich  Kali inenjrut  ruiiaun ; -

He nimba nu .  bahwa . ./¿iS
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M e n im b a n g ,  b & n w a  b e r d a s a r k a n  b u k t i  s u r a t - s u r a t  y a n g  d i  -  

b i s r i  t a m i a  T - . I . L ,  T - I . 2 a  d a n  T - I . l f  P e n /^ iU j.a l J io k o n p o n s i  t a l a h  b e r ­

h a s i l  m e m b u k t i k a n  d a l i l n y a  b a h w a  ta n a h  o b y e k  s e n g k e ta  a d a la h  m i l i k  

P e n g g u g a t  R e k o n p e n s i  /  T e r e \ u g a t - 1  K o n p e n s i  , o l e h  k a r e n a n y a  M a je  -  

l i s  H a k im  b e r p e n d a p a t  g u g a ta n  P e n g g u g a t  R e k o n p e n s i  t e r s e b u t  h a r u s ­

l a h  d i k a b u l k a n  ; --------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------

M e n im b a n g »  b a h w a  p e t i t u a  g u g a ta n  R e k o n p e n s i  s e l a i n  d a n -  

s e l e b i h n y a  ad a lah  sangat  berka i tan  d a n  berhubungan dengan d a l i l  

Fen^fj'UgatKekonpensi yang t e l a h  be rhas i l  dibuktikan dan dikabulkan- 

o lo h  karenanya  peliium s e l a in  dan selebihnya juga harus dikabulkan 

l t e c u a l i  yang s e c a ra  tegas  dinyatakan d i to l a k  ; -------------------------------

i ' I e n i r o b a n g ,  b a h w a  p e t i t u m  g u g a ta n  P e n g g u g a t  R e k o n p e n s i  -

y a n g  ro t!n y a i~ » k o in  P e n d u g a  t  H e k o n p e n s i  a d a la h  p e m i l i k  a t a s  t a n a h ------

s e n g k e t a  s e s u a i  d e n g a n  S e r t i f i k a t  HGB N o . 461/ D u . r i  d a n  s e r t i f i k a t -  

H o f l  W o . 3 9 b 5 / i 5 u r i  iv e p a ,  h a r u s l a h  d i  k a b u l k a n  k a r e n a  d « l i l  t e r s e b u t -  

t  e  l a  h  d i b u k t i k a n  o l e h  P e n ^ g u ^ a t  k e k o n p e n ^ i ; -------------------------------------------------- --

M e n im b a n g ,  b a n w a  p e t i t u m  G u g a ta n  P e n g ^ u ^ tv  R e k o n p e n s i - -  

a n g  m e n y a l a * u n  T e r g u g a t  R e k o n p e n s i . / P e n g g u ^ t  K o n p e n s i  t e l a h  m e la  

k a n '  p e r b u a t a n  m e L ..w a n  h u k u m  h a r u s l a h  d i  t o l a k ,  k a r e n a  t i d a k  a d a -  

e r D U . .L a n  m e la w a n  h u k u m  y a n g  d i l a k u k a n  o l e h  T e r g u g a t  'H e k o n p e n s i /  -

P e n g ^ u g a i  K o n p e n s i  ; ------------------------- ---------------------------- --------------------------------------------- —

M e n im b a n g ,  b a h w a  p e t i t u m  ¿ u g a -a n  R e k o n p e n s i  y a i jg  m enya  

t a k a n  A k t e  J u a l . ^ e l i  N o .O i* 3 /K B J /J .c l /1 9 d d  t a n g g u l  2 0  J a n u a r i  1 9 d b  d i  

b u a t  d i h u d a p a n  D U S . HUH..MAD W lS M ilN , C a m a t K e o o n  J o r u k  J a k a r t a  B a r a t  

a d a l a h  t i d a k  s ^ h  d a n  t i d a k  b e r k e k u a t a n  H ukam  h a r u s . a h  d i k a u u l k a n  -  

k a r e n a  d a la m  A k t e  J u a l  l i e l i  t e r s e b u t  y a n g  m e n ju a l  a d a la h  T e r g u g a t -

I I , I I I , I V , V ,  V I  d ^ n  V I I  d a la m  K o n p e n s i ,  p a d a h a l  o b y e k  ta n a h  y a n g  -  

d i j u a l  a d a l a h  m i l i k  P e n g g u g a t  H e k o n p e n s i /  T e r g u g a t - I  K o n p e n s i ,  s e - r  

i i i n , , ( ' a  T o i - ^ u ^ t ,  I i , L I I , I V , V , V . T  d a n  V I I  d a la m  K o n p e n s i  a d a la h  t i d a k  

b e r h a k  u m . u k  m e n j u a l  t a n a h  O b y e k  s e n g k e ta  t e r s e b u t  ; ----------------------------------

M e n im b a n g ,  b a h w a  p e t i t u m  ¿ u g a ta n  R e k o n p e n s i  y a n g  m e n y a ta  

k a n  b u k u  u i r i k  C W o . 3 1 6 2  a t a s  nam a T e r g u g a t  R e k o n p e n s i . P e n g g u g a t -

konm ; j is_i J J i c i a k  . s A b . . . / Q 9
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K o n p e n s i  t i d u k  s a h  dan t i d a k  b e r k e k u a t a n  hukum h a r u s l a h  d i -  

k - b u l k a n  k a r e n a  T e r g u g a t  ite ko n pe n s  i  / P  e n g g u.ja t  K o n p e n s i  t e lD  

iihmi.^>kui u l r i k  C. N o . j i l b :1 -»d-iah rnerup.-.kan b a ^ i a n / p e c u h a n  - 

' i i f  i.li •#", d o 0li"fht Pri<i; ,h.‘i.l J i r i k  C. Mo. !\f>h r.iorup^-

k*-.n b . i g iun  d u r i  S e r t i f i k a t  ilij». i o .  I f f j l / i j u r i  t a i n ^ l  7 J u l :  

j  >y/y .kI.i 1.4li m i l i k  Pfinjjgu.-'at i iekoni«noi /Tur>; ii i? iL I  K o n p e n s i

minim s a n g , balnva pe L itu.-n g u g a t a n  H e k o n ^ n s i  mengena:  

g a n t . i  r u g i  h a r u s l a h  d i t o l a k ,  karena  d isam pinG  T e r g u g a t  I -  

Wo.; o n p e n s i / P e n g - i u g a t  K o n p e n s i  t i d a k  melakukan p e r b u a t a n  me 

.Uiw.ir; hukii!-!, jupa belu.-a ada ukuran g a n t i  r u g i  ( i r n m a t e r i e l )

b u k t i k a n  d- .i l i. lnya s e b a g i a n ,  ro:»ka g u g a t a n  Pen-rgugat  Kekonpe 

:; i  ha r  u;: t] i.lv > oiii U i n sob. i , ; ia n , dan  s e l a i n  dan  .- .olobihnyii  — 

u:» 1 1 h d i -  o l a  k ; ------------------------------------------------------------------------

. la i iLnbung,  bahwa o l e h  k a r e n a  g u g a t a n  R e k o n p e n s i  d i ­

k a b u l k a n  a «'o« ¿j i a  n ,  maka b i a y a  p e r k a r a  yang  t i m b u l  d a la m  rte

-  M e n y a t a k a n  e k s e  p s i - e k s e  p s i  T e r g u g a t  I t i d a k  b e r a l a s *

-  S c n o l a k  e k s e  p s i - e k s e  p s i  t o r u e b u t  ; -----------------------------

l-VJUl'U  ^ l k K i UCi  :

-  i l c n o l a k  g u g a t a n  Pengguga t  un t u k  s e l u r u h n y a  ; -----------

J i.'J* v'1 i \ ' i ’i-w. > 1 :

.iur. Lmburtg, bahwa b e r d a s a r k a n  pe r  t im ba  n^a n - p e r  t imba  n 

a n  t , : n ; e b u t  d i a l a s ,  p e n g . :u j a t  J t e konpens i  t e l . ; h  ' o e r h a n i l  ne

i ;on i :n nn i  i.: i i  d i b e b a n k a n  k e p id a  T e r g u g a t  . t ekonp- ins i /P enggu-

M e n g in g a t  p a s a i - p < s ; ; l  d a n  Undang-Undang s e r t a  Fera t  

r a n - P o r a t u r a n  yang  be rs - . ingkutan  ; -------------------------------- ---------

- nv -ttKarv

/

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



-  Menyatakan Penggugat  R e k o n p e n s i /  J-'ergugu t . - I  Konperj^L

a d a l a h  p e m i l i k  a t a s  t a n a h  s e n g k e t a  s e s u a i  S e r t i f i k a t  

HoB. Ho. ¿ fb l /  Dur i  dan S e r t i f i k a t  HGB. 1'lo . 3 9 6 5 /  D u r i  

Ke pa ; ------------------------------------------------------------------------------------

-  M enya takan  Akte J u a l  “ e l i  No.  0 i t 5 / K B J / J B / 1 9 3 d  t a n g  -

g a l  20 J a n u a r i -  1988 y a n g  d i b u a t  d i h a d a p a n  DRS.MOHA- 

MAD WISMAN, Camat Kebon J e r u k  a d a l a h  t i d a k  s a h  d a n  -  

t i d a k  mempunyai  k e k u a t a n  hukum ; -------------------- ------------------

-  M enya takan  G i r i k  C. « o .  33.62 a t a s  nama T e r g u g a t  Reko

p e n s i  / P e n g g u g a t  Konpens i  t i d a k  s a h  d a n  t i d a k  b e r k e k  

a t a n  hukum ; -----------------------------------------------------------------------------

-  Me. o l a k  g u g a t a n  u n tu k  s e l a i n  dan  s e l e b u h n y a ; ---------------

DnLnh uOliPi^NSl D.vN DnLuM rirJi-COrt PKN3I :

-  Mengnukum P e n g g u g a t  K o n p e n t r /  T e r g u g a t  R e k o n p e n s i  -

u n t u k  membayar  b i a y a  p e r k a r a  y a n g  t i m y u l  dal-aia peri-

r a  i n i  y a n g  h i n g g a  k i n i  d i h i t u n g  s e b e s a r  : R p . i+1 9 >,C 

( t ' ; . i , -u t ru lu s  i ic j inbi l - .nbel^s  r i o u  r u p i a h ) ; ---------------------

D e m ik i a n l a h  d i p u t u s k a n  dalara r a p a t  p e r m u s y a w a r a t a n  

M.-i joiis  li-uiiin P e n g a u i l a n  N e g e r i  J a K a r t a  B a r a t ,  pada h a r i  : SELai 

t a n g g a l  : i* A g u s tu s  -  2001 o l e h  Kami : M. TUCHFaTUL ANAM. SH. - 

i j s e b a / j a i  Hakim K e t u a ,  YaHYa SYilK.SH dan J jiNUAHSO RAHARDJO. SH, ma 

s i n g  m.is ing  s e b a g a i  Hakim . i n g g o ta .  dan p u t u s a n  t e r s e b u t  d i u c a p k e  

da larn p e r s i d a n g a n  y a n g  t e r b u k a  u n tu k  Uraura pada  h a r i  ---------------------

S K L A S A . t a n g g a l  : ?1 - AGUSTUS - _ J 001 :
o l e h  : H. TUCiIFa'i UL aNAH. SH, s e b a g a i  K etua  d id a m p in g i  Hakira-Ha 

kim Ani>tio l a  l r s t i b u l  U i a t a u ,  dengan d i b > n t u  o e l h  : R • E_t—1̂ 1 M BU N. 

P a n i t e r a  P e n g g a n t i ,  dan d i h a d i r i  o l e h  KU.aSa PENGGUGAT d a n  PAK* 

T e r g u g a t - I  t a n p a  d i h a d i r i  o l e h  T e r g u g a t , I I , I I I , IV ,V ,V I  d a n  V I I .

HAKIM -  HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS ,

t t d .

1 . TAHTA 3yam. s  .w M'  rVCKFlTVL A&iX.3E .

PAHITERA PENGGANTI,
t t d .

2 .  JAMJAB30 RAHAKDJO.SH. t td .

R.B.  LIMBONG.

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



A d m i n i s t r a s i ....................................Rp .  5 0 ^ Q 0 0 , -
Pcinv)̂ i  1 —n •■ . . . •«R^.  .56O i ' iw  y "
UuduKsx . • . » • • • • • • • • • • • • • • •  p» .) .0\)Q j ~~
h c i t e r - i  ............................................. R p .  6 . 0 U 0 , -

Rp. 4 1 9 .0 0 0 , -

P h o to  oopy  p u tu s a n  P e n g a d ila n  N e g e r i J a k a r ta  

B a ra t  s e s u a i dengan a s l in y a  d ik e lu a r k a n  u n tu k  

k e p e n t in g a n  d in a s . -
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P U T U S A N  
Nomor : 372/PDT/2003/PT.DKI.

p E M l K E A O IL A M  B E R D A S A R K A N  K E T U H A N A N  Y A N (j'M A H A „E S A

Pengadilan Tinggi Jakaila. yang nuTitriksa dan mengadili 
porkanv-pwkara per dai a dalam tingkat banding telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara antair :

I IINDARTO | lOVTRT TANTI II AR.

Beralamat di .11. Cempaka ?uth Sarat Rt.05/007

KHnrahan cempaka Pulih lla:;il. Kt'camnliin cempaka 

Putih. Jakarta Pusat, dalam hal m: nemben kuas? kepada 
RONA MURNI. SH Pengacara. Ix>. nantor di JI.Asem No.3 

Utista Raya Jakaita 1 tinur. iHidasaikan surai kuasa 

lei tanggal A1' Auuntiio /1)01 ‘jebujiilnyy div^bul 
PfIHBANr.lNC? semula PFMGGlKW / TFPOtKv'T 

REKONPENSI;

L  a w a n

t I * I Ml I H< )l *<>111 Al 11 >| VI I « ■! 'I.' l MI

IVil;rd.iduk:iii di if.'r.ma M(*tm;>olHa;, I iwihi <j .11 

.Inid k:iv /'J *.ii ,I;i|'„iiI:i *;/|;i1;ni c:i|:iiii h:il

m: nif-;riix u kuasa Uonada i m u .';i. im  iiu-:ir; l ; 

/  »vii!■"»"M  V ! " .  r;;i m  M i i i ' -  m ' m a h a i-w . :;u  

AflvOr-ai/PyiKiaoaia pada krmloi ^-v k u « O lfk»'

!iit: I IH l| »I IIA U IY A M Im  M l H  U U  V-.'il’ iA  ; n .  ,>

I T K A l i  h c in |: tn v i|  Oi P nknn  » !{'!»> Ih r . M . i 'v ir p  f*»in Hlnlc

BI Mo. 1 .lak.nla. berdasarkan ui ai kuasa ¿dianggai 8

Aon! 2002. selanjutnya disebut TIIREanding l senula
I i;ii< ii¡i .'VI i / vm n< «'.‘.i u ¡Ai
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¿. ! IAJI DL'| J l.N O .

Ii<*r;tlain:ti di K^inpuiui Onji UI n o i/O / Koluiahan r)i;ri 

Kopa. Kocaniatnn Kebon .loruk Jakarta Barat, 

selauiulnya disebut TtHlS/VMUlNC* H semula

.!■. I IAJI O L IIL II.

Beralamat di Kampung Guji Rt.0DI/02 Kelurahan Duri 
Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, 
selanjutnya disebut TERBANDING III semula 
TERGUGAT III;

A. I IAJI AM SAR.
Beralamat di Kampung Guji R' 001/0/ Knlurahan Duri 
Kepa. Kecamatan Kcbon Jeruk Jakarta Barat, 
selanjuinyy disebut I fcU'WILUNi;'» IV semula 
1 1:R< UXJAT IV.

I IAJI MA.'.iLNIM.

ilt'i;il;iiii;i| di Kiirnpniv.i f.uji l't 0(11/U,’ Ktluialian Imil 
Kepa. Kecamatan Kebon ..eruK Jak?rta Sarat.
r.ti.iii|ulny;i diiii»bul Trnf'.AHniN'"; v  semula
TERGUGAT V:

G. HAJI AM SI R.
lioiiilnmai di KampuiKi «.'<vi|i Pi (»01/0/ Kelurahan Uuvi, 
Kepa. Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat,
selanjutnya disebut TkKUANUlNG VI semula
II IH il.K.iAI yi

/  IIA J I A 1.1 AH.

Itt'<;il.iiiiii| di K;tni|)ini(| (iii|i 1(1001/0/ Kti<ii;ili;»n UtiM 
K«t ».v K :»< amalan Kobou .¡oiuk Jakarta Barai,
selanjutnya disebut TLRBA'IOIN'--» V"l semula
TCHGUGAT VII;

ILiiGlKJAI II;
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SftTUft. D1HAS.1

PengadiUin i moys tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat 

lain yany beihubunyan dengan perkara ini:

T f N l  ANG DUDUKNYA PFR K A fiA  ;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai 

duduknya perkara ini. sepoi li lo ilera  dalam :;rilinan putusan 

Pengadilan Noyen .Jakarta Barat, langgsl 21 Agustus 2001, 

M o .I0 y /P L > I.<3/^00l.'PN .JK I.U A H . dalam p tika ra  antara kedua 

belah pihak yanci amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM  K O N PEN 3! :

'K>At AM EK SEPSI .
• j J

¡Jj Mrny;il;ik;>n ohr.rp-ji ckaopr.i Tmiuani / i !:.ci;ii:ir..u>.
• M enolak vkV L 'iy jt-v tev irji le tw Lnri.

I AM  P '’>K<'»!< P^RKAP.A  

M enolak fiim alaii Penoguyal untuk seluiunnya.

'M AM UI K< >MPI tir.l 

M ew ia im lla u  <iu<ial,<n Pon'KiiHial • n rio iip /'iis i /  !('»Mii inl I . 

Konpensi untuk sebagian;

M enyalakan Penggugat Kekonpensi / leryugat I Konpensi 

.u lila h  piMin'iV alas lanali seuakela srM ii.i 'ioihlikal IK'*n- 

Mo '101/ duri dan Sertifikat Ht'iR Mo / nun K opa:

M enyatakan A UI e Jual Deli No .0M /K I'J /-ILW I,j :.:* lanygal 20  

Januari J y ? » n a  dibuat dihadapan DR0. M OHAM Ar' 

W IS M A N . C ;-mal Kebun JoiilK adalai. Ik '-K  sah dan tidak 

•nempunyai km u iU m  hukum.

M enyaliik iiii '.m k  C Mo.L'102 ut'.i'J n.ima ie iyuyal KckoMpenui /  

f'cn(|(|u ijal Konponsi hdak sah dan lidak boikokualan hukum.
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X WTUR

Menyatakan Gii:k c  Mo-TIK? atar. nama T(la-icini Rekoripenr.i /

PeiKioncinl Konppii'ii lidak sah dan lidak Imkokuatan -hukum; 
Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

UAI.AM KUMI’LMwl HAN UAI.AM IU-.KGMITNSI
Menghukum IVnggugal Konpeny/teigugil Uekonpeirji untuk 

membayai biaya perkara yang timbul cialam perkara ini yang 

hingga kini dihitung sebesar Rp.<11 f) 000,- (empat ratus 

sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang. bafwa menurut Akta Permohonan Banding 

tertanggal Agustus ¿001. No.198/lJdt.G/2001/PN.Jkt.Bar. Yang 
dibuat oloh H R M ANTON PAJYATNO. SH Panitera Pengadilan 

Negeri Jakarta Barat Yang menerangkan bahv/a Pembanding 

semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi lelah mengajukan 
.wiM.nnniwmsiii lumriinit \erhadap putusan Pengaulan Negeri Jakarta

Menimbang. bahwa Pembanding semula Penggugat / 
lernugat P.ekonpensi lelah mengajukan nv?irori b~.nding tertanggal

l I l iommiiIhm /IM jI y;nui dilmma 'li;*.*'i> iniP'iaan l'nigadilati 

Nigori Jakarta barai. pada tanggal H’. Desember /0 0 1.

Menimbang. bahwa Peiinohonan llinding dan Mi'inon 

Banding ynng diajukan oleh Pembanding semula Penggugat /:  

i(:i<;u<ial Urkoiipoioa lelah dibei itahukau da i disnahkan k«'pada 

Terbanding I semula Tergugat I / Penggugat Rekonpensi pada 

tanggal A .Juni A M /  kopaila loibantlmg II :;/d VI semula Imiugat

II v./d VII masmu masmu pada tanggal Juli .-’(il)

Banding tertanggal 4 Mei 2002. vaiui diterima dikepamtersan 

»«••'••idilvin Negeri Jakarta Baiat pada lan(i:nl 4 Juni 21)0,? dan

Agiltilus 2001. 'Mo lOU/l'M <3/2001/
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telah diserahkan kepada Pembanding senHila Penggugat I  

Tergugat Rekonpensi pada tanggul l'/ Pebruar; i.OOL*.. kepada Para 

Terbznding 'I s/chVII seouila Tergugat, II v ii rfofte tanggal 3 Juli 

¿OU'J.

t i  N r ANfi PFHTlMnAN(iAN III • <UMNYA;

Mommbaug. baliwa permohonan pemeriksaan dalam 

peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Membanding semula 

Penggugat / Tergugat Rekonpensi adalah dalam lenggang waktu 

dan dongan cara reit?. telah memenuhi syarat syarat lain menurut 

Undang-Undang. maka permohonan pemeriksaan tlalam tingkat 
banding tersebut d;.p;u diterima;

Monimtaiivi. •.oliwsi setelah Majelis Hakim Tingkat f^ndiny 

pemeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara yang 

rsangkutnn. yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan 

ii'Jkl.uman liiKikat pc-il.ima. sural-sural bukti dan mu<>t suial 

ainnya yang berkaitan (lengan perkara tersebut, demikian pula 

pei timbang?» hukum MajUis Hakim hr.tik:>i sepeili leriera

dalam '.alinan putusan Powindilan Negeri .inkart? Ftorrit tanggal 21 

Agustus /0 0 1 Mo. >Uyfl’U I .<.-./¿00 l/l'H.JK | UAR. seiU* M^tnon 

Rr»iv:’.i!:i! yrmg <.li;i|iikan Pembanding remula Penggugat / 

Tc-kimp,:!! l?«*ko::;iw,i Kontra Mf'msjs *»:i viiiici yang diajukan 

oleh ieibaodin(! i semula Tergugat l / P«nt-gngat Itekonpensi, 

maka Pengadilan Tinggi berpendapat balw i segala alasan dan : 

poitimbyiMun hukum Majelis Hakim Poilam. siM;lal. lepal dan 

honai merunut hukum oleh karenanya segala alasan dan 

pertimbangan Imkum Hakim Pertama U-r-elnit rmimbil aMi dan 

dijadikan pertimbangannya sendiri dalam m?mutus dan mengadili 
|XMkai;i ini dalatn Inmkal banding.

M<niintv,m\i. lwhv/i' mengenai l/lemon ilandiiKi yang 

diajukan oleh Pembanding '¿eimilil lMM\VtUiKWt /  I-'i «ugal 

Ui-konpciioi Um Li' l ul lnl.ik ;ula hal hal bani yanil «li'M
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melemahkan putusan Pengadilan Neyori Jakarta Barai, lancjgal 21 

Adiir.Uis >001. No.lOii/PriT.fitfOOl/PN JKT.UAR yang 

;limohonk;iii handHKi. oleh kaienanya puhis;<u A (|uo loiv.ebul 

harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena' Pemb/.nding semula 

Penggugat i Tergugat Rckonpcnsi adalah pitic.l. yang kalah, maka 

ia harus dihukum untuk membayar biaya r-<:>kara dalam kedua 

tingkat peradilan; ,•

Mengingat al;ar, Undang-undang No.ii) lahun I!-j4/ serta 

p>ii ol'-.n an huiuim lainnya yang bersangkutan

Menguatkan uulujim Pengadilan Negen Jakaita Baiat. 

la.KKinl >\ Adiiv.lnr, ?n(V| Mo lOft/POT <';/.>n0l/PN .JKT BAR 
yang dimohonkan banding tersebut:

I l-'l'11 *• ‘ ‘''ng.iUilaii I iikkii .l;ikat!;t >;wl:i li;m M MIN.

Usikku» :: 1 “  i ¿Oli1.. oioli kami M.UlUi/JAN NASWIION.:>lt 

Kolua l'riT'P(lil:in liii'KH .lakaila, sohikn *  h..« MniMis. NV. Il.l 
HAWVAII. SH. dan NY. MJ.R.Rr. SKI SUMAiUlNAII, SH. Hakim- 

Hai'iin fmaii' PrriK>?ciiian Tinggi Jakaita. rnsiny-ma'jilHi Sf-iaku 

Hakim Anggota, y.iny bmlasaikaii I *vi ivI Kd'ii*

I’i.'ikij(IiI-i:i I hkhii .l;il'.,nl.i ‘..inggal I /  ml*«-i /'¡jO' M»«n»»>i

' y  n('|:oiv,:-i'n'-i < n »i *ik membayai liiay:» ;><xi »;rnn <hlam i*.rcli:n

* tiii'ik iil |)<i;i'ii!:in yaiv.j dalam Imiih.il i-arulinii .li!'l;i|>l;an 

sebesar R|' Ifi-O 000 ,-(seratus lima puluh ribu n,, :ili).

^jjlVIeiit'iima po;mohonan bandmy dari Pembanding semula

2» IvV.’ii-jhiiiaim IV;ii!xiir.linci •„uniilii I ’i-i;(|-.i:.ivj;:l / teiy.igat

l ’enddiigat Kekei:pcusi.

Pvl \- N G A 0 11.1:

Demikianlah diputunkan dalam :;i|al periMir.y.iwaialnn
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S H T U K f f i m S t

10S;*??n//:0Ci2;/.y,,2/Pilt/2003/PT.DKI. Uteh ditunjuk untuk 

mr'oo.nksa dan menciadiii perkara ini e'»!ani tingkat banding. dan 

|.i:lii:.;in ¡ihUi i duiiapJv.i!' oleh)kiKitit Ko:.:t;> Miijfclib to»i>^ul dalam 

v ! -:'!; tv'b'ih» ¡¡¡'¡irk umum pada hari itti d-.t/Hi; «Jidampnifii 

.ok’li Hakim-Hakim /MicKiota -lcn'?iObiit ■ seita tlihiuilii oleh ISARAEL 

Si i u!vll: ANi j. Sl l l’aniloia Pononarih pada Punyadilan Tincigi 

\«*t «t<-i)sii -akan retapi tidak dihadiri oleh K̂ dnn bt-lah pihaK yang 

l.l'l | Kutil.“

i - . •*

i lAJ l̂M 11AKIM ANC.C.OiA. 4\ \ UA fvlA.K I.lS IIAKIM,

fIY. 1 IIAU IA11: SI I. M. KIDWAN NASH TJON,SH.

»i>. i;.0UU.
1̂* ’ iWKl,

A. Ii< i - ■ •»! H|» /MWKI.

l’.-iniv •! ' : • '!  Ki> p(>0{)0-

Jl|ti:|:.i|i KP. it-O OUO,'
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P U T U S A N  
No. 1089 K/Pdt/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H  A G U N G

memeriksa perkara1 perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 

berikut dalam perkara:

HINDARTO HOVERT TANTULAR, bertempat tinggal di Cempaka 

Putih Barat R.T 05/07, Kelurahan Cempaka Putih Barat, 

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi 

kuasa kepada: RONA MURNI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan 

Asem No. 3 Otista Raya, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 11 Pebruari 2005, Pemohon Kasasi dahulu 

Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :
1. PT. METROPOLITAN DEVELOPMEN, berkedudukan di 

Wisma Metropolitan Lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman, 
Jakarta, da/am hal ini memberi kuasa kepada MUSLIM IDRIS, 
S.H., AMIRYUN AZIA, A.N.A. KUSUMA MELATI, S.H., 

beralamat di Gd. Sentra Salemba Mas Blok BC No.34-36. 
Salemba Raya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat 

l/T erbanding;

2. HAJIDETJENG;

3. HAJI SEBEH;
4. HAJIAMSAR;
5. HAJIMASENIN;
6. HAJI ASMIR;
7. HAJI ATJAD, ke 2 s/d 7 bertempat tinggal di Kampung Guji 

R.T 001/02, Kelurahan Duri Kepa, Kecam atan Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, 

IV, V. VI, Vll/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwr sekarang 

Pemohon Kasasi Cfahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para 

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d Tergugat VII di muka 

persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoKnya atas d a lil-d a lil:
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bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah (tanah 

kosong) Tanah Hak Milik Adat No. C. 3162 seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter 

persegi) yang berasal dari pembelian sebagian tanah Hak Milik Adat No. C. 434, 

terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan 

Kebun Jeruk, Kelurahan Duri Kepa persil 33 b. S. III kohir C. 434 yang 

berbatasan dengan :
- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Haji Detjeng;

- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Haji Detjeng/Kimin;

- Sebelah Selatan : Tanah jalan Tol;

- Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Mando Oteng;

bahwa dasar kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah (tanah kosong) 

Tanah Hak Milik Adat No. C.3162, terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

Wilayah Jakarta Barat, Kecamatan Kebun Jeruk, Kelurahan Duri Kepa persil 33

b.S. III seluas kurang lebih 3000 m2 (tiga ribu meter persegi) berasal dari 

pembelian dari Tergugat II, III, IV. V, VI. VII (ahli waris alm. Muasim bin Loyo) 

seluas 300 m2 atas sebagian tanah milik adat C. 434 atas nama alm. Muasim 

bin Loyo (pewaris Tergugat II, III, IV, V, VI. VII) berdasarkan Akta Jual Beli 

tanggal 20 Januari 1988 NO. 045/KBJ/JB/1988 (bukti P-1) yang dibuat di 

hadapan Drs. Mohammad Wisman, Camat Kebon Jeruk, Jakarta Barat antara 

Penggugat dengan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII (para ahli waris alm. Mualim bin 

Loyo) sesuai dengan surat ketetapan/fatwa waris dari Pengadilan Agama 

Jakarta Barat No. 149/C/1982, tertanggal 17 Mei 1982, yang dikuatkan 

berdasarkan Surat Keterangan Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta 

Pusat/Barat No. RIS 325.../WPJ.10/K 13106/1988, tertanggal 24-3-:988, atas 

nama Wajib Pajak Penggugat (bukti P-2);

bahwa pada tanggal 5 Desember 2000, terhadap tanah milik Penggugat 

tersebut, telah dilakukan pemagaran o\fch Penggugaf, akan tetapi oleh Tergugat

I pagar tersebut telah dibongkar dan secara tanpa hak Tergugat I telah 

menyerobot dan telah memasang Pondasi keliling dan akan memagar tanah 

sengketa tersebut, yang atas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat telah 

melaporkan secara resmi kepada pihak Kelurahan Duri Kepa. yang dalam hal ini 
berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Duri Kepa, No. 44/1.711.01, tertanggal 27 

Pebruari 2001 kepada Tergugat I telah dilarang dan atau diperintahkan untuk 

menghentikan pekerjaan pemasangan pondasi/pemagaran tersebut sebelum 

ada izin dari instasi terkait (Pemda DKI Jakarta) bukti P-3);

bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menyerobot Tanah Milik 

Penggugat dan telah melakukan pemasangan pondasi/pemagaran atas tanah
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sengketa secara tanpa hak (yang jelas-jelas tanah sengketa adalah milik 

Penggugat) adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum 

(Onrechmatigedaad) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata 

yang telah merugikan Penggugat;

bahwa oleh karena Tergugat I dalam melakukan pemasangan 

pondasi/pagar atas tanah sengketa adalah secara melawan hukum, maka 

Tergugat I atau siapapun yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus 

menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu- 

satunya yang paling berhak dalam keadaan kosong, baik dan bebas dari segala 

beban yang ada padanya;

bahwa karena Tergugat 1 telah melakukan pemasangan pondasi/pagar 

atas tanah sengketa secara melawan hukum, maka Tergugat I atau siapapun 

yang kemudian memperoleh hak dari padanya harus menyerahkan 

/mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat serta harus segera 

menghentikan kegiatan pemasangan pondasi/pemagaran yang dilakukan 

Tergugat I serta membongkar pondasi/pagar tersebut dbl«.m waktu 8 (delapan) 

hari setelah putusan dibacakan;

bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I yang melakukan 

perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, 
berupa kerugian moril dan materiil, yang dalam hal ini berupa tersitanya waktu 

Penggugat untuk mengurus perkara ini dan kerugian berupa biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mengurus perkara ini sebagai berikut:

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Kerugian Moril penggantian pagar yang dirusak sebesar 

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

bahwa sebagai kekhawatiran kuat Tergugat I enggan secara suka rela 

dan baik-baik, menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dan 

agar putusan dalam perkara ini ditaati oleh Tergugat I, maka cukup beralasan 

agar Tergugat i dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar 

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi putusan 

dalam perkara ini. terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

bahwa oleh karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang 

pasti dan didukung oleh surat-surat bukti otentik yang mempunyai kekuatan 

hukum pembuktian yang tidak dapat dibantah/disangkal kebenararnya, maka 

mohon kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada 

bantahan, banding, maupun kasasi;
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan 

atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan 

Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu 

sebagai berikut:
DALAM PROVISI :
1. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan pembuatan 

Pondasi dan atau pemagaran serta membongkar pondasi/pagar yang telah 

dipasang oleh Tergugat I diatas tanah sengketa tersebut;

2. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- 

(seratus ribu rupiah) perhari untuk setiap ia lalai memenuhi isi keputusan 

dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari 

tanah sengketa, sebidang tanah (tanah koccng) hak milik ada No. C. 3162 

terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat. 

Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa persil 33 B kelas III S kohir 

No. C. 3162 seluas + 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari 

pembelian sebagian tanah milik adat No. C. 434;

3. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah (tanah kosong) hak milik adat 

No. C. 3162 terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta 

Barat, Kecamatan Kebon Jeruk. Kelurahan Duri Kepa persil 33/B. 14 kelas III

S kohir No. C. 3162 seluas + 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal 

dari pembelian sebagian tanah milik adat No. C. 434 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Haji Detjeng;

- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Haji Detjeng/Kimin;

- Sebelah Selatan ; Tanah jalan Tol;

- Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Mando Otsng;

4. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasl/pagar yang 

dibangun diatas tanah sengketa segera setelah dibacakan putusan dalam 

perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan di bacakan; yang 

tetap (Inkracht);
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7. Menghukum Tergugat I atau siapa juga yang memperoleh hak dari padanya 

untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosonp baik dan 

bebas dari segala beban yang ada padanya;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa 

sebesar Rp. 100.000,-/perhari setiap Tergugat I lalai memenuhi putusan 

perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini 

dibacakan secara tunai;

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi moril 

dan materil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk menerima dan mentaati 

putusan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat I membayar ongkos perkara;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu 

walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Atau : memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) dalam 

perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat 

mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- 
dalil sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :

bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) dan di dalam posita 

gugatan Penggugat sama sekali tidak jelas rangkaian cerita atau peristiwa yang 

melatarbelakangi apa dan bagaimana kaitan hukumnya khususny~ terhadap 

Haji.Detjeng, Haji Sebeh, Haji Amsar, Haji Masenin, Haji Amsir dan Haji Atjad 

yang ditempatkan/ditarik sebagai pihak Tergugat-Tergugat di dalam perkara a 

quo, sementara hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II s/d 

Tergugat VII yang menimbulkan adanya kerugian di pihak Penggugat 

(melanggar kepentingan hukum Penggugat) sama sekali tidak ada;

bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) sebab sesuai 

dengan sertifikat HGB No. 461/Duri yang diperoleh oleh Tergugat I pada tahun 

1977 jelas-jelas membuktikan bahwa Tergugat I telah m em egang  hak atas 

tanah sengketa selama + 24 tahun berdasarkan alas hak yang sah yang 

perolehannya telah sesuai dengan prosedur hukum, dengan mengacu kepada 

ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata;

DALAM REKONVENSI :

bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik yang sah dan satu-satunya 

atas tanah sengketa yang terletak sebagaimana dalam surat gugat, sesuai
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dengan sertifikat hak guna bangunan No. 3965 yang diterbitkan pada tanggal 28 

Oktober 1994 oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat, sertifikat mana 

merupakan pemisahan dari sertifikat hak guna bangunan No. 461 ./Duri yang 

diterbitkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Jakarta Barat, sekarang Kantor 

Pertanahan Jakarta Barat tanggal 7 Juli 1977 (bukti PR-1, 2);

bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah mengaku sebagai 
pemilik atas tanah sengketa girik C No. 3162 dengan mendasarkan pada Akte 

Jual Beli tanggal 20 Januari 1988 No. 045/KBJ/JB/1988 yang dibuat di hadapan 

Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk;

bahwa dalil Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi tersebut diatas 

tidak benar dan tidak mendasar atas hukum, hanya mengaku-ngaku sebagai 

pemilik tanah sengketa, sebab telah jelas-jelas terbukti bahwa pemagang hak 

yang sah dan satu-satunya atas tanah sengketa adalah Penggugat 

rekonvensi/Tergugat I konvensi, sesuai dengan sertifikat HGB No. 461/Duri jo 

sertifkat HGB No. 3965/Duri Kepa;

bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan 

oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi telah mengalami kerugian yang 

menimbulkan hak bagi Penggugat rekonvensi/tergugat I konvensi untuk 

menuntut ganti rugi sebagai berikut:

a. Kerugian materiil biaya untuk mengurus perkara a quo dan  biaya 

Pengacara sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

bahwa tanah sengketa merupakan tanah produktif yang seyogyanya 

dapat dipergunakan oleh Penggugat rekonvensi dalam mengembangkan 

usahanya, namun oleh karena adanya gugatan dalam perkara a quo 

menjadi tidak dapat menjalankan usaha dengan lancar, sehingga 

Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi mengalami kerugian sebesar 
Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil jumlah kerugian ini tidak dapat disebutkan secara 

tegas jumlahnya namun yang pasti sebesar Rp. 10.000.000.000,- 
(sepuluh milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi 

menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya m em berikan  putusan 

sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :
- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI ;
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- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi 

seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidak-tidaknya 

dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk 
seluruhnya;

Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas tanah 

sengketa sesuai sertifikat HGB. No. 461/Duri jo No. 3965/Duri Kepa; 

Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah 

melakukan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan Akte Jual Beli No. 045/KBJ/JB/1988 tanggal 20 januari 1988 

yang dibuat di hadapan Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk, adalah 

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan bahwa Girik C No. 3162 atas nama Tergugat Rekonvensi 

/Penggugat Konvensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar 

ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I 

Konvensi sebesar:

Ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.100.000.000,- (lima milyar seratus juta 
rupiah);

- Ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah); 

secara tunai dan sekaligus;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 
biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah 

mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt Bar, 

tanggal 21 Agustus 2001 yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I tidak beralasan,
- Menolak eksepsi-eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Perlindungan hukum..., Waki Sulistyaning R., FH UI, 2008



Dalam Rekonvensi:
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk 

sebagian;

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik atas 

tanah sengketa sesuai sertifikat HGB. No. 461/Duri dan sertifikat HGB. No. 

3965/Duri Kepa;

- Menyatakan Akte Jual Beli No. 045/KBJ/JB/1988 tanggal 20 Januari 1988 

yang dibuat dihadapan Drs. Mohamad Wisman, Camat Kebon Jeruk, adalah 

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Menyatakan girik C. No. 3162 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat 

Konvensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar 

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar 

Rp. 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu mpiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat

putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Jakarta dengan putusannya No. 372/Pdt/2003/PT.DKI. tanggal 08 Desember 
2003.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada 

Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Pebruari 2005 kemudian terhadapnya 

oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat 

kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2005 diajukan permohonan kasasi secara 

lisan pada tanggal 16 Pebruari 2005 sebagaimana ternyata dari akte 

permohonan kasasi No. 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt. Bar. yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori 

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2005;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada 

tanggal 18 M3f6t ?Q05 telah diberitahu tentang memori kasasi dari 

Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori Jcasasi yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri J a k a rta  Barat pada tanggal 29 Maret 2005,

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta a la s a n -a la s a n n y a  

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, 

maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
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Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya :

1 Bahwa, pertimbangan dan putusan judex facti yang menolak eksepsi 
Tergugat sudah tepat dan benar;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang hanya mengambil alih segala alasan 

dan pertimbangan hukum majelis hakim pertama telah salah dalam 

penerapan atau melanggar hukum, di mana putusan judex facti yang 

mengabulkan gugatan Termohon Kasasi didasarkan atas pertimbangan 

yang melanggar hukum yang tidak didukung bukti/dasar perolehan dan 

dasar bukti kepemilikan Termohon Kasasi atas tanah sengketa yaitu Hak 

Milik Adat No. C. 434 persil 33 b S. Ill luas 3000 m2, atas nama Muasim bin 

Loyo serta penerbitan sertifikat atas nama Termohon Kasasi semula 

Tergugat I yang mendasarkan salinan putusan Perkara No. 432 

PK/Pdt/1991 (yang tidak pernah dimunculkan oleh Termohon Kasasi) 
dengan obyek tanah yang berbeda T e rm o h o n  K a s a s i m e n g a k u i ta n a h  

sengketa;_____

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi OKI salah dalam penerapan hukum dan 

tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding terhadap 

putusan hakim tingkat pertama halaman 23 alinea kelima yang berbunyi 
“...Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.1.1 (Sertifikat HGB 

No. 461) telah ternyata tanah Hak Milik Adat No. C. 434 telah menjadi hak 

milik Tergugat I sejak tanggal 7 Juli 1977, sehingga dalil Penggugat yang 

menyatakan Penggugat pada tanggal 20 Januari 1988 telah membeli tanah 

milik'adat No. C. 434 dari Tergugat II. Ill, IV, V, VI dan VII adalah tidak sah, 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya apabila Penggugat 

membeli pada tanggal 20 Januari 1988 adalah membeli dari Tergugat I dan 

bukan membeli dari Tergugat II. ill, IV. V. VI dan VII. karena pada tanggal 7 

Juli 1977 tanah milik adat No. C. 434 adalah telah menjadi milik Tergugat I 

(sertifikat HGB No. 461 Duri 7 Juli 1977). Terhadap pertimbangan hukum 

tersebut diajukan keberatan sebagai berikut:

3.1. bahwa dasar kepemilikan Termohon Kasasi/ Tergugat I dalam 

mengakui kepemilikan tanah sengketa, tidak didukung bukti 

perolehan baik mengenahi pelepasan hak, pemebebasan, maupun 
jual beli atas tanah sengketa;

3.2. bahwa Sertifikat HGB No.461/Duri terbit mendasarkan surat 

Keputusan Meneteri Dalam Negeri tanggal 12 April 1977
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Nq.SK. 153/HGB/DA/77 luas 131.644 M2 yang dijadikan dasar 

kepemilikan tanah sengketa, tanah Hak Milik Adat Girik C 434 Persil 

33 b S.III, tidak didukung bukti perolehan baik pelepasan hak, 

pembebasan maupun jual beli atas tanah sengketa; 

bahwa surat pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 (vide 

T 1-3) yang dijadikan dasar perolehan tanah sengketa oleh Termohon 

Kasasi, tidak pernah ditunjukkan aslinya ¿alam persidangan dan tidak 

pernah ada sebelum terbit HGB No.461/Duri, dan surat pelepasan 

hak atas tanah tertanggal 8 Agustus 1975 muncul setelah terbit 

Sertifikat HGB No. 461 tertanggal 12 April 1977. Bahkan surat 

pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 (Vide T  1-3) yang 

dijadikan dasar perolehan Termohon Kasasi semula Tergugat I atas 

tanah obyek sengketa tanah Girik C. 434 persil 33 b. S. III berupa 

surat pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah antara 5 ahli waris dari

6 ahli waris Muasim bin Loyo (Pelepasan sepihak dari yang 

bersangkutan) tidaj^ disaksikan/dikuatkan oleh Ka. Sub. Dit Agraria 

setempat, dalam hai ini bertentangan dengan Undang-Undang 

sebagaimana ketentuan pelepasan hak atas tanah hak milik adat dari 

yang bersangkutan yang seharusnya disaksikan/dikuatkan oleh 

Ka.Sub.Dit. Agraria setempat;
bahwa pengakuan Termohon Kasasi semula Tergugat I dalam 

mengakui kepemilikan tanah sengketa Girik C 434 Persil 33 b S. III 

luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) atas nama Muasim Bin Loyo 

dengan mendasarkan Sertifikat HGB No.461/Ouri tanggal 7 Juli 1977 

dan mendasarkan surat pelepasan hak atas tanah tanggal 8 Agustus 

1975 tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 
10 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang 

bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuat dengan suatu 

akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang 

diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kecamatan karena 

jabatannya. Bahkan bukti ketidakbenaran dasar perolehan maupun 

dasar kepemilikan tanah sengketa Girik No. C 434 Persil 33 b S.lll 

dibuktikan dengan adanya fakta bukti pelepasan hak atas tanah 

tertanggal 8 Agustus 1975 setelah terbit sertifikat 461/Durj; 
bahwa Hak Guna Bangunan No.3965/Duri Kepa luas 8400 M2, yang 

diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1994 oleh Kantor Pertanahan 

Kotamadya Jakarta Barat yang diaku i Termohon Kasasi semula
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Tergugat I di dalamnya mencakup tanah obyek sengketa Girik C 434, 

berdasarkan fakta penunjuk dasar penerbitan sertifikat HGB 

No.3d65/Duri Kepa luas 8400 M2 yang dalam penerbitannya 

mendasarkan asal persil pemisahan dari HGB No.461/Duri luas 8400 

M2 dan mendasarkan penunjuk putusan PK tertanggal 31 Agustus 

1993 Nomor 432/PK/Pdt/1991 dengan obyek sengketa mengenai 

tanah Girik C.162 Seb.Blok 54 D.ll luas 1.850 M2 dan 1530 M2. 
bukan obyek tanah sengketa Girik C.434 Persil 33 b S.lll;

3.6. Adapun surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.028/23-550.2-09-03- 

2001 permohonan perpanjangan bekas HGB 3965/Duri Kepa yang 

menggunakan dasar putusan No.381/Pdt/G/1993/PN.Jak.Bar. 

Jo.No.599/Pdt/1994/PT.DKI Jo. No.659 K/Pdt/1996. adalah sertifikat 

dengan obyek sengketa tanah Girik C.162 Persil 33b S.ll, bukan 

tanah Girik C.434 dalam hal ini berbeda dengan dasar penerbitan 

HGB No.3965/Duri Kepa yang dimohonkan perpanjangan. Dalam hal 

ini. Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa berdasarkan penunjuk 

mendasarkan putusan PK tertanggal 31 Agustus 1993 No. 432 

PK/PDT/1991 dengan obyek sengketa tanah Girik C.162 seb. Blok 54 

D.ll Luas 1.850 m2 dan 1.530 m2 adapun permohonan perpanjangan 

HGB No.3965/Duri mendasarkan putusan No.381/PDT/G /1993 

/PN.Jak.Bar, Jo.No.599/Pdt/1994/PT.DKI, Jo No.659 K/PDT/1996, 
dengan obyek sengketa tanah Girik C.162 Persil 33 b S.ll. yang 

bukan merupakan tanah Girik C.434. yang dengan menggunakan 

sertifikat atas tanah lain yang dijadikan dasar mengakui tanah obyek 

sengketa;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI salah dalam menerapkan hukum dan 

tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi semula Tenggugat 
atas putusan pada halaman 24 alinea pertama yang berbunyi 

' ..berdasarkan bukti P-1 Penggugat tidak berhasil membuktikan obyek 

tanah sengketa tanah milik adat No. C. 434 adalah milik Penggugat, oleh 

karena majelis hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan 

dalil tersebut dan petitum gugatan yang ada hubungannya dengan hal ini 

haruslah ditolak dan bukti surat P-1 yang berupa Akte Jual Beli No. 

045/KBJ/JB/1988. tanggal 20 Januari 1988, harus dinyatakan tidak sah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga alat bukti surat lainnya P-

2. P-3, P-4. P-5. P-6. P-7 dan P-8 merupakan surat-surat yang dikeluarkan
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pada tahun 1987 sampai dengan tahun 2001, tidak dapat membuktikan 

bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yaitu tanah milik 

adat C 434 . Terhadap pertimbangan hukum tersebut, diajukan keberatan- 
keberatan sebagai berikut:

4.1. bahwa majelis hakim tingkat pertama > tersebut tidak 

mempertimbangkan fakta pelaksanaan jual beli dan atau Dembelian 

Penggugat berdasarkan bukti P-1. P-2, P-5, P-6, P-7 bahkan dalam 

putusannya hanya mendasarkan bukti sertifikat hak guna bangunan 

No. 461/Duri atas nama Metropolitan Development (vide T 1-1) dan 

mengesampingkan bukti sertifikat HGB No. 3965/Duri (vide T l-2a. 

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 028/23-5550.2-09.03-2001 

tanggal 14 Juni 2001 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan No. 

3965 (vide T l-2b) dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas 

Tanah tanggal 8 Agustus 1975 (vide T I-3) yang tidak membuktikan 

dasar perolehan/kepemilikan tanah sengketa tanah hak milik adat 
Persil 33 b S.Ill C No.434 luas 3000 M2;

4.2. bahwa transaksi jual beli tanah Hak Milik Adat C.434/ Duri atas nama

Muasim Bin Loyo antara Pemohon Kasasi/Penggugat (sebagai

pembeli) dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasim Bin Loyo

(sebagai penjual) tertanggal 20 Januari 1988 dengan Akta Jual Beli

No.045/KJB/JB/1988 dilakukan di hadapan Drs. Mohammad Wisman,

Camat. Kepala Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat,

sebagai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun

1961 tentang pendaftaran tanah untuk Wilayah Daerah Ibukota 
Jakarta;

Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi DKI salah dalam penerapan 

atau melanggar hukum adalah berdasarkan uraian-uraian

bahwa sertifikat HGB No. 461/Duri, tertanggal 7 Juli 1977 tertulis luas 

131.644 m2 dengan berdasarkan SK Mendagri No. 153/HGB/DA/77 

tanggal 12-4-1977, yang dijadikan dasar bukti kepemilikan Termohon 

Kasasi semula Tergugat I atas tanah sengketa tanah Girik No. 434 

persil 33 b S. Ill tidak beralasan hukum, tidak didukung bukti 

perolehan tanah sengketa bertentangan dengan Undang-Undang dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal pemberian 

hak guna bangunan yang berasal dari tanah milik adat, seharusnya 

HGB lahir dengan suatu perjanjian (vide Pasal 37 huruf b Undang-
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Undang No. 5 Tahun 1960) dan bukan berdasarkan SK Mendagri No.

153/HGB/DA/77 tanggal 12-4-1977 dan berdasarkan ketentuan Pasal

19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, bahwa setiap

perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah memberikan

hak baru atas tanah.... dst harus dibuktikan dengan suatu akta yang

dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 
Agraria;

bahwa dasar kepemilikan Termohon Kasasi/ Penggugat Rekonvensi 
atas Tanah Hak Milik No.C.434 Persil 33 b S.lll luas 3000 M2 yang 

mendasarkan Sertifikat HGB No.461/Duri tertanggal 7 Juni 1977 tidak 

didukung bukti perolehan dan kepemilikan, adapun surat pelepasan 

hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 tidak merupakan dasar 

perolehan tanah dengan sertifikat HGB No.461/Duri, adapun 

pengakuan Termohon Kasasi semula Pengggat Rekonpensi yang 

mengakui kepemilikan tanah sengketa tanah sertifikat HGB No.461 

Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa, tertanggal 28 Oktober 1991 luas 

8.400 M2 yang diakui Termohon Kasasi semula Penggugat 
Rekonvensi sebagai pecahan dari sertifikat HGB No.461/ Duri 

dengan mendasarkan penunjuk putusan Penijauan Kembali MA RI. 
Tanggal 31 Agustus 1993 No.432 PK/PDT/1991 adalah dengan 

obyek Tanah Ketitir C 162 seb. Blok 54 D. II luas 1850 M2 dan 1530 

M2. bukan tanah sengketa tanah Girik No.434 Persil 33 b S.lll. yang 

kalaupun kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

No.028/23-550.2-09.03-2001 tanggal 14 Juni 2001, Sertifikat HGB 

No.3965/Duri Kepa dimohonkan perpanjangan adalah dengan 

menggunakan dasar alasan putusan 381/Pdt/G/1993/Pn.Jak.Bar jo. 

No.599/Pdt/1994/PT.DKI Jo.No.659 K/Pdt/1996 Jo.No.150
PK/Pdt/2000 dengan obyek tanah Ketitir 162 Persil 33 b S.lll luas 

3760 M2, yang obyek tanah dan luasnya berbeda dengan dasar 

penunjuk Sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa; 

bahwa dasar perolehan Termohon Kasasi semula Penggugat 

Rekonvensi atas tanah sengketa yang mondasarkan Surat Pelepasan 

Hak atas tanah tanggal 8 Agustus 1975 tidak beralasan hukum dan 

bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku dalam hal Pemberian Hak Guna Bangunan
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yang berasal dari Tanah Milik Adat, seharusnya HGB lahir dengan 
suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 
berpendapat:

Mengenai alasan ke -  3.1,3.2,3.3,3.4:

bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena dasar 

perolehan hak Termohon Kasasi/Tergugat I terhadap tanah sengketa, Tanah 

Hak Milik Girik C 434 Persil 33 b S. Ill berupa surat pernyataan pelepasan hak 

atas tanah antara 5 ahli waris dari 6 ahli waris Muasim bin Loyo, merupakan 

pelepasan sepihak yang tidak disaksikan atau dikuatkan oleh Kepala Sub. 

Direktorat Agraria setempat. Hal ini bertentangan dengan undang-undang 

mengenai pelepasan hak atas tanah hak milik adat dari yang bersangkutan 

yang seharusnya disaksikan dan atau dikuatkan oleh Kepala Sub Dit. Agraria 

setempat. Dengan demikian dasar perolehan/dasar Kepemilikan Tanah 

Sengketa Girik No. C 434 persil 33.b S. Ill, oleh Termohon Kasasi/ Tergugat 

tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961; 
Mengenai alasan 4.1,4.2:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena judex 
fakti telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang tidak seimbag dari 

sekalian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang menyangkut asal-usul 

perolehan hak tanah sengketa, dengan mengesampingkan alat-alat bukti 

Tergugat yang sama sekali tidak membuktikan kebenaran dasar perolehan/ 

kepemilikan tanah sengketa tanah hak milik adat persil 33 b S.lll C No. 434 luas 

3000 M2. Sedangkan jual beli tanah hak milik adat C.434/Duri atas nama 

Muasim Bin Loyo antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan 6 ahli waris 

Muasim Bin Loyo tertanggal 20 Januari 1988 dengan akta jual beli 

No.045/KJB/JB/1988 yang dilakukan di hadapan Notaris, telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961. sehingga dengan 

demikian Pemohon Kasasi/ Penggugat telah mampu membuktikan tanah obyek 
sengketa sebagai miliknya;

Mengenai alasan ke - 5.1,5.2,5.3:

bahwa alasan-alasan tersebut juga dapat dibenarkan, karena judex 

facti telah salah dalam menerapkan hukum dasar kepemilikan tanah sengketa, 

terhadap Termohon Kasasi/ Tergugat yang mendasarkan pada sertifikat HGB 

No.461/Duri maupun sertifikat HGB No.3965/Duri Kepa tidak didukung dengan 

bukti-bukti perolehannya, bahkan penerbitan sertifikatnya terbit atas obyek 

tanah yang berbeda-beda. Sedangkan dasar kepemilikan Pemohon Kasasi/
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Penggugat atas obyek tanah sengketa/ Tanah Hak Mlik Adat No. C.434 Persil 

33 b S.lll diperoleh secara sah melalui jual beli dengan akta jual beli 

No.045/KJB/jb/1988 tertanggal 20 Januari 1988 antara Pemohon Kasasi/ 

Penggugat dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasim Bin Loyo yang pada 

tahun 1988 belum disertifikat. Oleh karena itu, penerapan hukum judex facti 

yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat sebagai pemilik atas 

tanah Hak milik adat No.C.434 adalah tidak berdasarkan hukum, oleh 

karenanya harus dibatalkan.
Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama/Judex facti 

harus- dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini 

dengan pertimbangan berikut ini;
Menimbang, oleh karena jual beli tanah hak milik adat C.434/Duri atas 

nama Muasim bin Loyo antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan 6 ahli waris 

Muasim bin Loyo tertanggal 20 Januari 1988, dengan akta jual beli No. 

045/KJB/JB/1988, yang dilakukan di hadapan Notaris, telah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Dengan 

demikian, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mempu membuktikan tanah obyek 

sengketa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa terhadap 

Termohon Kasasi/Tergugat yang mendasarkan pada sertifikat HGB No. 

461/Duri maupun sertifikat HGB No. 3965/Duri Kepa tidak didukung dengan 

bukti-bukti perolehannya, bahkan penertiban sertifikatnya terbit atas obyek 

tanah yang berbeda-beda. Sedangkan dasar kepemilikan Pemohon 

Kasasi/Penggugat atas obyek tanah sengketa/tanah Hak Milik Adat No. 434 

Persil 33 b S.lll diperoleh secara sah melalui jual-beli dengan akta jual beli No. 

045/KJB/jb/1988 tertanggal 20 Januari 1988 antara Pemohon Kasasi/Penggugat 

dengan 6 (enam) orang ahli waris Muasim bin Loyo, yang pada tahun 1988 

belum disertifikat. Oleh karena itu. penerapan hukum judex facti yang 

menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pemilik atas tanah Hak 

Milik Adat No. C.434 adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya harus 

dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak 

perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah 

Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi : HINDARTO HOVERT TANTULAR dan membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 372/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 08 

Desember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
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Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana 

yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak 

yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua 

tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, 

Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang 
bersangkutan ;

M E N G A D I L I  :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HINDARTO 

HOVERT TANTULAR tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 372

/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 08 Desember .2003 yang menguatkan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 108/Pdt.G/2001/PN.Jkt Bar, tanggal 21 
Agustus 2001;

M E N G A D IL I S E N D IR I :
Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat;
Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya dari

tanah sengketa, sebidang tanah (tanah kosong) hak milik adat No. C. 3162, 

terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta Barat,

Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Duri Kepa, persil 33 B kelas III S kohir 
No. C. 3162 seluas + 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang berasal dari 
pembelian sebagian tanah milik adat No. C. 434;

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan pondasi/pagar yang 

dibangun di atas tanah sengketa dalam waktu 8 (delapan) hari setelah 

putusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

5. Menghukum Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari 

padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan 

bebas dari segala beban yang ada padanya;
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6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat uang paksa 

sebesar Rp. 100.000,-/perhari secara tunai setiap Tergugat I lalai memenuhi 

putusan perkara ini terhitung dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan 

berkekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar 

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini 

sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 oleh Drs. H. AHMAD KAM1L,

S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung 

sebagai Ketua Majelis, DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.1P., M.Hum. dan H. 

IMAM SOEBECHI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. M. 

FAUZAN, S.H., M.M., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para 
pihak;

H akim ^ak im  Anggota ; K e t u a ;

Biaya Kasasi: ^gaB3eia^EBqgpanti;

1. M eterai..........................Rp. 6 000,-

2. Redaksi............................ Rp.  1.000,-

3- Administrasi.................... Rp. 493.000,-

Rp. 500.000,-
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